PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 02 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI

_Menimbang B

Méngingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

I.

-Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peratygan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat
I Sulawesi Selatan — Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 Menjadi
Undang-Undang (L.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687);



. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 443 1) sebagaimana
telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

.- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun-2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389); :

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

-. Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
Dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

L.
2.

3.

Propinsi adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur  dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan
dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Kepala Daerah adalah Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya
disebut Gubernur.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan
Persetujuan Bersama Gubernur Sulawesi Tengah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonomi
untuk mengatur dan mengurus senditi urusan Pemerintahan dan kepentingan



masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku,

. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak
dan kewajiban disetiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya
dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan
masyarakat.

BABII
URUSAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2
(1) Urusan Pemerintahan meliputi :
pendidikan,
kesehatan,
pekerjaan umum;
perumahan;
penataan ruang;
perencanaan pembangunan,
perhubungan;
lingkungan hidup;
pertanahan;
kependudukan dan catatan sipil;
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
sosial
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
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@)

(1)

@)

Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang

koperasi dan usaha kecil dan menengah;

penanaman modal;

kebudayaan dan pariwisata;

kepemudaan dan olah raga,

kesatuan bangsa dan politik dalam negert;

otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.
pemberdayaan masyarakat dan desa,

statistik;

kearsipan;

perpustakaan;

komunikasi dan informatika;

pertanian dan ketahanan pangan;

. kehutanan;

. energi dan sumber daya mineral;
. kelautan dan perikanan;

. perdagangan; dan

. perindustrian

menjadi kewenangannya meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajtb sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah urusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang

Bagian Kedua
Urusan Wajib

Pasal 3

berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memjadi

kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :
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pendidikan;

kesehatan;

lingkungan hidup;

pekerjaan umum;

penataan ruang,

perencanaan pembangunan;

perumahan;

kepemudaan dan olahraga;

penanaman modal;

koperasi dan usaha kecil dan menengah;
kependudukan dan catatan sipil,
ketenagakerjaan;

ketabanan pangan;

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
perhubungan;

komunikasi dan informatika;

pertanahan;

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
pemberdayaan masyarakat dan desa,

sostal;

kebudayaan,

statistik;

kearsipan; dan

perpustakaan;



Bagian Ketiga
Urusan Pilihan

Pasal 4
(1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potens
unggulan daerah.

(2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mehpun
kelautan dan perikanan;

pertanian,

kehutanan;

energi dan sumber daya mineral;

pariwisata,

industr;

perdagangan; dan

ketransmigrasian.
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Pasal 5
(1) Urusan wajib dan urusan piliban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah
ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

(2) Urusan wajib danurusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat
daerah.



Bagian Keempat
Urusan Pemerintahan Sisa

Pasal 6

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan
Daerah yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,
terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam
Negeri untuk mendapat penetapannya.

(2) Untuk pelaksanaan urusan pemerintahan sisa senantiasa mengacu pada
norma, standar, prosedur dan kriteria yang sudah ditetapkan.

(3) Penetapan urusan pemerintahan sisa ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku .

BAB I
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 7
(1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang sudah
ditetapkan dan dilaksanakan secara bertahap.
(2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib, urusan pilihan
dan urusan pemerintahan sisa berpedoman padanorma, standar, prosedur
dan kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakuy.

Pasal 8
(1) Gubernur berwenang melaksanakan urusan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan dekonsentrasi.
(2) Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan
kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan,
Pemerintah Daerah dapat :
a. menyelenggarakan sendiri;



b. menugaskan sebagian urusan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintahan Desa berdasarkan
asas tugas pembantuan.

Pasal 9
Selainurusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan
Pasal 4 Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah
dilimpahkan oleh Pemerintah dengan pendanaan sesuai urusan yang
didekosentrasikan.

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur,

Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan yang telah ada
dan berkaitan secara langsung dengan kewenangan, wajib menyesuaikan dengan
Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi
Tengah.



Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Juni 2008

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

B.PALIUDJU

Diundangkan di Palu
padatanggal 5 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH,

GUMYADI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR: 2
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 02 TAHUN 2008

TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI
L UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangannya kecuali urusan Pemerintahan yang menjadi urusan
Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Daerah, Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi
seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian Otonomi yang luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip Otonomi yang seluas-
luasnya dalam arti Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan
mengatur semua urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangannya.

Sejalan dengan itu prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang
nyata dan bertanggung jawab artinya menangani urusan Pemerintahan dan
dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya
telah ada dan berpotensi untuk tumbuh,, hidup dan berkembang sesuai dengan
potensi dan kekhasan Daerah serta penyelenggaraannya benar-benar sejalan
dengan tujuan dan maksud pemberian kewenangan dalam rangka
pemberdayaan Daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
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II. PASAL DEMI PASAL

12

Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6

Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasai 12

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

ayat (1) Cukup jelas _
ayat (2) yang dimaksud dengan urusan pemerintahan sisa
adalahurusan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan dan
tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah inj

ayat (3) Cukup jelas

Cukup Jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup Jelas



LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWES! TENGAH

NOMOR : 02 Tahun 2008

TANGGAL: 5 Juni 2008

A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG

SUB SUE BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

l.

P,

Kebijakan

Pembiayaan

Kebijakan dan
Standar

. a. Penetapan kebijakan operasional pendicikan di

provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.

b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
operasional dan program pendidikan antar
kabupatentkota.

¢. Perencanaan strategis pendidikan anak usia cin,
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
pendidikan nonformal sesuai dengan
perencanaan strategis pendidikan nasional,

. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional
pendidikan di tingkat provinsi,

. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan
dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan
pendidikan lintas kabupatenfkota, untuk fingkat
pendidikan dasar dan menengah.

. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan
pendicikan dan/atau program stuct bestaraf
intemasional pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah.

. Pemberian dukungan sumber daya terhadap
penyelenggaraan perguruan tinggi.

. Pemantauan danevaluasi satuan pendidikan
bertaraf intemasional.

. Peremajaan data dalam sisteminfomasi manajemen
pendidikan nasional untuk tingkat provinsi.

. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan
pendidikan bertaraf intemasional sesua
kewenangannya,

. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan
sesual kewenangannya.
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SUB BIDANG

SUBE SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS

3. Kurikulum

4. Sarana dan
Prsasrana

5. Pendidikan
dan Tenaga
Kependidikan

. & Koordinasi dan supervisi pengembangan
kurikulum tingkat satuan pendidikan pada
pendidikan menengah.

b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur
kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah.

¢. Sosialisasi danimplementasi standarisi dan
standar kompetensi lulusan pendidikan
menengah.

. Sosidlisasi danfasilitasi implementasi kurikulum

tingkat satuan pendidikan pada pendidikan

menengah.

3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan

pendidikan pada pendidikan menengah.

. @ Pengawasan terhadep -pemenuhan standar
nasional sarana dan prasarana pendidikan
menengah.

b, Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana
dan prasarana pendidikan,

. Pengawasan penggunaan buku pelajaran

pendidikan menengah.

. @ Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga
kependidikan untuk pendidikan bertaraf
internasional sesuai kewenangannya.

b.  Pengangkatan dan penempatan pendidik dan
tenaga kependidikan PNS untuk satuan
pendicikan bertaraf intemasional,

. Pemindahan pendicik dan tenaga kependidikan
PNS antar kab kota.

. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan
periindungan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan bertaraf internasional.

. @ Pembinaan dan pengembangan pendidik dan

tenaga kependidikan pendidikan bertaraf
infemasional.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

6. Pengendalian
Mutu
Pendidikan

1. Penilaian Hasil
Belgjar

2. Evaluasi

3. Akrediasi

4. Penjaminan
Mutu

b.  Pemberhentian pendidik dan tenaga
kependidikan PNS pada pendidikan bertaraf
intemasional selain karena alasan pelanggaran
peraturan perundang-undangan

5. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan
tenaga kependidikan di daerah.

1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
nonformal,

2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi
pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi.

3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah
skala provinsi.

1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur,
Jenjang, dan jeris pendidikan pada pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah,
dan pendidikan nonformal skala provinsi,

2, Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional
pendidikan padapendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan nonformal skala provinsi.

Membantu pemerintah dalampelaksanaan akreditasi
pendidikan dasar dan menengah.

1. Supenvisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf
intemasional dalam penjaminan mutu untuk
memenuhi standar intemasional.

2. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan
mutu satuan pendidikan skala provinsi,
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B. PEMBAGIANURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

2. Lingkungan
Sehat

3. Perbaikan Gizi
Masyarakat

4. Pelayanan
Kesehatan
Perorangan
dan
Masyarakat

SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Upaya 1. Pencegahan 1. Penyelenggaraan survaflans epidemiolog,
Kesehatan dan penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi.
Pemberantasan | 2. Penyelenggaraan pencegahan dan
Penyakit penanggulangan penyakit menular skala provinsi.
3. Penyelenggaraanpencegahan dan
penanggulangan penyakit idak menular tertentu
skala provinsi.
4. Pengendalian cperasional penanggulangan

Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan
pencemaran lingkungan skala provinsi,

1.

2

4

5.

. Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan
. Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan

. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan

masalah kesehatan akibat bencana dan wabah
skala provinsi,

Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala
provinsi,

Pemantauan penanggulangan gizi buruk skala
provinsi,

haji skala provingi.
sekunder dan tersfer tertentu.

padadaerah  perbatasan, terpencil, rawan dan

kepulauan skala provinsi.

Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan

sesuai perafuran perundang-undangan.

a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan
tertentu yang diberikan oleh pemerintah.

b. Perberianizin sarana kesehatan meliputi
rumakh sakit pemerintah Kelas B non
pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit
swasta serta sarana kesehatan penunjang
yang selara,
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SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2. Pembiayaan | Pembiayaan 1. Pengelolaan/penyslenggaraan, bimbingan,
Kesehatan Kesehatan pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan
Masyarakat, skala provinsi,
2. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan
jaminan pemeliharaan kesehatan nasional {Tugas
Pembantuan).

8. Sumber Daya | Peningkatan Jumlah, | 1. Penempatantenaga kesehatan strategis,
Manusia Mutu dan pemindahan tenaga tertentuantar kabupatenkota
Kesehatan Penyebaran skata provinsi.

Tenaga Kesehatan |2 Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi.
* |3 Pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi.

4. Registras|, akreditasi, serfifikasi tenaga kesehatan
tertentu skala provinsi sesuai pefaturan
perundang-undangan.

5. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan
asing.

1. Penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat

4. Obat dan Ketersediaan, Peme provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin
Perbekalan | rataan, Mutu Obat linnyaskalaprovnsl.
Kesehatan dan Keterjangkauan 2. Sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat

Harga Obat Serta kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Perbekalan (PKRT) Kelas I,
Kesshatan 3. a.  Psmberianrekomendasi izin industri komoditi
kesehatan, PBF dan Pedagang Besar Alat
Kesehatan {PBAK).
b.  Pemberian izin PBF Cabang & IKOT.

5. Pemberdayaan | Pemberdayaan Penyelgnggaraan promosi kesehatan skala
Masyarakat | Individy, Keluarga provinsi.

dan Masyarakat
Berperilaku Hidup
Sehat dan
Pengembangan
Upaya Kesehatan
Bersumberdaya.

e

Masyarakat (UKBM)
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

6. Manajemen
Kesehatan

f. Kebijakan

2. Penelitian dan
Pengembangan
Kesehatan

3. Kerjasama Luar
Negeri

4. Peningkatan
Pengawasan
danAkuntabilitas

5. Pengembangan
Sistem Informasi
Kesehatan (SIK)

Bimbingan dan pengendalian noma, standar,
prosedur, dan kriteria bidang kesehatan.

1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan
provingi.

2 Pengelolaan survei kesehatan daerah (surkesda)
skala provinsi.

3 .Pemantauan pemanfaatan Iptek kesehatan skala
provinsi,

Penyelenggaraan kefjasama luar negeri skala
provinsi.,

Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan
skala provinsi.

Pengelolaan SIK skala provinsi.
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C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Sumber Daya
Air

1. Pengaluran

2. Pembinaan

. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air

provinsi,

. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada

wilayah sungal lintas kabupatentkota.

. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air

pada wilayah sungai kab./kota.

. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung

sumber air pada wilayah sungal lintas kabupaten/
kota,

. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di

tingkat provinsi dar/atau pada wilayah sungai lintas
kabupatenfkota.

. Pembentukan komisi irigasi provinsi dan

pengesahan pembentukan komisi irigasi antar
kabupatenkota.

. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan,

peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan
sumber daya air pada witayah sungai lintas
kabupatenfkota.

. Penetapan dan pemberian rekomendasl teknis atas

penyediaan, pengambilan, peruntukan,
penggunaan dan pengusahaan air tanah pada
cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.

. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban

pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada
wil. sungai lintas kab/kota.

. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan

sumber daya air kepada kabupatenskota.

. Fasilitasipenyelesaian sengketa antar kabupaten/

kota dalam pengelolaan sumber daya air.

. Pemberian izin pembangunan, pemaniaatan,

pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan
danfatau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer
dan sekunder dalam daerah irigasilintas kabupaten,
kota,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

2. Bina Marga

3. Pembangunan/
Pengelolaan

4. Pengawasan dan
Pengendalian

1. Pengaturan

—

. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam

pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dan
kabupatenkota,

. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air

tingkat provinsi dan kabupater/ kota.

. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai

lintas kabupaten/kota,
Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah
sungailintas kebupaten/kota,

. Pengendalian daya rusak air yang berdampak

skala provinsi.
Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya
air tingkat provinsi.

. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi

primer dan sekunder pada daerah rigasi lintas
kabupaten/ota.

Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem
irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi
yang luasnya 1,000 ha sampai dengan 3.000 ha
atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas
kabupatervkota.

Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada
sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah
sungailintas kabupatenkota,

Pengawasan pengelofaan sumber daya air pada
wilayah sungai lintas kabupaten/ kota.

Pengaturan jalan provinsi:

a.

b.

Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan
provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang
jalan.

Penyusunan pedoman operasional
penyelenggaraan jalan provinsi dengan
memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

2, Pembinaan

3. Pembangunan
Dan pengusahaan

4, Pengawasan

¢. Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan
sekunder dan jalan kolektoryang menghubung-
kan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten,
antar ibuketa kabupaten, jalan lokal, dan jalan
lingkungan dalam sistem jaringan jalan prirmer,

d. Penetapan status jalan provinsi,

e. Penyusunan perencanaan umum dan
pembiayaan jaringan jalan provinsi,

1. Pembinaan jalan provinsi;

a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta
pendidikan dan pelatihan para aparatur
penyelenggara jalan provinsi dain aparatur
Penyslenggara jalan kab kola.

b.  Pengkajian serta penelitian dan
pengembangan teknologi bidang jalan untuk
jelan provinsi.

¢. Pemberianfasilitasi penyelesaian sengketa
antar kahupatenkota dalam penyelenggaraan
jalan.

2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan
untuk jalan kab/desa dan jalan kota,

Pembangunan jalan provinsi:

a. Pembiayaan psmbangunan jalan provinsi.

b. Perencanaan teknis, pemrograman dan
penganggaran, pengadaan lahan, serta
pelaksanaan konstruksi jalan provinsi.

c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi.

d. Pengembangan danpengelolaan sistem
mangjemen jalan provinsi,

Pengawasan jalan provins:

a. Evaluasi kinerja penyslenggaraan jalan provinsi.

b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasi
pembangunan jalan provinsi,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

3

4

Perkotaan dan
Pedesaan

Air Minum

1. Pengaturan

2. Permbinaan

3. Pambangunan

4, Pengawasan

1. Pengaturan

1.

. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi

. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai

. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia

. Fasilitasi penylapan program pembangunan

. Fasilitasi kerjasarna/ kemitraan antara pemerintah/

. Penyelenggaraan pembangunan P8 perkotaan

. Fasilitasi pembentukan lembaga/badan pengelola

. Pengawasan dan pengendalian terhadap

. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan.| -

dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan
(mengacu kebijakan nasional),

pengembangan perkotaan dan perdesaan
mengacu NSPK nasional,

Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen
pembangunan dan pengelotaan PS perkotaan
dan pedesaan tingkat provinsi,

usaha dalam pembangunan perkotaan dan
perdesaan d witayah provinsi.

sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan
jangka panjang dan jangka menengah kota/
kabupaten di wilayah.

daerah dalam pengelolaan dan pembangunan
sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan
di lingkungan provinsi,

danperdesaan lintas kab/kota di lingkungan
wilayah provinst,

pembangunan perkotaan dan perdesaan lintas
kabupatenkota.

pembangunan dan pengelolaan kawasan. ji
perkotaan dan perdesaan di provinsi. ¢

NSPK.

Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai
kebijakan dan strategi pengembangan air
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SUBBIDANG | SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS!

2. Penetapan BUMD provinsi sebagai
. penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota.
3 Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan
P8 air minum berdasarkan SPM yang disusun
. pemerintahi-;
4. Memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas
kabupatenkota.

2. Pembinaan

-

- Penyelesaian masalah dan permasalahan yang
bersifat lintas kabupatenfkata,
Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen
pelayanan air minum dilingkungan wilayah
provingi.

s

e

. Penetapan kebutuhan air baku untuk kebutuhan
pengembangan SPAM di lingkungan wilayah
provinsi,

Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis)

. penyslenggaraan pengembangan SPAM di
wilayah provingi.

3. Penyusunan rencanainduk pengembangan
SPAM wilayah pelayanan lintas kabupaten/kota
setelah berkoordinasi dengan daerah kabupaten/
kota,

4. Penyediaan PS air minum untuk dagrah bencana
dan daerah rawan air skala provinsi.

5. Penanganan bencana alam tingkat pmvms;

3. Pembangunan

no

4. Pengawasan 1, Pengawasan terhadap seluruh tahapan
: penyelenggaraan pengembangan SPAM yang
berada di wilayah provinsi.
2, Evaluasikinerja pelayanan air minum di
lingkungan wilayah provinsi
Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan
NSPK.

(<

—

. Penetapan peraturan daerah kebijakan
pengsmbangan PS airlimbah di wilayah provinsi
mengacu pada kebijakan nasional,

5. AirLimbah 1. Pengaturan
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

6. Persémpahan

2. Pembinaan

2. Pembanguran

4, Pengawasan

1. Pengaturan

. Pembentukanlembagatingkat provinsi sshagal

penyelenggara PS alr limbah di wilayah provinsi.

. Penetapan peraturan daerah NSPX berdasarkan

SPM yang ditetapkan oleh pemerintah, -

. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah

lintas kabupaten/iota.

. Fasilitasi penyelesaian masalah yang bersifat lintas

kablpatenfkota,

. Fasilitasi peran serta dunia usaha dan

rmasyarakat dalam penyelenggaraan

_ pengembangan PS airlimbah kabupatenfota.
. Fasilitasi panyelenggaraan (bantek)

pangembangan PS air limbah lintas kabupaten/
kota, -

. Fasllitasi pengembangan PS air imbah lintas

kabupaten/kota di wilaysh provinsi.

. Penyusunan rencana induk pengembangan PS

air limbah lintas kabupatenkota.

3. Penanganan bencana alam tingkat provinsi.

. Melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan PS air limbah diwilayahnya,

. Evaluasi atas kineria pengelolaan PS airfimbah di

wilayah provinsi lintas kabupatenkota,

. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan
 NSPK.

. Penetapan peraturan daerah kebijakan

pengembangan PS persarmpahan lintas

kabupatenkota d wilayah provinsi mengacu pada |

kebljakan nasional.

2 Penetapan lembaga tingkat provinsi

penyelénggara pengelolaan persampahan fintas
kasbupaten/kota di wilayah provinsi. :

. Penetapan peraturan daerah NSPK pengelolaan |

persampshan mengaclkepada SPM yang
ditetapkan oleh pamesintah.

'. Memberikan izin penyelenggara pengelolaan
© persampahan lintas kabupatenfkota,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

7. Drainase

2. Pembinaan

3. Pembangunan

4. Pengawasan

1. Pengaturan

2. Pembinaan

3. ‘Pembangunan

. Fasilitagi penyelesaianmasalah dan

permasalahan antar kabupaten/kota.

. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi

kerjasama pemda/dunia usaha dan masyarakat
dalam penyelenggaraan pengembangan PS
persampahan lintas kabupatenfkota,

. Memberikan bantuan teknis dan pembinaan lintas

kabupaten/kota.

. [Fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan

pembangunan PS persampahan secara nasional
di wilayah provinsi.

. Penyusunan rencana induk pengembangan PS

persampahan lintas kabupaten/kata,

. Pengawasan dan pengendalian pengembangan

persampahan di wilayah provinsi,

. Eveluasi kinerja penyelenggaraan yang bersifat,

iintas kabupaten/kota.

. Pengawasan dan pengehdal ian atas pelaksanaan |

NSPK,

. Penetapanyperaturan daerah kebijakan dan

sirategi provinsi berdasarkan kebijakan dan
strategi nasional. i

. Penetapanperaturan daerah NSPK provinsi

berdasarkan SPM yang ditetapWeh
pemerintah di wilayah:provinsi,

. Bantuan teknis pembanguinan, pemeliharaan dan

pengelclaan.

. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen

penyelenggara drainase dan pematusan
genangan diwilayah provinsi.

. Fasilitasi penyelesaian masalah dan

permasalahan operasionalisasi sistem drainase
dan penanggulangan banjir lintas'kabupaterifkota.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS!

8. Permukiman

4. Pengawasan

1. Kawasan siap
bangun (Kasiba)
dan Lingkungan
Siap Bangun
(Lisiba) yang
berdin sendir.

a. Pengaturan

b. Pembinaan

¢. Pembangunan

. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan

pemeliharaan PS drainase diwilayah provinsi,

. Penyusunan rencanainduk PS drainase skala

regionalintas daerah.

. Evaluasi di provinsi terhadap penyelenggara

sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah
provingi, :

. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan

drainase dan pengendalianbanjir lintas
kabupatenkota.

. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan

NSPK,

. Penetapan peraturan dasrahikebijakan dan

strategi Kasiba/Lisiba diwilayah provinsl: v/

. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan

Lisiba di wilayah provinsi,

. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam

pembangunan Kasiba dan Lisiba.

. Fasilitasi penyelesaian pembangunan Kasiba/

Listba antar kabupaten/kota,

. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/

Lisiba lintas kabupaten/kota.

. Fadlitasi kerjasama swasta, masyarakat tingkat

nasional dalam pembangunan KasibafLisiba lintas
kabupatervkota,

. Penetapanizin lokasi Kasibattisiba lintas

kabupatenkota,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

d Pengawasan

2. Permukiman
Kumuh/Nelayan
a. Pembinaan

b. Pambangunan

c. Pengawasan

3. Pembangunan
Kawasan
a. Pembinaan

b. Pengawasan

1. Pengawasan pelaksanaan kelayakan program
Kasiba dan Lisiba di provinsi,

2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba
dan Lisiba di provinsi,

3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan
NSPK di provinsi.

Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam
penanganan permukiman kumuh df wilayah provinsi,

1. Fasilitasi penyelenggaraan penanganan
permukiman kumuh di wilayahnya,

2, Fasilitasi peremajaan/ perbaikan permukiman
kumuh/nelayan.

1. Monitoring evaluasi pelaksanaan program
penanganan permukiman kumuh di wilayahnya.

2. Pengawasan dan péngendalian atas
pelaksanaan NSPK di provinsi,

Fasilitasi penyslesajan masalah pembangunan
kawasan di wilayah provinsi.

1. Pengawasan dan pengendalian psmbangunan
kawasan di wilayah provinsi,

2. EBvaluasi pelaksanaan program pembangunan
kawasan di provinsi.

3. Pengawasan dan pengendalian atas
pelaksanaan NSPK di provinsi,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

9. Bangunan
Gedung dan
Lingkungan

Pengernbangan sistem informasi jasa konstruksi
datam wilayahpropinsi yang bersangkutan.
Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi
dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
Pengembangan sumber daya manusia dibidang
jasa konstruksi di tingkat provinsi. asan terhadap
LPJK daerah dan asosiasi di provinsi yang
bersangkutan.

Peningkatan kemampuan teknologi jasa
konstruksi dalam witayah provinsi yang
bersangkutan,

Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan
penyuluhan dalam wilayah provinsi.
Pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK
daerah dan asosiasi di provinsi yang
bersangkutan.

Pengawasan tata lingkungan yang bersifat intas
kabupaten/kota.

Pengawasan sesuai kewenangannya untuk
terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi.

Pengawasan terhadap LPJK daerah dan
asosiasi di provinsi yang bersangkutan.
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D. PEMBAGIANURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

i

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Pembiayaan

1. Péimbangunan

2. Perbaikan

1.

2,

3.

. Fasilitastbantuan teknis bidang pembiayaan
. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar

. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/

. Pengendalian penyelenggaraan bidang

. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang

. Penetapan kebijakan, strategi, dan program provinsi
. Penyusunan NSPM provins! bidang pembiayaan

. Koordinasi penyelenggaraan dan mendorong

. Fasilitasi bantuan teknis bidang peribiayaan
. Pemberdayaan pelaku paser dan pasar

. Fasilitas] bantuan pembiayaan perbaikan/

. Pengendalian penyelenggaraan bidang

. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang

Penetapan kebijakan, strateg, dan prograrm provins]
di bidang pembiayaan perumahan.

Penyusunan NSPM provinsi bidang pemblayaan
perumahan,

Koordinasi penyelenggaraan dan mendorong
terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan
dalam rangka penerapan sistem pembiayaan
perurmahan.

perumahan kepada para pelaku di tingkat provingi.
perumahan di tingkat provinsi.

pembangunan rumah swadaya milik.

pembiayaan perumahan di fingkat provinsi,

pembiyaan perumahan di tingkat provinsi.

di bidang pembiayaan perumahan.

perumahan,

terciptanya pengaturan instrumen pernbiayaan
dalam rangka penerapan sistem pembiayaan
perumahan,

perumahan kepada para pelaku dli tingkat provinsi,
perumahan di tingkat provinsi.

pembangunan rumah swadaya milik,

pembiayaan perumahan di tingkat provins!,

pembiyaan perumahan di tingkat provinsi,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

2. Pembinaan
Perumahan
Formal

1. Pembangunan
Baru

1. a. Keordinasi masukan penyusunan dan

10.

penyempumaan peraturan  perundang-
undangan bidang perumahan di kabupaten/
kota,

b. Koordinasi peninjauan kembali {review)

kesesuaian dengan peraturan perundang-
undanganbidang perumahan di kabupaten/
kota dengan peraturan perundang-
undangan terkait.
Koordinagi pelaksanaan kebijakan dan strategi
nasional pembangunan dan pengembangan
pada skala provinsi,
Koordinasi upaya efisensi pasar dah industri
perumahan skala provinsi,
Koordinasi pelaksanaan seslalisasi peraturan
perundang-undangan, produk NSPM, serta
kehijakan dan strategl nasional perumahan skala
propins,
Koordinasi pelaksanaan bantuan teknis
penyelenggaraan perumahan,
Pembinaan terhadap badan usaha
pembangunan perumahan, baik BUMD,
koperasi, perorangan maupun swasta, yang
bergerak di bidang usaha industri bahan
bangunan, industri kemponen bangunan,

 konsultan, kontrakior dan pengembang.

Penyusunan pedoman perencanasn,
pembangunan dan pemelinaraan PSU lintas
kebupaterkota.

Koordinasi pelaksanaan sosiallsas! peraturan
perundang-undangan, produk SPM, serta
kebijakan dan stralegi nasional perumahan dan
provinsi bersangkutan,

Koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas
penyelenggara dan pelaku pembangunan
perumahan,

Koordinasi pelaksanaan bantuan teknis

penyelenggaraan perumahan.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

2. Petbaikan

11. Pembinaan terhadap badan usaha
pernbangunan perurnahan, balk BUMD,
koperasi, perorangan maupun swasta, yang
bergerak di bidang usaha industri bahan
bangunan, industri komponen bangunan,
konstiltan, kontraktor dan pengembang di
provinsi,

12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan
dalatn penyelenggaraan pembangunan
perumahan dan PSU yang berdampak lintas
kebupater/kota. _

13. Perumusan RPJP dan RPJM provinsi,

14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan
skala provinsi,

15. Pelaksanaan pembangunan Rusunawa dan
Rusunami sebagat stimulan di perkotaan,
perbatasan intermasional, pusat kegiatan

 perdagangan/produksi dan fasllitasi pengelolaan,
pemeliharaan kepada kab./kota.

16. Pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana
dan utilitas umum sebagai stimulandi RSH,
Rusun, Rusus dan fasilitasi pengelolaan,
pemeliharaan kepada kab./Kota.

17. Pelaksanaan pembangunan rumah contoh {RSH)
sebagai stimulan pada daersh terpencil dan uji
coba serta fasilitas! pengelolaan, pemeliharaan
kepada kabupaten/kota

18. Pembangunan rumah untuk korban bencana dan
khusus lainnya serta pengelolaan depo dan
pendistribusiannya,

1. Perumusan kebijakan dan strategi pembanguinan
dan pengembangan perumahan skala provinsi,

2. Perumusan SPO bakupenanganan pengungsi

akibat bencana skala provinsi.

3. Penyusunan SPM perumahan dan PSU pesisir

danpantal serta pulau kecil, khususnya di
perbatasan antar kabupatenfkota.
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SUB BIDANG -

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

3. Pembinaan
Perumahan
Swadaya

3. Pemanfaatan

1. Pembangunan
Baru

B w

Koordinasi penetapan sasaran penerima bantuan
perumahan dan pengawasannya.

Koordinas! pengendalian penetapan harga sewa
nimah,

Koordinasi usulan pembangunan perumahan
untuk penampungan pengungs lintas kabskota

Koordinast usulan penerima bantuan
permbangunan dan kelembagaan petumahan di
propinst serta penyelenggaraan perumahan
dengan dana dekonsentrasi.

Koordinasi peretapan penefima bantuan
investasi rumah susun untuk MBR dan rumah
khusus, rurnah nelayan, perbatasan intemasional
dan pulau-pulau kecil,

Koordinasi penetapan penerima bantuan PSU
Fasilitasi pembentukan kelembagaan perumahan
skala propinsi. '
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
dan strategi nasional pengembangan perumahan
di propinsi.

Koordinasi penyusunan pedoman pembangunan,
penghunian dan pengelolaan perumahan lintas
kabupaten/kota.

pengawasan L.angsung terhadap penghunian
dan pengelolaan tusun dan fusus penerima
bantuan investasi ke Kabupaten Kota,

. Perurnusan kebijakan dan strategi provinsi

tentang lembaga pendukung pembangunan
perumahan, pendataan perumahan dah
peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
perumahan swadaya,

Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi
perumahan swadaya,

Penyusunan NSPM pembangunan perumahan
swadaya di provinsi.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

3. Pemanfaatan

2. Pemugaran

. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi

provinsi tentang lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan
perurnahan dan peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan perumahan swadaya.

. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strateg

provinsi tentang lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan perurnahan swadaya.

. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

kebijaken dan strategi provins] tentang lembaga
pendukung pembangunan perurnahan,
penlataan perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku pembangunan perumahan
swadaya,

. Sosiglisasi kebijakan strategi, program dan NSPM

pembangunan perumahan swadaya di provinsi.

. Pengkajian kebijakan dan peraturan deerah

provinsl yang terkait dengan pembangunan
perurnahan swadaya,

. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi

tentang lembaga pendukung pembangunan
perumahan, pendataan perumahan dan
peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
perumahan swadaya,

. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi

perumahan swadaya,

. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan

swadaya tingkat provinsi.

. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi

provinsi tentang lembaga pendukung
pembangunan perumghan, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan perumahan swadaya,
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SUB.BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

3, Perbaikan

. Fasilitasi pelaksanaan kebijzkan dan strategi

provins! tentang lembaga pendukung

- pembangunan perumahan, pendataan

perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
pembangunzn perumahan swadaya,

. Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan

kebijakan dan strategi propinsi tentang lembaga
pendukung perbangunan perumahan,
pendataan perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku pembangunan perumnahan
swadaya.

. Sosiallsasi kebijakan strategi, program dan NSPM

pembangunan perumshan swadaya di provinsi,

. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah

provinsi yang terkait dengan pembangunan
perumahan swadaya,

. Perumusan kebijakan dan strategi provins!

tentang lembaga pendukung pembangunan

. perumahan, pendataan perumahan dan
- peringkatan kapasitas pelaku pernbangunan

perumahan swadaya,

. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi

perumahan swadaya.

. Penyusunan NSPM perbangunan perumahan

swadaya di provinsl,

. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi

provingi tentang lembaga pendukung
pembangunan penimahan, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan perumahan swadaya,

. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi

provinsi tentang lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan perumahan swadaya,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG.

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

4. Pefluasan

. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

. Sosialisasi kehijakan strategi, program dan NSPM

. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah

- Perumusan kebijjakan dan strategi provinsi

. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi
. Penyusunan NSPM pembangunan perumshan

. Koordinasi pelaksanaan kebljakan dan strategi

. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi

. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

. Sostalisasi kebijakan strategi, program dan NSPM

kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan perurmahan, pen
dataan perumahan dan peningkatan kapasitas
pelaku pembangunan perumahan swadaya,

pernbangunan perumahan swadaya di provinsi.

provinsi yang terkait dengan pembangunan
perumahan swadaya,

tentang lembaga pendukung permbangunan
perumahan, pendataan perumahan dan
peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
perumahan swadaya.

perumahan swadaya.
swadaya i provinsi,

provinsi tentang lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan perumahan swadaya,

provinsi tentang lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan perumahan swadaya.

kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan perumahan, pen
dataan perumahan dan peningkatan kapasitas
pelaku pembangunan perumahan swadaya.

pembangunan perumahan swadaya di provinsi.
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8, Pemanfaatan

SUB BIDANG .} SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
. Pengkajian kebijakan dan Perda provinsi yang
terkait dengan pembangunan perumahan
swadaya,
5, Petneliharaan . Perumusan kebifakan dan strategf provinsi tentang

lembaga pendukung pembangunan perumahan,
pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas
pelaku pembangunan penimahan swadaya.

. Penyusunan RPJP danh RPJM provinsi

perumahan swadaya,

. Penyusunan NSPMpembangunan perumahan

swadaya di provinsi.

. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi

provingi tentang lembaga pendukung
pembangunan perumaharn, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan perumahan swadaya,

. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi

provingi tentang lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
permbangunan perumahan swadaya,

. Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan

kebijakan dan strategi propinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan perumahan, pen
dataan perumahan dan peningkatan kapasitas
pelakupembangunan perumahan swadaya .

. Sosiglisasi kebjakan strategi, program dan NSPM

pembangunan perumahan swadaya di provinsi,

. Pengkajian kebijakan dan Perda provinsi yang

terkait dengan permbangunan perumahan
swadaya.

. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi

tentang lembaga pendukung pembangunan
perumahan, pendataan perumahan dan
peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
perumahan swadaya. '
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

4. Pengembangan
Kawasan

1. Sistemn
Pengembangan
Kawasan

. Penyusunan RPJP dan RPUM provinsi
. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan

- Koordinasi pelaksanaan kebljakan dan strategi

. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi

. Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan

kapasitas pelaku permbangunan perumahan
. Sosialisasi kebijakan strategl, program dan NSPM

. Perumusan kebijakan dan strategi provins|

. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam

. Penyusunan rencana propinsi dalam

. Pembinaan Teknis penyusunan RP4D
. Fasilitasi, bantuan teknis dan bantuan teknis

. Monitoring clan evaluasi pelaksanaan kebijakan

perumahan swadays,

swadaya di provinsi,

provinsi tentang lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan perumahan swadaya.

provinsi tentang lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaky
pembangunan perumahan swadaya.

kebijakan dan strategi propinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan perumahan,
pendataan perumahan dan peningkatan
swadaya.

pembangunan perumahan swadaya di provins|,
tentang lembaga pendukung pembangunan
perumahan, pendataan perumahan dan
pengermnbangan kawasan.

pembangunan dan pengembangan perumahan
dan permukiman daerah (RP4D - Propinsi) .

diwilayahnya.
penyusunan RP4D diwilayahnya.

dan strategi pengembangan kawasan dan RPAD
skala Propinsi.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

2. Kawasan Skala
Besar

3, Kawasan Khusus

. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi

pengembangan kawasan dan RP4D d
wilayahnya.

. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam

penyelenggaraan pembangunan dan
pengelolaan kawasan Skala Besar.

. Pambinaan teknis pefaksanaan

penyelenggaraan pembangunian dan
pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.

. Fasilitasi, bantuan teknis danbantuan stimulan

petaksanaan penyelenggaraan pembangunan
dan pengelolaan kawasan skala besar di
wilayahnya.

. Monitering dan evaluasi pelaksanaan

penhyelenggaraan pembangunan dan
pengelolaan kawasan skalabesar di wilayahnya,

. Pengendalian pelaksanaan penyelenggara

pembangunan dan pengelolaan kawasan skala
besardi wilayahnya,

. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam

penyelenggaraan pembangunan dan
pengelolaan kawasan Khusus.

. Pembinaan teknis pelaksanaan

penyelenggaraan pembangunan dan
pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.

. Fasilitasi, bantuan teknis danbantuan stirmulan

pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan
dan pengelolaankawasan khusus di
wilayahnya.

. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

penyelenggaraan pembangunan dan
pengelclaan kawasah khusus di wilayahnya,

. Pengendalian pelaksanaan penyslenggara

pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus
di wilayahnya.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

. Pembinaan
Hukum,
Peraturan
Perundang-
Undangan dan
pertabahan
Untuk

4, Keterpaduan
Prasarana
Wilayah

5. Keserasian
Kawasan

1. Pembangunan
Baru

. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam

. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan

. Fasilitasi, bantuan teknis danbantuan stimulan

. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

. Pengendalian pelaksanaan penyelenggara

. Penetapan kebfjakan dan strategi provinsi dalam

. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan

. Fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan

. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan

. Koordinasi penyusunan dan penyempumaan

. Peninfauan kembaii {review) kesesuaian

penyelenggaraan dalam keterpaduan prasarana
kawasan,

keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.

pelaksanaan penyslenggaraan ketempaduan
prasarana kawasan di wilayahnya.

penyelenggaraan keterpaduan prasarana
kawasan di wilayahnya.

keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
penyelenggaraan keserasian kawasan dan
lingkungan hunian berimbang.

keserasian kawasan dan lingkungan hunian
berimbang di wilayahnya.

penyelenggaraan keserasian kawasan dan
lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.

penyelenggaraan keserasian kawasan dan
lingkungen hunian berimbang di wilayahnya.

keserasian kawasan dan lingkungan hunian
berimbang di wilayahnya.

peraturan perundang-undangan bidang
perumahan di tingkat provinsi.

peraturan daerah kabupaten/kota dengan
peraturan perundang-undangan terkait di bidang
perumahan,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

2. Pemugaran

3. Sosialisasiperaturan perundang-undangan
bidang perumahan dalam rangka mewujudkan
jaminan kepastian hukum dan perlindungan
hukur dlalam bertmukim di provinsi,

4, Koordinasi pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan peraturan perundang-undangan
bidang perumahan di provinsi.

5. Koordinast pelaksanaan kebijakan dan
penanganan masalah dan sengketa bidang
perumahan di provinsi,

6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan
sengketa bidang perumahan di provinsi.

7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosiafisasi
NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi.

8. Koordinasi dan sosialiasi NSPM penyediaan
lahan untuk pembangunan perumahan tingkat
provingi lintas kabupaten/kota.

9. Koordinasl pelaksanaan kebijakan provinsi
tentang pembangunan perumahan yang sesual
dengan penataan ruang dan penataan
pertanahan lintas kabupaten/kota.

10. Kagrdinasi pelaksanaan kebijakan provinsi
tentang pembangunan perumahanyang sesuai
dengan penataan ruang penataan pertanahan,

11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumahan sesual dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan.

12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan kebijekan provinsi fentang
pembangunan perumahan sesual dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan

13. Fasllitasi penyelesaian ekstemasitas
pembangunan perumahan lintas kabupaten/ota.

1. Koordinasi penyusunan dan penyempumaan
peraturan perundang-undangan bidang
perumahan di tingkat provinsi,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

2. Peninjauan kembali (review) kesesuaian
peraturan daerah kabupaten/kota dengan
peraturan perundang-undangan terkait di bidang
perumahan,

3. Sosialisasiperaturan perundang-undangan
bidang perumahan dalam rangka mewujudkan
Jaminan kepastian hukum dan perindungan
hukum dalam bermukim di provinsi,

4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan peraturan pemndang -undangan
bidang perumahan di provins!,

5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan
penangangan masalah dan sengketa bidang
perumahan di provinsi,

6. Koordinasifasilitasi penanganan masalah dan
sengketa bidang perurnahan di prop.

7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi
NEPM bidang perumahan i tingkat provinsi,

8. Koordinasi dan sosialiasi NSPM penyediaan
lahan untuk pembangunan perumahan tingkat
provinsi lintas kabupatenfiota.

9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi
tentang pembangunan perumahan yang sesual
dengan penataan ruang dan penataan
pertanahan lintas kabupatenkota.

10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi
tentang pembangunan perumahan yang sesuai
dengan penataan ruang dan penataan
pertanahan.

. Fasllitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan,

12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang & penataan pertanahan,

13. Fasilitasi penyelesaian ekstemalitas
pembangunan perumahan lintas kabupatenlkota
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

3. Perbaikan

10.

1.

12,

Koordinasi penyusunan dan penyempumaan
peraturan perundang-undangan bidang
perumahan di fingkat provinsi,

Peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan
daerah kabupatenfkota dengan peraturan
perundang-undanganterkait di bidang perumahan.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
bidang perumahan dalam rangka mewujudkan
jaminan kepastian hukurm dan perindungan
hukum clalam bermukim di provinsi,

Koordinasi pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan peraturan perundang-undangan
bidang perumahan di provinsi.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan
penanganan maselah dan sengketa bidang
perumahan di provinsi,

Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan
sengketa bidang perumahan di provins!,
Fasilitasi penyusunan, koordinas! dan sosialisasi
NEPM bidang perumahan di tingkat provins,
Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan
lahan untuk perrbangunan perumahan tingkat
provinsi lintas kabupatenfkota,

Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi
tentang Pembangunan perumahan yang sesuai
dengan penataan ruang dan penataan
pertanahanlintas kabupatenkota.
Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi
tentang pembangunan perumahan yang sesuai
dengan penataan ruang can penataan
pertanahan,

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang dan penatzan pertanahan.
Koordinasi pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan proving! tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

4. Perluasan

13.

10

1.

Fasilitasi penyelesaian ekstemasitas
pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota,

Koordinasi penyusunan dan penyempumaan
peraturan perundang-undangan bidang
perumahan di tingkat provinsi.

Peninjauan kembali (review) kesesuaian
peraturan daerah kabupaten/kota dengan
peraturan perundang-undangan terkait di
bidang perumahan.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan
bidang perumahan dalam rangka mewujudkan
jaminan kepastian hukum dan pertindungan
hukum dalam bermukim di provinsi.

Koordinasi pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan peraturan perundang-undangan
bidang perumahan di provinsi,

Koordinas! pelaksanaan kebijakan dan
penanganan masalah dan sengketa bidang
perumahan di provinsi.

Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan
sengketabidang perumahan o provinsi.
Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi
NSPM bid. perurnahan di tkt prop.

Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan
lahan untuk pembanguman perumahan tingkat
provinsi lintas kabupaten/kota,

Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi
tentang Pembangunan perumahan yang sesuai
dengan penataan ruang dan penataan
pertanahan lintas kabupatenfkota,

Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi
tentang pembangunan perumahan yang sesuai
dengan penataan ruang dan penataan
pertanahan.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumahan sesuai penataan
Tuang dan penataan pertanahan.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS!

5. Pemeliharaan

12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian
- pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang dan penataan pettanahan.
13. Fasilitasi penyelesalan ekstemasitas
pembangunan perumahan lintas kab./kota.

1. Koordinasi penyusunan dan penyempumaan
peraturan perundang-undangan bidang
perumahan di tingkat provinsi.

2. Peninjauan kembali freview) kesesuaian
peraturan daerah kabupaten/kota dengan
peraturan perundang-undangan terkait di
bidang perumahan.

3. Soslalisasiperaturan perundang-undangan
bidang perumahan dalam rangka mewujudkan
jaminan kepastian hukum dan perfindungan
hukum dalam bermukim di provinsi,

4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan perafuran perundang-undangan
bidang perumahan di provinsi.

5. Koordinasi palaksanaan kebijakan dan
penanganan masalah dan sengketa bidang
perumahan di provinsi.

6. Koordinasi fasilitasi penanganan masatah dan
sengketabidang perumahan di provinsi,

7. Fasllitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi
NSPM bid. perumahan di tkt prop.

8. Koordinasi dan sostalisasi NSPM penyediaan
lahan untuk pembangunan perumahan tingkat
provingi lintas kabupaten/kota.

9. Koordinasi pelaksanaan kebfjakan provinsi
tentang Pembangunan perumahan yang sesuai
dengan penatean ruang dan penataan
pertanahan lintas kabupatenfkota,

10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi ten
tang pembangunan perumaharn yang sesuai de
ngan penataan ruang dan penataan pertanahan.
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| SUBBIDANG

SUB SUB BIDANG |

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI. 7

6. Pemanfaatan

1.
12.

13.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumahan sesuai penataan
ruang danpenataan pertanahan,

Koordinasi pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan,
Fasilitasi penyslesaian ekstemasitas
pembangunan perumahan lintas kab./kota,

Keordinasi penyusunan dan penyempumaan
peraturan perundang-undangan bidang
perurmnahan di tingkat provinsi.

Peninjauan kembali {review) kesesualan
peraturan daerah kabupaten/kota dengan
peraturan perundang-undangan terkait di
bidang perumahan,

Sosialisas! peraturan perundang-undangan
bidang perumahan dalam rangka mewujudkan
jaminan kepastian hukum dan perlindungan
hukem dalam berrukim di provinsi.

Koordinasi pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan peraturan perundang-undangan
bidang perumahan o provinsi.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan
penanganan masalah dan sengketa bidang
perumahan dl provinsi,

Keordinasi fasilitasi penanganan masalah dan
sengketa bidang perumahan ¢i provinsi.
Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi
NSPM bidang perumahan di tkt prop

Koordinas! dan sosialiasi NSPM penyediaan
lahan untuk pembangunan perurahan tingkat
provinsi lintas kabupaten/kota.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Provinsi
tentang pembangunan perumahan yang sesuai .
dengan penataan ruang dan penataan
pertanahan lintas kabupaten/ota,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

6. Pembinaan
Teknologi dan
Industri

1. Pembangunan
Bary

2. Pemugaran

10.

1.

12,

13.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi
tentang pembangunan perumahan yang sesuai
dengah penataan ruang dan penataan
pertanahan,

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan.
Koordinasi pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan provingi tentang
pembangunan perumahan sesual dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan.
Fasilitasi penyelesaian ekstemasitas
pembangunan perumahan lintas Kab/Kota

Koordinast pelaksanaan kebijakan provinsi
tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil
teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi
budaya, serta PSU pendukung perumahan.
Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi
tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil
teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi
budaya, serta PSU pendukung perumahan.
Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi
dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya,
serta PSU pendukung perumahan,
Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan
bangunan, sesial ekonomi budaya, serta PSU
pendukung perumahan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi
tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil
teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi
budaya, serta PSU pendukung perumahan.
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SUB BIDANG

'| SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

3. Perbaikan

4, Pemefiharsan

. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi

tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil
teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi
budaya, serta PSU pendukung perumahan.

. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang

pendayagunaan dah pemanfaatan hasil teknologi
dan bahanbangunan, sosial ekonomi budaya,
serta PSU pendukung perumahan,

. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan
bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU
pendukung perurmahan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan provingi
tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil
teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomni
budaya, serta PSU pendukung perumahan.
Keordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi

tentang pendayagunaan dan psmanfaatan hasil

teknologi dan bahan bangunan, sosfal ekonomi
budaya, serta PSU pendukung perurmahan.

. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang

pendayagunasn dan pemanfaatan hasil teknolog
dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya,
serta PSU perdukung perumahan.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan
bangunan, sosial ekonomi budsya, serta PSU
pendukung perumahan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi
tentang pendayagunaan dan pernanfaatan hasil
teknelogi dan bahan bangunan, sosial ekenomi
budaya, serta PSU pendukung perumahan.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

7. Pengembangan
Pelaku Pem
bangunan Pe
rumahan, Peran
serfaMasyarakat
dan Sosial

—Butlaya

5. Pemanfaatan

1. Pembangunan
Baru

. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi

tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil
teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi
budaya, serta PSU pendukung pesumahan.

. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang

pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknolog
dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya,
serta PSU pendukung perumahan,

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan
bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU
pendukung perumahan,

. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provingi

tentang pendayagunaan dah pemanfaatan hasil
teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi
budaya, serta PSU pendukung perumahan.
Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi

tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil

teknologi danbahan bangunan, sosial ekonomi
budaya, serta PSU pendukung perumahan.

. Fasllitasi pelaksanaan kebljakan provins! tentang

pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi
dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya,
serta PSU pendukung perumahan,

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

‘ kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan

pemanfaatan hasil teknologi dan bahan
bangunan, sosial ekanomi budaya, serta PSU
pendukung perumahan.

. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi

tentang pernberdayaan para pelaku pendukung
pembangunan perumahan.

. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi

tentang pemberdayaan para pelaku pendukung

pembangunan perumahan.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

2. Pemuigaran

3. Perbaikan

. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
. Koordinasi pengawasan dan pengendalian
. Koordinasifasllitasi kemitraan antara pemesintah
- kelompok masyarakat dalam pembangunan
. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku
. Koordinasi pelaksanaan kebijékan provinsi tentang
. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang

. Koordinasi pengawasan dan pengendafian

. Koordinasifasilitast kemitraan antara pemerintah

. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku

. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang

pemberdayaan para pelaku pendukung
pembangunan perumahan,

pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang
pemberdayaan para pelaku pendukung
pembangunan perumahan.

daerah kebupstentkota, badan usaha, dan
perumahan,

pembangunan perumahan pemerintah, swasta
dan masyarakat di tingkat provinsi.

pemberdayaan para pelaku pendukung
pembangunah perumahan,

pemberdayaan para pelaku pendukung
pembangunan perumahan.

pemberdayaan para pelaku pendukung
pembangunan perumahan.

pelaksanaan kebjjakan kabupaten/kota tentang
pemberdayaan para pelaku pendukung
pembangunan perumahan.

daerah kabupatenkota, badan usaha, dan kelompok
masyarekat dslam pembangunan pefumahan,

pembangunan perumahan pemerintah, swasta

dan masyarakat di tingkat provinsi.

pemberdayaan para pelaku pendukung
pembahgunan perumahan.
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SUB BIDANG

‘| SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

4, Perluasan

. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi

tentang pemberdayaan parapelaku pendukung
pembangunan perumahan,

. Fasilitasi pelaksanaan kebljakan provins] tentang

pemberdayaan para pelaku pendukung
pembangunan perumahan.

. Koordinasi pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang
pemberdayaan parapelaku pendukung
pembangunan perumahan.

. Koordinasi fasilitasi kernitraan antara pernerintah

daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan
kelompok masyarakat dalam pembangunan
perumahan,

. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku

pembangunan perumahan pemerintah, swasta
dan masyarakat di tingkat provinsi.

. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi

tentang pemberdayaan para pelaku pendukung
pembangunan perumahan,

. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinst

tentang pemberdayaan para pelaku pendukung
pembanglnan perumahan,

. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang

pemberdayaan parapelaku pendukung
pembangunan perumahan,

. Koordinasi pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan kabupatenfkota tentang
pemberdayaan parapelaku pendukung
pembangunan perumahan.

. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah

daerah kabupatervkota, badan usaha, dan
kelompok masyarakat dalam pembangunan
perumahan,

. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku

pembangunan perumahan pemerintah, swasta
dan masyarakat di tingkat provinsi,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

5. Pemanfaatan

6. Pemanfaatan

- Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
. Fasilitas! pelaksanaan kebijakan provinsi tentang

. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
. Koordinasi fasllitasi kemitraan antara pemerintah daersh

5. Fasllitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan

. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang

. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaar
. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah

. Fasliitasi peningkatan kapasitas pelaku permbangunan

pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan
perumzhan,

pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan
perumahan.

pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan
perumahan.

kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para
pelaku pendukung pembangunan perumahan.

kabupatervkota, badan usaha, dan kelompok
masyarakat dalam pembangunan perumahan.

perumahan pererintah, swasta dan masyarakat di
tingkat provinsi.
pemberdayaan para pelaku pendukung permbangunan

perumahan.

pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan
perumahan.

pemberdayaan para pelaku pendukung permbangunan
perumahan.

kebijakan kabupatenfkota tentang pemberdayaan para
pelaku pendukung pembangunan perumahan,

kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok
masyarakat dalam pembangunan perumahan,

perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di
tingkat provinsi,
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E. PEMBAGIAN URUSANPEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Pengaturan

2. Pembinaan

1

2

3.

e O N

(=]

8.

Penetapan peraturan daerah bidang penataan

‘ruang fingkat provinei

Penetapan pedoman pelaksanaan NSPK bidang
penataan ruang.

Penetapan penataan fuang perairan di luar 4
{empat) mil sarpai 12 (dua belas) mil dari garis
pantai.

. Penetapan kriteria penentuan dan pernubahan fungsi

ruang kawasan lintas kabupaten/kota dalam rangka
penyusunan tata ruang khususnya untuk menjaga
keseimbangan ekosistem, sesual dengan kriteria
yang ditenfukan aleh pemerintah.

. Penstapan kawasan strategis provinsi.
. Pemberian arahan pengelolaan kawasan andalan

sebagai bagian RTRWP.

. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang

wilayah kabupaten/fkota.

. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.
. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.
. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi

peleksanaan penataan ruang terhadap kabupaten/
kota.,

. Pendidikan dan pelatihan.
. Penefitian dan pengembangan.
. Pengembangan sisteminformast dan komunikasi

penataan ruang provinsi.

. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada

masyarakat,
Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab
masyarakat.

10.Koordinasi dan fasilitasi penataan uang lintas

kabupatenkota,

11, Pembinaan penataan ruang untuk lintas kabupatery

kota.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

3. Pembangunan

1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

2, Penyusunan dan penetapan Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategls Provinsi.

3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk
RTRWP.

4. Penyusunan program dan anggaran provinsi di
bidang penataan ruang , serta fasilitasi dan

~ koordinasi antar kabupaten/kota.

5. Pemanfaatan kawasan strategis provinsi.

6. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian
dari RTRWP.

7. Pemanfaataninvestasi di kawasan strategls

provinsi dan kawasan lintas kabupaten/kota

bekerjasama dengan pemerintah daerah,

masyarakat dan dunia usaha,

Pemanfaaten SPM dibidang penataan ruang.

Perumusan kebijakan strategis operasionalisas!

RTRWP dan Rencana Tata Ruang Kawasan

Strategis Provinsi.

10. Perumusan program sektoral dalam rangka
perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang
wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi,

11. Pelaksanaan pembangunan sesuai program
pernanfaatan ruang wilayah provinsi dan
kawasan strategis provinsi.

12. Pengendalian permanfaatan ruang wilayah
provinsi termasuk lintas lintas kabupaten/kota,

13. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan
strategis provins,

14. Penyustnan peraturan zonasi sebagai pedoman
pengendalian pemanfaatan ruang provinsi,

16. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai
dengan RTRWP.

16. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan RTRWP.

© o
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS!

4. Pengawasan

17. Pengambilalihan kewenangan pemerintah
kabupaten/kota dalam hal pemerintah kabupaten/
kota tidak dapat memenuhi SPM di bidang
penataan ruang.

18. Pemberian pertimbangan atau penyelesaian
pemmasalahan penataan ruang yang tidak dapat
diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota.

19. Fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam
pelaksanaan penataan antar kabupatenfkota.

20. Pembentukan lembaga yang bertugas
melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang
fingkat provinsi.

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan
ruang di wilayah provinsi.

2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan
ruang di wilayah .
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F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN '

SUBBIDANG | SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Perencanaan | 1. Perumusan 1 a.  Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan
dan Kebjjakan pembangunan daereh pada skala provinsi,
Pengendalian b. Pelaksanaan perencanaanpembangunan
Pembangunan daerah provinsi.
Daerah 2. Pelaksanaan SPM provinsi,

3. Pelaksanaan kerjasama antareprovinsi dengan
swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan
Pemerintah, _

4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi
pembangunan daerah skala provinsi.

5 a

7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan

* kelembagaan pengembangan wilayah-dan
kawasan skala provinsi,

8 a

b.

9 a

. Penetapan pedoman dan standar keseraslan
- pengembangan perkotaan dan pedesaan skala

- pengembangan pembangunan perwilayahan

Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelofaan
kawasan dan lingkungan perkotaan skala
provinsi,

Pelaksanaarvpenjabaran petunjuk pelaksanaan
pengelolaan kawasan dan lingkungan
perkotaan skala provinst,

provinsi, :

Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian
pengembangan perketaan dan kawasan
perdesaan skala provinsi,

Penetapan petunjuk pelaksanaan pelayanan
perkotaan skala provinsi,

Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan
perkotaan skala provinsi, -

Penetapan petunjuk pelaksanaan
pengembangan pembangunan perwilayahan
skala provinsi.

Pelaksanaan pedoman dan standar

skala provingi,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

2. Bimbingan,
Kensultasi dan
Koordinasi

3. Monitoring dan
Evaluasi (Monev)

10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan,

".

pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi,
Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh
dan andalan skala provinsi.

Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan daerah skala
provinai,

Konsultasi perencanaan dan pengendalian
pemnbangunan daerah skala provinsi,

Konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan
antar daerah dan antara daerah dengan swasta,
dalam dan luar negeri skala provinsi,

Bimbingan, supenvisi dan konsultasi pengelolaan -
kawasan dan lingkungan perkotaan skala
provinsi;

Konsultasi pefayanan perkotaan skala provinsi.
Pelaksanaan konsuitasi keserasian pengembang
an perkotaan dan perdesaan skalaprovinsi,
Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan
pulau-pulau kecil skala provinsi.

Konsultasi pengembangan kawasan prioritas,
cepat tumbuh dan andalan skala provingi.
Konsultasi terhadap kelembagaan dan
manajemen pengembangan wilayah dan
kawasan skala provinsi,

Pelaksanzan monitoring dan evaluasi
pelaksanaah pembangunan daerah skala
provinsi,

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kefjasama pembangunan antar
daerah kabupatenfkota dan antara daerah
kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar
negern skala provinsi.

Monitoring dan evaluasi pelaksanasn
pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan
skala provinsi,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan
pulau-pulau kecil skala provingi.

. Monitofing dah evaluasi pelaksanaan

pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh
dan andalan skala provinst.

. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan keserasian pengembangan
perkotaan dan kawasan perdesaan skala
provinsi,

. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan terhadap kelembagaan dan
manajemen pengembangan wilayah dan
kawasan skala provinsi,
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G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERHUBUNGAN

I
X

318 BIDANG

SUB SUB BIDANG

~ PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS!

1.

Perhubungan
Edarat

1. LaluLintas dan
Angkutan Jalan

1.

g

Penyusunan dan penatapan rencana umum
jaringan transportasi jalan prop.

Pengawasan dan pengendalian operasional
terhadap penggunaan jalan selain untuk
kepentingan lalu lintas dli jalan nasional dan jalan
provinsi,

Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B
Pengesshaan rancang bangun terminal
penumpang Tipe B.

Persetujuan pengoperasian terminal penumpang

“ Tipe B.

10.

1.

12,

13
14

Penyusunan jaringan trayek dan penetapan

kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang

wilayah pelayanannya melebihi wilayah™

kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada

jaringan jalan provinsi,

Pembetian izin trayek angkutan antarkota dafam

provinsi,

Penyusunan dan penetapan jaringan lintas

angkutan barang pada jaringan jalan provinsi,

Pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang

wllayah pelayanannya melebihi satu wilayah kab./

kola dalam satu provinsi.

Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan

kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah

pelayanannya metebihi kebututhan kabupatenfkota

dalarn satu provinsi,

Pemberian izin operasi angkutan taksi yang

melayani khtisus untuk pelayanan ke dan dari

tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan

tinggi/wilayah operasinya melebihl wilayah kab./

kota dalam satu prop.

. Pemberian izir operasi angkutan sewa.

. Pembetian rekomendasi izin operasi angkutan
patiwisata,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

A

15. Penetapan tarif pentmpang kelas ekonomi antar
kota dalamn provinst,

16. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan,
pemeliharaan dan penghapusan rambu laly
lintas, marka jalan dan alat periberi isyarat lalu
lintas, alatpengendali dan pengamanan pemakat
jatan serta fasilitas pendukung di jatan provinst.

17. Pengoperasian dan pemeliharaan unit
penimbangan kendaman bermotor,

18. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu
fintas di jalan provinsi.

19. Penyelenggaraan andalalin d jalan prop.

20. Penyelenggaraan pencegahan dan

penanggulangan kecelakaan lalu fintas dijalan
provingi,

21, Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalulintas of

jalan yang mengakibatkan kerban meninggal
dunia dan/atat yang menjadi st provinsi.

22. Pemerksaan kendaraan di jalan sesual

kewenangannya,

23. Pemberian izin operasi angkutan sewa

berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah.

24. Pengoperasian alat penimbang kendaraan

bammotordi jalan.

25. Perizinan penggunaan jalan selain untuk

kepentingan lalu fintas di jalan provinsi.

26. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:

a.  Perdaprovinsi bidang LLAJ.

b, Pemenuhan persyaratan teknis dan laik
jalan,

c.  Pelanggaran ketentuan pengujian berkala,

d Perizinan angkutan umum,

27. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis

kecelakean lalu fintas di wilayah provinsi.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

' PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

2. Lalulintas
Angkutan Sungal,
Dahau dan
Penyeberangan
(LLASDP}

o1

~N o

10.
1.

t2.

13.

14.

15.

Penyusunan dan penetapan rencana umum
jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota
dalam provinsi.

PenyusLinan dan penetapan rencana umum lintas
penysberangan antar kabupaten/kota dalam
provinsi yang terletek padajaringan jalan
provinsi,

Penetapan lintas penyeberangan antar
kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada
jaringan jalan provingl,

Pengadaan kapal SDP.

Pengawasan terhadap pemberian surat ukur,
surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran,
sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan
kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai
dan denau <7 GT.

Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.
Permbangunan pelabuhan SDP.

Pemberian rekomendasi rencana induk
pelabuhan penyeberangan, DLKI/DLKp yang
terletak padajaringan jalan nasional dan antar
negara serta jaringan jalurkereta api,
Penetapan rencanainduk, DLKI/DLKp
pelabuhan penyeberangan yang terletak pada
jaringan jalan provinsi

Penetapan kelas alur pelayaran sungal.
Pengadaan, pemasangan dan pemelibaraan
rambtt penyeberangan,

Pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalarn
provinsi untuk kebutuhan transportasi.
Pembangunan, pemeliharaan, pengertkan alur
pelayaran sungai dan danau,

|zinpembangunan prasarana yang melintasi alur
sungaj dan danau.

Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas
ekonomi pada lintas penyeberangan yang
terietak pada jaringan jalan provins!.
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" SUB BIDANG .

-SUB SUB-BIDANG

PEI:!ERINTAHAN DAERAK PROVINS! -

12, Pefkeretaapién

.l

: 16 Penetapan tarif angkutan sungal dan danau kelas

ekonomi antar kabupatenkota dalam provinsi,

: '17 Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP

antar kabupatenfkota dalam provinsi yang terletak
. padajaringan jalan provinsi, .

; 18 ‘Pemberian persetujuan pengoperaSIan kapal

untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota |
dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi,

19¢ Penggwasan pengoperasian penyelenggaraan
'+ ~:angkutan sungai dan danau.; f
;|- 20. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan

angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota
+.-dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi.

. 21 ‘Pengawasan angkutan barang berbahaya dan

khusus melalui angkutan SDP

1 Penetapan rencana induk pen(eretaaplan
provinsi;
?. Pembmaan yang dilakukan oleh pemerintah
provinsi meliputi:
:a, Penetapan sasaran dan arah kebijakan
. pengembangan sistem perkeretaapian _
+- provinsidan perkeretaapian kabupaten kota
© yangjaringannyamelebihi wilayah kabupaten -
. Iolg;
b. Pembetian arahan, bimbingan, pelafihan dan -
bantuan teknis kepada kabupatenkots,
~ - penggunadan penyediajasa; dan
- & Pengawasan tethadap pelaksanaan
perkeretaapian provingl. :

3 Pengusahaan prasarana kereta api umum yang

fidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana
kereta api.

4. Penetapanizin penyelenggaraan perkerelaaplan

khusus yang jaringan jalumya melebihi witayah
satu kabupaten/ kotadatam satu provinsi,
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" SUB'BIDANG

|- SUB'SUB BIDANG | -

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

3

jPerhubung'aﬁ*- b
] Laut

"Penetapan ;aIur kereta apl khusus yang ;aringan
"metebihl satu wilayah kabupatenfkola dalam
- provinsi.

Penutupan periintasan untuk keselamatan

. perjalanan kereta api dan pemakaijalan

* periintasan sebidang yang tidak mempunyaiizin -
' dan fidak ada penanggimgjawabnya, dilakukan
- oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daetsh.

Penietapan jaringan pelayanan kereta api antar

"kota mejebihi satu kabupatenfkota dalam satu

- "provingi.

:Penetapan jaringan pelayanan kereta api ‘
i perkotaan melampavi satu kabupatenlkota dalam

- gatu provinsi.

;%Penetapan persefujuan angkutan orengdengan

menggunakan gerbong kereta api dafam kondlsn

'+ terténtu yang pengoperastan‘didalam wilayah

| ‘kabupaten/kota dalam satu provinst

fo .':'10 Izin‘operasi kegialan angkutan orang dan/atau
i -barang dengan kereta api umum untuk

pelayanan angkutan antar kota dan perkolaan

E yang linfas pefayanannya melebihi satu

kabupatenlkota dalam satu provinsi,

Penetapan tarif penumpang kereta api delam hal

pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan
pokok ‘masyarakat dan pelayanan angkutan yang

i disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk

* pelayanan angkutan antar kola dan perkotaan

yang linfas pelayanannya melebih satu

: }qabupatenfkota dalam satu provinsi.

' [
Kapal:berukuran tonase kotorsamadengan
-atau lebih dari 7 (GT =7) yang berayar hanya di

- perairan daratan (sunga dan danau):

a Pembenan izin pembangunan dan

- pengadaan kapal sampal dengan GT 300
ditugas pembantuankan kepada provinsi.
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3

R Y Pelaksanaanpengukurankapalsampal N

L S & Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal, |

ol a.,k Pelaksanaan pemenksaan perlengkapan

: 2 Kapal: berukuran tonase kotorkurang dari 7
4 (G <7) yang berlayar hanya di peralrap

) 3 Kapalbemkuran tonase kotorleblh dari atau

- :5 Pengelolaan pelabuhan regional iama.
- |- 6:, Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun

i .jT Rekomendasi penetapan rencana induk

dengan QT 300 ditugaspembantuankan

- kepada provini.

, fPeIaksanaanpengawasan keselamatan

ST kapal

+-d. :Pelaksanaan pemeriksaan radio/elekironika

e kapal !
-8. :Pelaksanaan pengukuran kapal. F

- £ Peherbitan pas perairan daratan. ;

._rPencatatan kapal dafam buku registerpas :

aowt  pefairan daratan. :

h “Pefaksanaan pemeriksaan konstruksi, :

..} :Peneritan sertfikatkesefamatan ;

J Penerbltan dokumen pengawakan kapal.

;.-daratan (sungai dan danau):
2= “pefmberian izin pembangunan dan

i

pengadaan kapal. !

*"'sama dengan GT7(GT= 7) yang berlayar di

St 1

*4. Kapalberukuran tonase Kotor kurang dari GT 7 ;
. (GT <i 7) yang berlayar di faut; -

‘Pembenan izin pembangunan dan

" pengadagn kapal.

:0lgh provlnsl

pelabuhan laut intemasional hub internasional
-~ dan nasional.

’ 8. Penetapan rencana induk pelabuhan laut

reglonai
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SUB’BIDANG -

- PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS!

=g, Rekomendas| penetapan lokasi pelabuhan umum.

‘40. Rekornendasl penelapan Iokas: pelabuhan

RSt BN khusus

7, Pene!apan keputusan pelaksanaan

B B pembangunan pelabuhan laut regional.
“l2. Penetapan pelaksanaan pembangunan

o pelabuhan khusus regional,
13 Penetapan keputusan pelaksanaan
e pengoperaslan pelabuhan laut regional.

194, Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus

e reglona1

315, Rekomendasi penetapan DLKrIDLKp pelabuhan
-7 lautinfemasional hub,

-18. RekomendaSl penetapan DLKrIDLKp pelabuhan
51 laut Intemasmnal

%r17 Rekomendam penetapan DLKrIDLKp peiabuhan

R Iaulnas:onal

18 Penetapan DLKI/DLKp pelabuhan faut reglonal

T

'19‘ izin keglatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp

pelabuhan laut regional.
220 Izin reklamasi di dalam DLKrIDLKp pelabuhan
laut regtonal

) 21, Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/ -

.. .ataupengembangan fasilitas pokok pelabuhan
. laut reglonal

. _:22 Penetapan pelayanan operasional 24 (dua pu!uh

empat) jam petabuhan laut regional.

: ;2|3 IZin keglatan pengerukan di wxlayah peralran

pe1abuhan khusus regional.

N 24 1zin keglatan reklamasi di wilayah peraifan

:pelabuhan khusus regional, :

o -25.- Penetapan pelayanan opem$ional 24 (duapuluh
-} empat) jam pelabuhan khusus regional.

< =] .26 Penetapan DUKS di pelabuhan regional.
i | '27 Rekomendasi penetapan pelabuhan yang

terbuka bagt perdagangan Iuar negen




SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

28. Izin usahaperusahaan angkutan laut bagi
perusahaan yang berdomisili dan beroperasi
pada lintas pelabuhan antarkab/kota dalam
wilayah prop. setempat.

29. |zin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan
yang berdomisili dan beroperasi pada lintas
pelabuhan antar ksbupatenkota dalam wilayah
provinsi setempat, pelabuhan antar/provinsi dan

* intemasional (lintas batas).
30. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang
* perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup
kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar
kabupatenfkota dalam satu provinsi.

31. Pemberitahuan pembukean kantor cabang
perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup
kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar
kabupatenkota dalam satu proving!, lintas
pelabuhan antar provins! serta lintas pelabuhan

" intemasional {lintas batas).

32, Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak
tetap dan tidak teratur {framper) bagi perusahaan
angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi
pada fintas pelabuhan antar kabupatenkota
dlalam satu provins!,

33, Pelaporanpenempatan kapal delam trayek tetap dan
teratur (finer) dan pengoperasian kapal secara tidak
tetap dan tidak teratur (framper) bagi perusahaan
pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi
pada lintas pelsbuhan antarkabupsatenkota dalam
wilayah provinsi sstempat, pelabuhian antarprop, &
intemasional fintas batas).

34, [zinusaha fally di pelabuhan.

35, Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke
kapal.

36. Izin usaha ekspedisifFreight Forwarder.

37. Izin usaha angkutan perairan pelabuhan.

38. [zin usaha penyewaan peralatan angkutan lautf
Peralatan penunjang angkutan laut.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

4. Perhubungan
Udara

1. Angkutan Udara

39. Izin usaha depo peti kemas.

1

10.

1.

Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin
usaha angkutan udara niaga dan melaporkan ke
Permerintah,

Pemantauan terhadap petaksanaan kegiatan izin
kegiatan angkutan udara dan melaporkan ke
pemetintah,

Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan
Jaringan dan Rute Penerbangan dan
melaporkan ke pemerintah,

Mengusulan rute penerbangan baru ke dari
daerah yang bersangkutan,

Pemantauan pelaksanaan persetujuan rute
penerbangan dan melaporkan ke pemerintah.
Pemantauan terhadap pelaksanaan persstujuan
penambahan atau pengurangan kapasitas
angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.
Pemantauan terhadap pelaksanaan persatujuan
izin terbang/FA yang dikeluarkan olsh pemerintah
dan melaporkan ke pemerintah.

Persetujuan izin tebang/FA perusahaan
angkutan udara tidak berjadwal antar kabupaten/
kota dalam 1 (satu) provinsi cengan pesawat
udare di atas 30 tempat duduk dan melaperkan
ke Pemerintah.

Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan
izin tetbang/FA parusahaan angkutan udara non
berjadwal antar kabupaten/kota datarn 1 (satu)
provinsj dengan pesawat udara diatas 30 tempat
duduk dan melaporkan ke pemerintah,
Pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan
udara (batas atas) dan tarif referensj angkutan
udara dan melaporkan ke pemerintah.
Pemantauan terhadap personil petugas
pengamananoperator penerbangan dan personil
petugas pasasi dan melaporkan ke pemerintah.
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SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

2. Bandar Udara

f2.

13.

14.

15.

16.
17.

(EMPU).

Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan
general sales agent dan melaporkan ke
pemerintah.

Pemberian izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara

Pemberian arahan dan petunjuk terhadap keglat-
an Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU),
Pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif
terhadap petaksanaan kegiatan EMPU dan
melaporkan kepada pemerintah,

Pengawasan dan pengendalian izin EMPU.
Pengusulan bandarudara yang terbuka untuk
melayani angkutan udara ke/dari luar negeri.
Pengusulan bandar udara di wilayah kerjanya
yang terbuka untuk angkutan udara ke/dari luar
negeri disertal alasan dan data dukung yang
mernadal. Mengusulkan penetspan tersebut
kepada pemerintah.

Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar
Udara Lmum.

Pemantatian terhadap pelaksanaan keputusan
penetapan lokasi bandar udara umum dan
melaporkan ke pemerinteh, pada bandar udara
yang belum terdapat kantor adbandara.
Pemberian rekomendasi penetapan/izin
pembangunan bandar udara urmurm yang
melayani pesawat ucara =30 tempat duduk.
Pemantauan terhadap penetapan/izin
pembangunan bandar udara umum yang
melayani pesawat udara = 30 termpat duduk dan
melaporkan ke pemerintah pada bandar udara
yangbelum terdapat kantor adbandara.
Pemantauan terhadap pelsksanaan penetapar/
izin pembangunan bandar udara khusus yang
melayani pesawat udara = 30 tempat duduk dan
melaporkan kepada pemerintah.
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SUB SUB BIDANG | ..

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

6. Pemantguan terhadap pelaksanaan kegiatan
pengaturpesawat udara di apron, Pertolongan
Kecelakaan Penetbangan-Pemadam Kebakaran
(PKP-PK), salvage, pengamananbandar udara
dan G8E, pada bandar udara yang bslum
terdapat kantor adbandara,

7. Pemeantausan terhedap personil teknik bandar
udara dan melaporkan ke pemerintah, pada
bandar udara yang belum terdapat kantor
adbandara,

8. Pemantauan terhadsp pelaksanaan panetapan
bandar udara internasional dan melaporkan ke
pemerintah, pada bandar udara yang belum
terdapat kantor ada bandara,

9. Dapat menjadi anggota KOMFAL apabila bandar
udara berdekatan dengan wilayah kerjanya.

10. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan
batas-batas kawasan keselamatan operas|
bandar udara umumyang melayani pesawat
udara = 30 tempat duduk dan melaporkan ke
pemerintah, pada bandar udara yang belum
terdapat kantor adbandara.

11. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan
batas-batas kawasan keselamatan operasi
bandar udara umum yang melayani pesawat
udara = 30 tempat duduk dan melaporkan ke
pamerintah, pada bandar udara yang belum
terdapat kantor adbandara,

12. ljin pambangunan bandar udara khusus yang
melayani pesawat udara dengan kapasitas <30
(tiga puluh) ternpat duduk dan ruang udara
disekitarnya tidak dikendalikan clan terletak dalam
? (dua) kabupaten/kota dalam 1 {satu) provinsi,
sesual dengan batas kewenangan wilayahnya,
Pembavitahuan pemberian fjin pembangunan
bandarudara khusus,
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PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

3. Keselamatan
.. Penerbangan
{Kespen)

13. Pemberianarahen dan petunjuk pelaksanaan

. Pemantatian terhadap personil fasifftas/beralatan
. Pemantauan terhadap sertifikas! fasilitas/peralatan

. Pernantauan terhadap kegiatan GSE dan
. Pemantauan terhadap personil GSE dan

. Pemantauen terhadap pelaksanaan penetapan/

. Pemantauan terhadep pelaksanaan penetapar/

. Pernantauan terhadap pelaksanaan standar

kepada penyelenggara bandar udara, serta
kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandar
udaraan dan memberikan perlindungan hukum
terhadap lokasi tanah dary atau perairan serta
ruang udara untuk penyelenggaraan bandar
udsra umum serta pengoperasian bandar udara
dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah,

elektonika dan listrik penerbangan dan
melaporkan ke pemerintah, pada bandar tdara
yang belum terdapat kantor adbandara.

elektonika dan listrik penerbangan dan
melaporkan ke pamerintah, pada bandar udara
yang belum terdapat kantor adbandara.

melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara
yang belum terdapat kantor adbandara.

melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara
yg belum terdapat kantor adoandara.

izin operasl bandar udara umum yang melayani
pesawat Udara = 30 tempat duduk dan
melaporkan ke psmerintah, pada bandar udara
yahg belum terdapat kantor adbandara,

izin operasi bandar udara khusus yang melayani
pesawat udara = 30 tempat duduk dan
melaporkan ke pemetintah, pada bandar udara
yang befum terdapat kantor adbandara.

operasi prosedur yang terkait dengan
pengamanan bandar udara dan melaporkan ke
pemerintah, padabandar udara yang belum
terdapat kantor adbandara.
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' PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS! -

8. Membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan
kecelakaan pesawat udara:

a. Membantu kefancaran Tim investigasi dalam
pencapaian lokast kecelakaan.

b.  Membantu kelancaran dalam melaksanakan
tugas monitor pesawat udara milik pemerintah
dan dalam melaksanakan koordinasi dengan
unit terkait,

¢.  Membantu kelancaran keirnigrasian Tim
Investigasi warga asing.
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H. PEMBAGIANURUSAN PEMERINTAHAN BIDANGLINGKUNGAN HIDUP

Beracun (B3)

2. Analisis
Mengenai
Dampak
Lingkungan
{AMDAL)

3. Pengelolzan
Kualitas Air dan
Pengendalian
Pencemaran Air

SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Pengendalian | 1. Pengelolaan . Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3
. Dampak Limbah Bahan skala provinsi.
Lingkungan Berbahayadan | 2. |zinpengumpuian limbah B3 skala provins! {

sumber limbah lintas kabupatenkota) kecuali
minyak pelumas/oll bekas,

. Pengawasan pelaksanaan pamulihan akibat

pencamaran limbah B3 pada skala provinsi.

. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala

hasiona)./

. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat

skala provins!,

. Pengawasan penanggulangan kecelakaan

pengelolaan imbeh B3 skala provinsi.

. - Penilaian AMDAL bagi jenis usaha danfatau

dikegiatan yang mempunyal dampak penting
terhadap lingkungan hidup dipropinsisesuai
dengan standar norma dan prosedur yang
ditetapkan cleh pemerintah,

. Pembinaan dan pengawasan terhadap Penilaian

AMDAL di Kabupater/Kota.

. Pengawasan terhadap peleksanaan pengelolaan

dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis
usaha dan/atau kegiatan yang waijib dilengkapi
AMDAL dalam wilayah propinsi dalam rangka uji
petik,

. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian

rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh
kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.
Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

yang dilakukan oleh kabupaten/kotabag! jenis
usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi
AMDAL. dan UKL/UPL dalam wilayah prov,
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SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS]

4, Pengelolaan
Kualitas Udara
dan
Pengendalian
Pencemaran
Udara.

SR

10.

1"

12.

13.

(Sl

Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian
rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh -
kabupaten/kota dalam wilayah provinsi,
Koordinast pengelolaan kualitas air skala provinsi.
Penetapan kelas airpada surnber air skala
provinsi.

Koordinasi pemantauan kualitas airpada sumber
air skala provinsi.

Penetapan pengendalian pencemaran air pada
sumber alrskala provinsi,

Pengawasan pelaksanaan pengendalian
pencemaran air skala provins,

Penetapan baku mutu airlebih ketat dan/atau
penambahan parameter dari kriteria mutu air skala
provinsi,

Penerapan paksaan pemerintahan atau uang
paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan
pencemaran air skala provinsl pada keadaan
darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga
lainnya skala provinsl,

Pengaturan pengelolaan kualitas alr dan
pengendalian pencemaran air skala provinsi,
Penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai
kegiatan samaatau lebih ketat dan pemerintah,
Pembinaan, pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah
calrlintas kabupatenkota,

Penetapan baku mutu udara amblen daerah lebih
ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien
nasional,

Penstapan status mutu udara amblen dagrah,
Penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak
bergerak, ambang batas emisi gas buang
kendaraan bermotor lama dan penetapan baku
tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak
bergerak danbaku tingkat kebisingan kendaraan
bermotor lama skala provinsi.
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PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

5. Pengendalian

Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
Pesisirdan Laut

. Pengendalian

Pencemaran
dan/atau Ke
rusakan Tanah
Akibat Kebakar
an Hutan dan/

atau Lahan

. Pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian

pencemaran udara skala provins.

. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas

Udara skala provinsl.

. Pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi

Udara sumber tidek bergerak, ambang batas emisi
gas buang kendaraan bermotor lama dan
penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran
sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan
kendaraan bemmotor lama skala provinsi,

. Pengawasan terhadap penaatan penanggung

jawab usaha dan/atau keglatan yang dapat
menyebabkan terfjadinya pencemaran udara skala
provinsi,

. Pemantauan kualitas udara dalam ruangan.

. Penetapan baku mutu alr laut skala provinst.
2. Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan

pesisirdan laut skala proving],

. Penetapan iokasi dalam pengelolaan konservasi

iaut skala provinst,

. Pengawasan terhadap kegiatan pengendalian pen

cemaran dan/atat! kerusakan oleh kabupaten/kotz.

. Pemantauankuglitas lingkungan wilayah pesisir

dan laut skala provinsi.

. Pengaturan pengendallan pencsmaran dan

kerusakan wilayah pesisir dan laut skala provinsi.

. Penegakan hukum terhadap peraturan yang

dikeluarkan oleh daerah provinsi atau yang
dilimpahkan kewenangennya oleh pemerintah,

. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan

lingkungan hidup skala provinsi yang berkaitan
dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

. Pengkoordinasian penanggulangan kebakaran

hutan dan/atau lahan skela provinsi.
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SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSi

7. Pengendalian

Pencemaran
datv/atau
Kerusakan
Tanah Untuk
Kegiatan
Produksi
Biomassa

. Penanggulangan

Pencemaran dan
Kerusakan
Lingkungan
Akibat Bencana

. Standar Nasional

Indonesia (SNI)
dan Standar
Kompetensi
Personil Bidang
Lingk. Hidup

3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/
atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan
dengan kebakaran hutan dan/ata lahan yang
berdampak atau diperkirakan dapat berdampak
skala prov,

4, Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran
lingkungan hidup yang berkaitan dengan
kebakaran hutan dary atau lahan yang dampaknyaf
skala prov, '

1. Penetapan kriterfa provinsi baku kerusakan lahan
dan/atau tanah provins! untuk kegiatan pertanian,
perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan
kriteria baku kerusakan tanah naslonal,

2. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan
dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak
atau yang diperkirakan dapat berdampak skala
provinsi,

3. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/

- atau tanah untuk prodiksibiomassa skala
provinsl..

1. Penanggulangan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan akibat bencana skela
provinsi,

2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan
bencana,

Pemblnaan dan pengawasan penerapan SNI dan
standar kompetensi personil bidang pengelolaan
lingkungan hidup pada skala provinsl.
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SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|
10.Pengembangan | 1..-Penstapan peraturan daerah di bidang penerapan
Perangkat . instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/
Ekoniomi kota dalam pengelolaan sumber dayaalam dan
Lingkungan . lingkungan.

2. Pembinaan dan pengawasan penerapan
instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/
kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan

11. Penerapan Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem
Sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan
Manajemen teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung
Lingkungan, pola produksi dan konsumsi yang berkelenjutan pada
Ekolabel, skala provinsi.

Produksi
Bersih, dan
Teknclogi
Berwawasan
Lingkungan

12.Pendidikandan | 1. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup
Pelatihan sesual permasalahan lingkungan hidup skala
{Diklat) provinsi,

13.Pelayanan
Bidang
Lingkungan
Hiclup

14.Penggakan
Hukumn
Lingkungan

2. Penetapan kurikulurwmateri ajar tambahan di
bidang lingkungan hidup sesuai dengan
karakteristik dan permasalahan provinsi.

Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian
lingkungan hidup skala provinsi.

Penegakan hukum lingkungan skala provinsi.
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2. Konservasi
Sumber Daya
Alam (SDA)

1. Keanekaragam
an Hayati

SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI -
15.Lingkungan - . Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas
Perjanjian perjanjian intemasional di bidang pengendalian
Intemasional di dampak lingkungan skala provinsi,
Bidang . Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi
Pengendalian dan protokol skala provinsi,
Dampak
Lingkungan
16.Perubahan . Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian
IKlim dan dampak perubahan iklim skala provinsi,
Perlindungan . Penetapan kebijakan perfindungan lapisan ozon
Afrnosfir dan permantauan skala provinsi.
. Pemantauan dampak deposisi asam skala provinsi,
17.Laboratorium . Penunjukan [aboratorium lingkungan yang telah
Lingkungan diakreditasi/direkomendast untuk melakukan

anallsis lingkungan.

. Pembinaan laboratorium lingkungan,

. Koordinasi dalam perencanaan konservasi

keanekaragaman hayatl skala provinsi,

. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi

dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman
hayati skala provinsi,

. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian

kemerosotan keanekaragaman hayati skala
provinsi,

. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan

konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi.

. Penyelesaian konfllk dalam pemanfaatan

keanekaragaman hayati skala provinsi.

. Pengembangan manajemen sistem informasi dan

pengelolaan database keanekarageman hayati
skala provinsi.
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). PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERTANAHAN

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. 1zin Lokasi

2. Pengadaan
Tanah Unfuk
Kepentingan
Umum

2.

Pengadaan tanah untuk pembangunan Iintaé
kabupaten/kota. B

a
b.

o oo

o - = |

. @ Penerimaan pemnchonan dan pemeriksaan

. Pelaksanaan penyuluhan,

. Pembentukan Tim Penilai Tanah (khusus DKI).

. Pelaksanaan musyawarah.
. Penetapan bentuk dan besamya ganti kerugian.

. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah

kelengkapan persyaratan

Kompilasi bahan koordinasi,

Pelaksanaan repat koordinasi,

Pelaksanaan peninjauan lokas!,

Penyiapanberita acara koordinasi berdasarkan

pertimbangan teknis pertanahan dari kantor

wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN)
provinsl dan pertimbangan teknis lainnya dari
instansi terkait,

i Pembuatan petaiokasi sebagal lampiran surat
keputusan izin lokasi yang diterbitkan.

¢. Penerbitan surat keputusan izin lokasi,

h. Pertimbangan dan usulan pencablitan izin dan
pembatalan surat keputusan izin lokasi atas
usulfan kabupaten/kota dengan perimbangan
kepalakantor wilayah BPN provinsi;,

Monitoring dan pembinaan perolehan tanah,

L= S =

Penetapan lokasi.
Pembentukan panitia pengadaan tanah sesual
dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan nventarisasi.
Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari

Lembaga/Tim Penilal Tanah.

Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.
Penyelesaian sengketa bentuk dan besamya ganti
kerugian.

di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten/
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

3

4,

Penyelesaian
Sengketa
Tanah
Garapan

Penyelezaian
Masalah Ganti
Keruglan dan
Santunan
Tanah Untuk
Pembangunan

. Penetapan

Subyek dan
Obyek
Redistribusi
Tanah, serta
Gantl
Kerugian
Tanah
Kelebihan
Maksimum
dan Tanah
Absentee

. Penetapan

Tanah Ulayat

Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas
kabupaten/kota dan untuk Provinsi DKl Jakarta:

a.

Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan
sengketa tanah garapan.

b. Penelitian tethadap obyek dan subyek sengketa.

1.

oW

Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah
garapan,

Koordinasi dengan instansi terkait untuk
menetapkan langkah-angkah penanganannya.
Fasilitasi musyawarah antar pihak yang
bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para
pihak,

Penyelesaian masalah ganti kerugian dan
santunan tanah untuk pembangunan.

Pembinaan dan pengawasan pemberian ganti
kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

a. Pembentukan panitiapertimbangan landraform
provinsi. ‘
b.. Penyelesaian permasalahan penetapan subyek
dan obyek tanah kelebihan maksimum dan
tanah absentee,
Pembinaan penetapan subyek dan obyek
redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah
kelebihan maksimum dan tanah absentee.

Pembentukanpanitia peneliti lintas kabupatenikota,
Penelitian dan kompilasi hasil penefitian,
Pelaksanzan dengar pendapat umurn dalam
rangka penetapan tanah ulayat,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG |

| PEMERINTAHAN DAERAH PROV_INSl

=

Perencanaan peng_gunaan tanah lintas kabupaten/kota
yang berbatasan.

. Pembinaan pemanfaatan dan penyelesaian

Pengusulan rancangan peraturan daerah provinsi
tentang penetapan tanah ulayat,

Penanganan masalah tanah ulayat melalui
musyawarahdan mufakat,

Penyelesaian masalah tanah kosong.

masalah tanah kosong.

Penyelesaian permasalahan pemberian izin
retmbukatanah,
Pengawasan dan pengendalian pemberian izin
membuka tanah.

(Tugas Pembantuan)

79



J.- PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUBBIDANG | SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Kebijakan Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala
provinsl.
2. Sosialisasi Fagilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi,

supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pehdaftaran
penduduk dan permutakhiran data penduduk skala
provinsi,

3. Penyelenggaraen | Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk
skala provinsi,

4, Pemantauan dan | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
Evaluasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala
provinsl,

'|5. Pembinsandan | Pembinaan dan pengembangan surmnberdaya manusia
Pengembangan | pengelola pendaftaran penduduk skala provinsi.
SumberDaya |
Manusia

6. Pengawasan Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran

penduduk skala provinsi.
1. Kebijakan [ Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala provinsi,
2. Sosiglisasi Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi,
supervisi, dan konsultas! pelaksanaan pencatatan sipil
skalaprovinsi,

3. Penyelenggersan | Koordinasi psnyelenggaraan pencatatan sipil skala
provingl,

4. Pemantauandan | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
Evaluasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

3. Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan

5, Pembinaan dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

6. Pengawssan

1. Kebijakan

2. Sosiglisasi

3. Penyelenggaraan

4. Pemantauan
dan Evaluasi

Permbinaan dan péngembangan sumber daya mahusia
pengelolapencatatan sipil skala provinsi,

Pengawasan atas penyslenggaraan pencatatan sipil
skala provingi.

Penetapan kebljakan pengelolaan informasi -
administrasi kependudukan skala provinsi.

Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi,
stpervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi
administrasi kependudukan skala provinsi,

1, Koordinasl pengelolaan informasi administrasi
kependudukan skala provins,

2. Pembangunan dan pengembangan jaringan
komunikasi data skala provinsi.

3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan
lainnya serta sarana jaringan komunikasi data di
provinsi,

4. Penyelenggaraan korunikasi data kependudukan
skala provinsi.

8. Pembangunan repiikasi data kependudtkan di
provinsi,

6. Pembangunan bank data kependudukan provinsi.

7. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk skala
provinsi.

8. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank
data kependudukan provinsi.

Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informas
administrasi kependudukan skala provinsi.
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SUB BIDANG |SUB SUBBIDANG| .  PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

5. Pembinaandan | Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
Pengembangan | pengelolainformasi administrasi kependudukan skala
SumberDaya | provinsi. '

Manusiz

6. Pengawasan Pengawasan atas pengelolaen informasi administrasi

kependudukan skala provinsi,
4, Perkembangan| 1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakan perkembangan
Kependudukar kependudukan skala provinsi.

2. Penetapan noma, standar, prosedur, dan kriteria
penyelenggaraan pengendafian kuantitas,
pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas
dan persebaran penduduk serta perlindungan
penduduk skala provinsi,

9. Sosialisasi Sosialisasi dan koordinas! pelaksanaan kebijakan
pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan
kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ipenataan
persebaran penduduk, perindungan penduduk serta
pembangunan berwawasan kependudukan skala
provinsi,

3. Penyelenggaraan | 1. Pengkajian efektivitas kebijjakan pengendalian
kuantitas penduduk, pengembangan kualitas
penduduk, pengerahan mobilitas/penataan
persebaran penduduk dan pertindungan
penduduk serta pembangunan berwawasan
kependudukan skala provinsi,

2. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas
penduduk, pengernbangan kualitas panduduk,
pengarahan mobilitas/penataan persebaran
penduduk, dan perfindungan penduduk dalam
konteks pembangunan berwawasan
kependudukan skala provinsl,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1 5. Perencanaan
Kependudukan

4, Pemantauan
dan Evaluasi

5. Pembinaan dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

6. Pengawasan

1. Kebljakan

2. Soslalisasi. : .

3. Penyelenggaraan

| proyeksi penduduk dan analisis dampak

Pemantauan dan evaluasi kebjjaken pengendalian
kuantitas penduduk, pengembangan kualitas
penduduk, pengarahan mobilitasipenataan persebaran
penduduk, pedindungan penduduk serta
pembangunan berwawasan kependudukan skala
provinsi,

Pembinaan dan petaksanaan kebijakan pengendalian
kuantitas penduduk, pengembangan kualitas
penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran
penduduk, perlindungan pencuduk dalam konteks
pernbanguinan berwawasan kependudukan skala
provinsi,

Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas
penduduk, pengembangan kualitas penduduk,
pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk,
perlindungan penduduk, dan pembangunan
berwawasan kependuduken skala provinsl.

Penetapan kebljakan perehbanaan kependudukan
skala provinsi. '

Faslitasi dan sosfalisasfindikator kependudukan,

kependudukan, serta penyerasian kebijakan
kependuduken skala provinsi.

1. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan
kependudukan pada tataran horizontal, vertikal,
dan diagonal antar lembaga pemerintah dan
lembaga non pemerintah pengelola bidang
kependudukan skala provinsi,

2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi
penduduk, dan analisis dampak kependudukan
skala provinst,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

4, Pemantauan
dan Evaluasi

5, Pembinaandan
Pengembangan
Surmber Daya
Manusia

6. Pengawasan

3. Koordinasi dan sosialisast hasil penyusunan
indikator, proyeksi, dan analisis dampak
kependudukan serta kebijakan kependudukan
kepada khalayak sasaran skala provins.

4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan
kepandudukan secara periodik.

5. Pendayagunaaninformasi atas indikator
kependudukan dan analisis dampak
kependudukan untuk perencanaan pembangunan
berbasis penduduk skala provinsl,

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator
kependudukan, proyeksi benduduk dan analisis
dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan
kependudukan skala provinsi,

Birnbingan teknis, advokasl, fasilitasi, dan sosialisas!
indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan
analisis dampak kependudukan, serta penyerasian
kehijakan kependudukan skala provinsi,

Pengawasan indikatorkepéndudukan, pmyekéi
penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta
penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.

84




K. PEMBAGIANURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK
SUB BIDANG { SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|
1. Pengarus 1. Kebijakan 1. Penstapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di
utamaan Pelaksanaan provinsi.
Gender (PUG) PUG 2. Koordiinasi, fasilitasi dan medias! pelaksanaan

2 Kualitas Hidup
dan
Perlindungan
Perempuan

2. Kelembagaan
PUG

3. Pelaksanaan
PUG

1. Keblakan
Kualitas Hicup
Perempuan

kebijakan PUG skala provins],

1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan
pengembangan mekanisme PUG pada lembaga
pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan
pengembangan, lembaga non pemerintah skala
provingi,

2. Koordinsi dan fasilitas! pelaksanaan kebijakan,

program dan keglatan yang responsif gender skala
provingi,

3. Pemantauan dan evaluas! pelaksanaan PUG skala
provinsi,

1. Pemberianbantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan
PUG (analisis gender, perencanaan anggaran
yang responsif gender, dan pengembangan mater
KIE PUG) skala provinsi

2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang
permbangunan terutama di bidang pendidikan,
kesehatan, ekonorni, hukum dan HAM dan politik
skala provingl,

3. Fasifitas! penyediaan data terpilah menurutjenis
kelamin skala prop.

Penyelenggaraan kebijakan provinsi peningkatan
kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang
perbangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan,
ekonorni, hukurn dan HAM, politik, lingkungan, dan
sosial budaya skala provinsi,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

2. Pengintegras Fasilitasi pengintegrasian upayapeningkatan kualitas
an Kebijakan hidup perempuan dalarn kebijakan bidang pendidikan,
Kualitas Hicup | kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik,
Peremptian lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi.

3. Koordinasi Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup
Pelaksanaan perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan,
Kebljakan ekonorni, hukurn dan HAM, politik, lingkungan, dan
Kuslitas Hidup | sosial budaya skala provinsi,

Perempuan
4, Kebijakan Penyelengaraan kebljakan provinsi perfindungan
Perlindungan | perempuan terutama perlindungan terhadap
- Perempuian kekerasan, tenaga kerfa perempuian, perempuan lanjut
Usia dan penyandang cacat, dan perempuan didaerah
konfiik daerah yang terkena bencana skala provinsi.

5. Pengintegrasi | Fasliitasi pangintegrasian kebijakan provinsi
an Kebijekan | periindungan perempuan terutama perlindungan
Perlindungan | terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan,
Perempuan perempuan [anjut usia dan penyandang cacat, dan

perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena
bencana skala provinsi.

6. Koordinasi Koordinasi petaksanaan kebijakan perfindungan
Pelaksanaan perempuan terutama perfindungan terhadap
Kebijakan kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut
Perlindungan Usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah
Perermpuan konflik dan daerah yang terkena bencana skala

provinsi,
3. Perlindungan | 1. Kebijakan 1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka
Anak Kesejahteraan kesejahteraan dan petlindungan anak skala
dan provingi,
Periindungan | 2. Penetapan kebijakan daerah tentang kesejahteraan
Anak dan perindungan anak skala provinsi.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

4. Pemberdaya
an Lembaga
Masyarakat
dan Dunia
Usaha

2. Pengintegrasian

—_

Hak-Hak Anak
dalam Kebijakan
dan Program
Pembanigunan

. Koordinasi

Pelaksanaan
Kesejahteraan
dan Perfindung
anAnak

. Penguatan

Lembaga/
Organisasi
Masyarakat dan
Dunla Usaha
untuk Pelaksana
anPUG dan
Peningkatan
Kessjahteraan
dan
Perlindungan
Anak

. Pengembangan

dan Penguatsn
Jaringan Kerja
Lembaga
Masyarakat dan
Dunia Usaha
unituk Pelaksana
anPUG,
Kesejahteraan
dan Perlindung
anAnak.

Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan
program pembangunan skala provinsi.

Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan
perlindungan anak skala provinsi,

Fasllitasi penguatan lembaga/ organisas! masyarakat
dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan
peningkatan kesejahteraan dan perindungan anak
skala provinsi.

1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan
kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk
pelaksanaan PUG, kesejahteraandan
perlindungan anak skala provinsi.

2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan
rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan
perfindungan anak skalaprovinsi.
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SUB BIDANG | SUB SUR BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. DataTemilah - | Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem infomas .
menurut Jenis gender dan anak skala provinsi dengan merujuk pada
Kelamindaridi | kebijakan nasional,
Setiap Bidang
Terkait

9. Datadan . Koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender
Informasi Gander dan anak skala provins!,
dan Anak . Fasllitasi pelaksanaan sistem informasi genderdan

anak,

1 5. Data dan 3. Komunikasi, . Kompilast dataterpilah menurut jenis kelamin,
Informasi Informasi dan khusus perempuan dan anak skala provins.
Gender dan Edukasi (KIE) . Analisis, pemanfaatan dan penyebaruasan,

Anak pencokumentasian data terpilah menurut jenis

kelamin, khusus perempuan dan anak skala
provinsi, '

. Penyusunan mode! informasi data (mediasi dan

advokasi) skala provinsi.

. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan

pelaksanaan pendataan dan sistem informasi
gender dan anak skala provinsi.
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L PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN éleNG KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGASEJAHTERA — ,;,_,,__ e
SUB BIDANG | suB SUB BIDANG “PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|
1 Pelayanan 1 Kebuakandan 1 a,. Penetapan kebijakan ;amlnan dan pelayanan
Kelitarga . .- | - Pelaksanaan. penmgkatan partisipas] pria,
Berencana 1 Jamlnan dan N penanggulangan masalah kesehatan
(KB) dan ' “Pelayanan kB, reproduk5| serta kelangsungan hidup ibu, bayi,
Kesehatan Peningkatan dan,anak skala provingi.
~-Roproduksi-. .| . PartisipasiPria, . | . b, Pembenan | dukungan operasional jaminan dan,
U, Penanggulangan pelayananKB pemngkatan pamsmasmqa -
- ) ﬂ?sﬁ@ﬁ . penanggulangan niasalah kesehatan
.. Kesehatan . . reproduks:, serta kelangsungan hldup 1bu. bay1
) 4 ‘R'éproduksi P , dan anak skala provinsl, -
¢ - serta. . 2 Pembenan dukungan pelaksanaan pedoman
L Kelangsungan upaya penmgkatan jaminan dan petayanan KB,
. Hidup fbu, Bayi | peningkatan partisipasi pria, penanggulangan
.masalah kesehatan reproduksi, serta

2. Kesehatan. .
Reproduksl

| ganAnak. . .

Remala (KRR) |

Reproduks;

1. . Kebijakandan. .
KRR dan..

Hak-Hak .

'f. kelangsunganhrdupibu bayldan anakskala.,
3 Pangelolaan 1ém|nan dan pelayanan KB,

|, “mesalah kesehatan reproduksi, serla .

4. Penyeduaan sarana, alat obat, dan cara

N 5. Pemberian dukungan penyelehggaraan promosi
pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi

o kesehatan reproduksi skala provinsl

R Peneiapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/
Pelaksanaan _ -

Perhndungan e

': ‘2“ Fasﬂitasl pelaksanaan pedoman, norma, standar
e prosedur dan kriteria KRR, pencegahan HIV/

penmgkatan parhsipasl pria, penanggutangaﬁ,:f
kelangsungan hldup ibd, baya dan anak sI{aIa:'
provinsi. R

kontrasepsl skata provinsi.

" AIDS, IMS dani bahaya NAPZA skala p prownsl
b. Pembenandukunganoperaslonal KRR, * al
“pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya N
- NAPZA skalaprovinsi, -

-.-AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provmsr
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SUB BIDANG -

‘SUB ‘SUB BIDANG | -

" PEMERINTAHAN DAERAH PROVING! ™~

3

4,

5

., Pemberdayadn

T T

8

Ketahanan
dan

““Keluarga '

TR
Thn s oo

Penguatan ' -’
Pelambagaan
Keluarda
Kecil

B,arku.a"tas g } . .
T Berkialitasdan |

.. Jejaring Program ;':3 a."_‘ Pengelolaan operasional penguatan

Advokasi dan
Komunlkasl

dan Edukasi :

3

: Kebiskandan . | 1
. Pelaksanaan
Informasl, T

Kebuakan dan

Penetapan kebuakan dan pengembangan katahan
| Pelaksanaan® | andan pemberdayaan keluarga skala provinsi.
“Pengembangan |2 - Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar,
* Ketahanandan |~ prosedur, kriteria, dan pengembangan ketahanan
" Pemberdayaan |~ dan pemberdayaan keluarga skala provingi.
| Keluarga™ = |8 Pengglolaan operasionalketahanan dan

. "Kebijakén dan ™
Pelaksanaan |
' ‘Penguatan
,'Pelembagaan ‘
Keliarga Kecil

“Advokasidani 1.
L |

. _3 _Pengelolaan KRR, per pencegahan HIWAIf}S IMS
i

K '_fpemberdayaan keluarga skala provinsi,

LTI R R PRSP P Y
[RE P LR I Ei i TP

" dan jsjaring program skala provinsi.
g "2_ Fasllitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar,

*“Keluargakeci berkualitas dan Jejaﬁng program

“h penylapan pelaksanaan pengkajian dan

'2 Fasmtam pelaksanaan pedomah pengembangan

, ; 3 Pengelolaan pengembangan advokam dan KIE

-;dan bahaya NAPZA skala provinsi: - g
Pendayagunaan SDM. pengelola, pendrduk sebaya
- dain konsefor sebéya KRR termasuk penwgahan

" HIVIAIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik: antara

~* gektor pemennlah dengan sektor LSOM skala

" provmss R

. s,
B

Penetapan kebuakan dan pengembangan
'penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas

*"“pfosedur dan kriteria penguatan pelembagaan
skala provmsl

. pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan
jajarmg program skala provln5|

- pengembangan program KB nasional, serta
*“* pemanfaatan hasil kajian dan penelitian,
!
. -'EPenetapan kebijakan dan pengernbangan S
advokas! d&n KIE skala provm5| e
B FasmtaSI operasmnal advokasl dan KIE SKala
provm5| YT

advokasl dan KIE skala nasional.

~-gkala pl‘OVIHSI




SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

'PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI- -

6. Informam dan
Data Mikro

"“Kependudukan| ...
dan Keluarga |-

Fond g

7. Kesgeraslan  --
Kebijakan : - -

Kependudukan |-

8. Pembinaan

e

— N .

1. Kebijakandan
'Pelaksanaan o
Data Mikro -

*. dan Keluarga

.. Penyerasian dan
... Keterpaduan_
. Kebijakan ...
_Kependudukan_.

. Kebijakan dah ,

= - Pelaksanaan... -
- .Pembinaan;..: -

: Kependudukan

‘f a Penetapankebijakan danpengembangan,
© informasi sertadatamfkrokependudukan dan
" kelarga skata provingi. ™ .. :
b Fasliitasi operaslonal pengelolaan |nformas|
serta data mikro kependudukan dan keluarga
skala provinsi. . -

2 Fas|I|ta,sa pelaksanaan pedoman pengembangan

< informasi dan data mikro kependudukan dan..;:
ke[uargaskalaprovlnm <

- Pengldaanpengembangen normas et et

mlkl‘o kependudukan dan ke!uarga gkala provinsi.

1 Palaksanaan kebljakan telpadu antara
perkembangan kependudkan (aspek kuantitas,
- kualitas, dan mobifitas) dengan pembangunan di
-bidang ekonom, sostal budaya dan lingkungan.

12 Pengkajlan dan penyempumaan peraturan daerah

--yang mengaturperkembangan dan dinamika
kependudukan diprovinsi, |

| 3 Penyerasian isu kependudukan ke datam program

pembangunan di provinsi.

1 Dukungan pelaksanaan momtonng, evaluasi,
- asistensi, fasilitast, dan supervisi pelaksanaan

1B ‘P_rograrp KB nasional. ;
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L.~ PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA . . ' .
SUB BIDANG™ | SUB SUB BIDANG| . PEMERINTAHAN.DAERAH'PSO\(INSI
1. Pelayanan 1. Kebjjakandan ~{1. a Penetapan kebijakanjaminan den pelayanan
Keluarga " Pelaksanaan KB, peningkatan partisipasi pria, :::.: .
‘Berencana * Jaminan dan penanggulangan masalah kesehatan
(KB) dan Pelayanan KB, _ reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi,
Kasshatan - | Peningkatan -~ | - dananak skala provinsi.
Reproduksi - | “PartisipasiPria, - | - b Pemberian dukungan operasionai jaminan dan
Penanggulangan| : - - pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria,
oo e -1 Masalah - - penanggulangan masaleh kesehatan
| Kesehatan ¥ reproduksl serta kelangsungan hidup ibu, bayi
Reproduksi, dan anak skala provinsl,
Do serta o <0 |2 'Pembenan dukungan petaksanaan pedomen - -
- | ' Kelangsungan " upayapenmgkatan jaminan dan pelayanan KB
|+ Hidip lbu, Bayl: '}  peningKatan partisipasi pria, penanggulangan i
““danAnak - |- masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan
Lo * hidupiby, bayi dan anak skala provinsi.
3.- Pengelolaan jaminan dan pelayanan KB,
" peningkatan partisipasi pria, penanggulangan
miasalah kesehatan reproduksi, serta kefangsungan
- 1+ hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi.
4. Penyediaan sarana, alat, obat, dan cara
| - kontrasepsiskalaprovinsi: i: cenabues® 2
| 5. Pemberian dukungan penyelenggaraan promosi
o - pemenuhan hak-hak reproduksi dan promasi
------ e - - -kesehatanreproduksi skala provingl, - =
2. Keschatan 1. Kebijakandan | 1. a. Penetapankebijakan KRR, pencegahan HIV/
Reproduksi Pelaksanaan AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.
Remaja (KRR) | KRRdan b. Pemberian dukungan operasional KRR,
Perlindungan pencegahan HIVIAIDS, IMS dan bahaya
Hak-Hak NAPZA skala provinsi,
Reproduksi 2. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, noms, standar,

prosedur, dan kriteria KRR, pencegahan Hiv/
AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.

3. Pengelolaan KRR, pencegahan HIVIAIDS, IMS
dan bahaya NAPZA skala provinsi,

02




SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

3. Ketahanan
dan
Pemberdayaan
Keluarga

4, Penguatan
Pelembagaan
Keluarga
Kecil
Berkualitas

5. Advokasi dan
Komunikasi,
Informasi,
dan Edukasl
(KIE)

—_

. Kebijakan dan
Pelaksanaan
Pengembangan
Ketahanan dan
Pemberdayaan
Keluarga

—

. Kebilakandan
Pelaksanaan
Penguatan
Pelernbagaan
Keluarga Kecil
Berkualitas dan
Jejaring Program

1. Kebijakan dan
Pelaksanaan
Advokasi dan
KIE

. Pendayagunaan SDM pengelola, pendidik sebaya

. Penetapan kebijakan dan pengembangan

. Faasliitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar,

. Pengelolaan operasional ketahanan dan

. Penetapan kebijakan dan pengembangan

. Fagilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar,

. & Pengelolaan operasional penguatan

. & Penetspan kebijakan dan pengembangan -

. Fasilitasi pelaksanaan pedornan pengembangan

. Pengelolaan pengembangan advokasi dan KIiE

dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan
HIVIAIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara
sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala
provinsi.

ketahanan dan permberdayaan kejuarga skala
provinsi.

progedur, kriteria, dan pengembangan ketahanan
dan pemberdayaan keluarga skala provinsi,

pemberdayaan keluarga skala provinsi,

penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas
dan jejaring program skala provinsi,

prosedur dan kriteria penguatan pelembagaan
keluarga kecil berkualitas dan jejaring program
skala provinsl,

pelembagaan keluarga kecil berkuglitas dan
jelaring program skala provinsi,

b. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan
pengembangan program KB nasional, serta
pemanfaatan hasil kejlan dan penelitian,

advokasl dan KIE skala provinsi.

b. Fasilitasi cperasional advekasi dan KIE skala
provinsi,

advokasi dan KIE skala nasional,

skala provins!.
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SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|
6. Informasi dan [ 1. Kebijakandan |[1. & Penetapan kebijakan dan pengembangan
Data Mikro Pelaksanaan informasi serta data mikro kependudukan dan
Kependudukan|  Data Mikro keluarga skala provinsi.
dan Keluarga Kependudukan b. Fasliitasi operasional pangelolaan informasi
dan Keluarga serta data mikro kependudukan dan keluarga
skala provinsi.

. Fasllitasi pelaksanaan pedoman pengembangan
informas dan data mikro kependudukan dan
keluarga skafa provinsi, '

. Pengelolaan pengembangan informasi serta data
mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi.

7. Keserasian | 1. Penyerasiandan [ 1. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara
Kebijakan Keterpaduan perkembangan kependudukan (aspek kuantitas,
Kependutlukan|  Kebijakan kuslitas, dan mobllitas) dengan pembangunan di

- Kependudukan bidang ekononmt, sosial budaya dan lingkungan,

. Pengkalian dan penyermpumaan peraturan daerah
yang mengatur perkembangan dan dinarika
kependudukan di provinsi,

. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program
pembangunan di provinsi.

8. Pembinaan _ | 1. Kebjjakan dan . Dukungan pelaksanaan monitoring, evaluasi,

Pelaksanaan asistensi, fasilitasi, dan supervisl pelaksanaan
Pembinaan pregram KB nasional,
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M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Bidang Sosial

4, Pembinaan
Bidang Sosla!

5. Identifikasi &
Penanganan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial

6. Pengembangan
& Pendayaguna
an Potensi &
Sumber
Kesejahteraan
Sosial (PSKS)

7. Pelaksanaan
Program/Kegl
atan Bidang
sosial

SUBBIDANG |SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

1. Kebijakan Penetapan kebijakan bidang sosial skala provinsi
Bidang Sosial mengacu pada kebijakan nasional.

2 Perencanaan Penyusunan perencanaan bidang sosial skala provinsi,
Bidang Sesial

3. Kerjasama Penyelenggaraan kerjasama bldang sosial skala

provingi,

1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala
provinsi. .

2. Sinkronisasi den harmonisasi palaksanaan pedoman

dan standarisasi,

Pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan

akreditasi dan sertiflkasi,

Permbetian bimbingan, monitoring, supervisi,

konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala provinsi.

3,
4,

Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial
skala provinsi,

1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala
provinsi,

2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala
provinst.

Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala
provinsi dan atau kerjasama antar kabupaten/kota.
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SUB BIDANG

SUB $UB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

8. Pengawasan
Bidang Sosial

9. Pelaporan
Pelaksanaan
Program di
Bidang Sosial

10.Sarana dan
Prasarana
Sosial

11.Pembinaan
Tenaga
Fungsional
Pekerja
Soslal

12.Sistem Infor
masi Kesejah
teraan Sostial

13.Peng
anugerahan
Tanda
Kehormatan -

14.Nilal-nllai
Kepahlawanan,
Keperintisan
Kejuangan &
Kesetiakawanan
Soslal

4. Pelestarian Nilai-
Nitai

2. Pemeliharaan
Taman Makam
Pahlawan (TMP)

Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan
bidang sosial, dan kebijakan skala provinsi.

Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala
provinsi kepada Presiden melalul Menteri Dalam Negeri
dengan tembusan kepada Menten Sosial.

Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala
provinsi,

1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat
fungsional pekerja sosial skala provinsi,

2. Pengusulan calon peserta pendidikan profes

_ pekerjaan sosial skela provinsi,

3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan profesi
pekerja sosial skala provinsi,

Pengembangan jaringan sistem informasi
kesejahteraan sosial skala provinsi.

1. Pengusulan dan pemberian rekomendasi atas
usulan penganugerahan satya lencana kebaktian
soslal kepada Presiden melalui Menteri Sosial.

2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala
provinsi.

Pelestarian niai-nilal kepahlawanan, keperintisan dan
kejuangan serta nilai-nilai kesetiskawanan sosial sesuai
pedoman skala provinsi,

Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di
provinsl,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG |

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

15.Penanggula
ngah Korban
Bencana

16.Pengumpulan
Uang atau
Barang
Undian
{Sumbangan
Sosial)

17.Undian

3. Pemelihataan

Makam Pahlawan}

Nasional {MPN)

4. Penganugerahan’
Gelar Pahlawan &
Pesintis
Kemerdekaan

5. Penyelenggara an
Peringatan Hari
Pahlawan & Hari
Keselia kawanan
Sosial Naslonal

Pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan
gefar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan,

Penanggungjawab penyelenggaraan Har Pahlawan
dan Harl Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat
provinsi :

Penanggulangan korbanbencana skala provinsi,

[ Y

. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan

Pemberian izin pengumpulan uang atau barang
skala provinsi.

Pengendalian pengumpulan uang atau barang
gkala provins,

Pemberian rekomendasi izin undian skala provinsi,

undian di tingkat provinsi dan kabupaten/fkota.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS] -

18.Jaminan

Sosial bagl
Penyandang
Cacat Fisik
dan Mental,
dan Lanjut
Usia Tidak
Potensial
Teriantar,
yang berasal
dari
Masyarakat
Rentan dan
Tidak Mampu

19.Pengastuhan

dan

Pengangkatan

Anak

Pelaksanaandan pengembangan jaminan sosial bagi
penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia fidak
potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan
dan tidak mampu skala provinsi.

Pemberian izin pengangkatan anak antar WNI.
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N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN
KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

1. Ketenaga
ketjaan

1. Kebijakan,
Perencanaan,
Pembinaan, dan
Pengawasan

2. Pembinaan
Sumber Daya
Manusia (SDM)

Aparatur

—

* pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala

" pembinaan dan penyelenggaraan sisterm informasi

Pelaksanaan kebijakan pusat dan penetapan
kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
ketenagaketjaan skala provinsl,

Pembinaan {pengawasan, pengendalian,
monitering, evaluast, dan pelaporan)
penyelenggaraan urusanpemerintahan bidang
ketenagakerjaan skala provinsi,
Penanggungjawsb penyelenggaraan urusan

provingl,

Pembentukan kelembagean SKPD bidang
ketenagakerjaan di provinei,

Parencanaan tenaga kerja daerah provinsi,
pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro,

ketenagakerjaan, sertapembinaan perencanaan
tenaga kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan
kabupatenikota skala provingi,

Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar,
prosedur, dan kriteria monitoring evalugsl
pembinaan SDM aparaturpelaksana urusan
pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala
provinsi.

Perencanaan formas, karir, dan diklat SDM
aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang
ketenagakerjaan di provins,

Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan
pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM
aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang
ketenagakerjaan skala provinsi,

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat
perangkat daerah yang menangani bidang
ketenagakerjaan skala provinsi.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHANDAERAH PROVINS|

3. Pembinaan
Pelatihan dan
Produktivitas
Tenaga Kerja

. |4, Pembingandan

Penempatan
Tenaga Kerja
Dalam Negesi

e

5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian
pejabat fungsional bidang ketenageakerjaan di
instansi provinsi.

1. & Pembinaan danpenyalenggaraan pelatihan
kerja skala provinsi,
b. Pelatihan diseminasi program untuk
kabupater/kota di wilayah provinsi.
2. a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran
produktivitas skala provinsi,
b. Pelaksanaan program peningkatan
produktivitas di wileysh provinsi,
3. Pengawasan pelaksanaan perizinen/ pendaftaran
- lembaga pelatihan kerja serta penatbitan
rekomendasi perizinan magang ke [uar negeri.
4, Pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetens
dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala
provinsi,

1. & Penyusunan sistern dan penyebarluasan

informasi pasar kerja di wilayah provinsi.

b. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja
dan bimbingan jabatan kepada pencaker dan
pengguna tenaga kerja skala provins!.

¢.  Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan
pendataan jabatan fungsional pengantar keija
tingkat provinsi,

d. Penilaian angka kredit jabatan fungsional

pengantar kerja tingkat provins,

. Penerbitan dan pengendelianzin pendrian
Lembaga Bursa Kerja/t PTKS dan Lembaga
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala
provinsi,

b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan
pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan
dan bimbingan jabatan yang akan melakukan
kegiatan skala provinsi.
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SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI

3. Permberianrekomendasi kepada swasta dalam

" penyslenggaraan pameranbursa kerjaljob fair
skala provinsi.

4. Fasilitasi dan pembinaan penempatan bagi
pencari kerja panyandang cacat, lansia dan
perempuan skala provinst.

5. Penerbitan SPPAKAD skala provinsi,

6. a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS
Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga
sukarela Indonesla yang akan beroperasi

. lebihdari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu
provinsl.

b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan pendayaguneaan TKS dan
lembaga sukarela skala provinsi,

¢. Koordinasl, integras! dan sinkronisas! program
pendayagunaan TKM skala provinsl,

7. ‘Pengesahan RPTKA perpanjangan vang tidak
mengandung perubahan jebatan, jumiah orang,
dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah
provinsl.

8. Penerbitan IMTAperpanjangan untuk TKAyang
lokasi kerjanya lintas kebupatenkota dalam 1
(satu} provinsi,

9. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang
lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupatenfkota
dalam witayah provinsi,

10. Pernbinaan dan penerapan teknologi tepat guna
skala provinsi.

11. Koordinasl, integrasi, dan sinkronisasi
pelaksanaan program Usaha mandif dan sektor
informal serta program padst karya skala
provinsl,

5. Pembinaandan | 1. Monitoring dan evaluas penempatan TKI ke fuar
Penempatan negeri yang berasal dar wilayah provinsi,
Tenaga Kerja Lua
Negeri
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 SUBBIDANG | SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

6. Pembinaan
Hubungan
Industrial dan
Jarninan Seslal
Tenaga Kerja

-

b

o~

hi=)

Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama
bilateral dan multilateral penempatan TKI yang
pelaksanaannya di wilayah provinsi,
Penerbitan perizinan pendirian kantor cabang di
wilayah provinsi dan rekomendasi perpanjangan
SIPPTKIS/PPTKIS.
Verifikasi dokumen TK| di wilayah provinsi,
Penyebariuasan sister informasi penempatan
TKI dan pengawasan penyetoran dana
perlindungan TKI di wilayah provinsi.
Sosialisas] substansi perjanjian kerja penempatan
TKI ke |uar negeri skala provinsl.
Fasilitasi penyelenggaraan PAP.
. & Pembinaan, pengawasan penempatan dan
perlindungan TKI o wilayah provinsi.
b. Penerbitanperizinan tempat penamplingan di
wilayah provinsl,
Fastlitasi kepulangan TKI ¢i pelabuhan debarkasi
di wilayah provinsi,

. & Fasilitasi penyusunen serta pengesahan

peraturan perusshaan yang skala beriakunya
+ lebih dari satu kebupatenvkota dalam satu
provingi.

b. Pendaftaran PKB, perjanjien pekerjaan antara
perusahaan pemberi kerja dengan
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
yang skala beriakunya lebih dari satu wilayah
kabupatenkota dalam 1 {satit) provinsi.

¢. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang
skala berlakunya lebih dari safu kabupaten/
kota dalam 1 {satu) provinsi.

2. a. Pendaftaran Perjanjian Pekerjaan antara

Perusahiaan Pemberi Kerja dengan
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
yang skaia berlakunya lebih dari 1 (satu)
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS]

b. Penerbitan rekomendasi pencabutan izin
operasional perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh yang skala berakunya lebih
dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu)
provini,

3. Pencegahan dan penyelesalan perselisih-an
hubungan indus-trial, mogok kerja, dan
penutupan perusahaan skala provinsi,

4. Perbinaan SDM dan lembaga penyelesaian
perselisihan o luar pengadiilan skala proving],

5. - Penyusunan formasi, pendaftaran can seleksi
calon mediator, arbiter, dan konsiliatordiwilayah
provinsi,

6. Pendaftaran dan seleks! calon hakim ad-hoc
pengadilan hubungan Industrial yang witayahnya
meliputi provinsi,

b. Penembitan rekomendasi pencabutan izin
operasional perusehaan penyedia Jasa
pekerja/buruh yang skala beriakunya lebih
dari satu kabupatenkota dalam 1 (satu)
provins.

7. a. Bimbingan aplikasi pengupahan lintas

kabupatenkota dalam satu provinst,

b. Penyusunan danpenstapan upsh minimum
provinsl, kabupaten/kota, dan melaporkan
kepada menteri yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan.

8. a. Koordinasi pembinaan kepesertaan jaminan

sosial tenaga kerja skala provinsi.

b. Koordinasi pembinaan penyelengparaan
fasilitas dan kesejahteraan tenaga kerja skala
provingl.

9. Pembinaen pelaksanean sistem dan
kelembagaan serta palaku hubungan Industrial

" skala provinsi,

10. Koordinasi pelaksanaan verifikesi keanggotaan
SF/SB skala provinsi.
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SUB BIDANG .

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS!

7. Ketenaga Kerjaan

1.

12.

Koordinasi hasil pencatatan organisas!
pengussha dan organisasi pekerjaburuh skala
provinsi den melaporkannya kepada pemerintah.
Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi
pekerja/ouruh skala provinsi untuk duduk dalam
lembaga-lembaga ketenagakerjaan provinsi
berdasarkan hasil verifikasi,

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
norma ketenagakeriaan skala provins/,
Pemeriksaanfpengujian terhadap perusahaan

. danobyek pengawasan ketenagakerjsan skala

5.

proving,

Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek

pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.

Penanganan kasusfmelakukan penyidikan

terhadap pengusaha yang melanggar norma

ketenagakerjsan skala provinsl.

a. Pelaksanaanpenerapan SMK3 skala provinsl,

b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala
provinsi,

Pengkajian dan perekayasaan bidang norma

ketenagakerjaan, hygiene perusahaan,

ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang

bersifat strategis skala provinsi,

Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan

bldang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan

kesehatan kerja yang bersifat strategis skala

proving],

Pembardaysaan fungsi dan keglatan personil dan

- kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan

9.

1 10.

M.

skala provinsi.

Faslitasi penyelenggaraan pembinaan

pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi,

Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan

ketenagakerjaan skala provinsi.

a. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan
ketenagakeriaan kepada pemerintah.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAK PROVINS|

2. Ketransmigrasi
an

'y

. Kebiiakan,
Penantanaan,
Pembinaan, dan
Pengawasan

2. Pembinaan SDM
Aparatur

b. Kerjasama denganpusat menyelenggarakan
diklat teknis pangawesan ketenagakerjaan.
12. Pengusulan calonpegawai pergawas
ketenagakerjaan skala provinsi kepada
pernerintah,
13. Pengustlan penerbitan karulegitmasi bagl
-pengawas ketenagakerjaan skala provins|
kepada pemefintah,
14. Pengusulan kastu PPNS bidang ketenaga-
kerjaan skala provinsi kepada pernesintah.

1. Pelaksanaan kebijakan pusat danperumusan
kebijakan daerah serta pelaksanaan strategt
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
ketransmigragian skafa provins],

2. Pengendallan, evaluast, dan pelaporan
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
ketransmigrasian skala provinsi,

3. Sinkronisast dan pengendalianpelaksanaan
urusan pemesintahan bidang ketransmigrasian
skala provinsi,

4. Pembentuken kelembagaan SKPD bidang
ketransmigrasian skala provinst berdasarkan
kebijakan, pedoman, notma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan pemerintah,

5. Perancangan pembangunan fransmigrasi daerah
provinsi, serta pembinaan dan penyelenggaraan
sisteminformasi ketransmigrasian skeka provins!,

6. Pemberdayaan pemeriniah daerah kabupaten/
kota dalan penyelenggaraan Urusan

- pemerintahan bidang ketransmigrasian skala
provingi.

1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, nosma,
standaf, prosedur, kriteria, dan monitoring,
evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana
urusan pemerintahan bidang ketransirigrasian df
pemerintahan daerah provinsi.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

3. Penyiapan
Permukiman dan
Penempatan

S

&

Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM
aparaturpelaksana urusan pemerintahan bidang
ketransmigrasian dipemerintsh daersh provinsi.
Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan,
dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan
SDM eparatur pelaksana urusan pamerintahan
bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah
provinsi,

Pengangkatan dan pembarhentian pejabat pe
rangket dzerah yang menangani bidang ketrans
migrasian skala pemerintsh daerah provinsi,
Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian
pejebat fungslonal di bidang ketransmigrasian
instansi provinsi.

. & Pengusulan rencana lokasi pembangunan

Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT)
atau Lokast Permukiman Transmigrasi (LPT)
skalaprovins! berdasarkan hasil pembahasan
dengan pemerintah dasrah kabupatervkota.

b. Pengusulan rencana pengarahan,
pempindahan, dan penempatan fransmigrasi
skala provinsl berdasarkan hasil pembahasan
dengan pemerintah daerah kabupaten/kota,

Koordinasi penyediaan tanah untuk
pembangunan WPT atau LPT skala prop.
Pengusulan rancangan rencana teknis
pembangunan WPT atau LPT skala prop.
KIE ketransmigrasian skala provins!,

. 8. Penyediaan informasi pengembangan
investasi dalam rangka pembangunan WPT
atau LPT skala provinsi.

b. Mediasi dan koordinasi pelayanan investas
dalam rangke pembangunan WPT atau LPT
skala provinsi,

Mediasi kefjasama antar daerah dalam
perpindahan dan penempatan transmigrasi skala
provinsi,
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SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

7. Koordinasi peleksanaan pembangunan WPT atau
LPT skala provinsi,

8. Koordinasi pelaksanaan penyiapan calon
transmigran skala provinsi.

9. Koordinesi pelaksanaan peningkatan ketrampilan
dan keahlian calon transmigran skala provinsi,

10. Koordinasi pelaksanaanpelayanan perpindahan
dan penempatan transmigran skala provingi,

11. Pengendalian dan supervisi penyiapan
parmukiman dan penempatan transmigran skala
provinsi,

4. Pengembangan | 1. Sinkronisasi dan pengusulan rencana
Masyarakatdan | pengembangan masyarakat dan kawasan
Kawasan transrmigrasi skafa provinsi,

Transmigrasi 2. Koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas
SDM dan masyarakat di WPT atauLPT skala
provinsi,

3. Koordinasi pelaksanaan pengembangan usaha
masyarakat di WPT atau LPT skala provinsi.

4, Koordinasl pelaksanaan pemeliharaan dan
pengembangan infrastrukturWPT atau LPT skala
provinsi.

5. Koordinasl pelaksanaan penysrasian
pengembangan masyarakat dan kawasan WPT
atau LPT denganwilayah sekitar skala provinsi.

6. a. Koordinasi dan sinkronisasi penyajian data

dan informasi tentang perkembangan WPT/
LPT skala provinsi.

b. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat
dialihkan tanggungjawab perbinaan
khususnys dalam skala provinsi,

7. Pengendallan dan supervisi pelaksanaan
pengembangan masyarakat dan kawasan

transmigrasi skala provinsi,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS]

5. Pengarahan Dan
Fasilitast
Perpindahan
Transmigras

1. a Faslitasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan
Komunikast, informasi, dan Edukasi (KIE)
ketransmigrasian skala provinsi,

b. Penyediaan dan pelayanan informasi
ketransmigrasian skala provinsi,

2. a. Fasilitasi, bimbingan teknis, penyusunan dan
penyerasian rencana pengarahan dan
fasilitasi perpindahan transmigrasi skala
provinsi, '

3. Mediasi kerjasama perpindahan transmigrasi dan
penataan persebaran transmigrasi yang serasi
dan seimbang dengan daya dukung alam dan
daya tampung skala proving,

4. a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelayanan

perpindahan transmigrasi skala provinsi,

b, Pengendalian dan supervisi pelaksanaan
pengarahan dan fasilitasi perpindahan
transmigrasi skala provinsi.
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O. PEMBAGIANURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DANUSAHAKECIL DAN

MENENGAH

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS]

1. Kelembagaan
Koperasi

2. Pemberdayaan
Koperasi

1. Pelaksanaan kebijjakan pembentukan, penggabung
an, dan peleburan, serta pembubaran koperasi,

2. a

3. Fasilitasi pelaksanaan pengagahan dan perubahan
AD yang menyangkut penggabungan, pembagian
dan penubahan bidang usaha koperasi lintas
kabupaten/kota,

4, Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di
tingkat provinsi,

5 a

b,

1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperast
meliputi
a.

Pengesahan pembentukan, penggabungan dan
peleburan, serta penetapan pembubaran
koperasi lintas kabupaten/kota, (Tugas
Pembantuan)

Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan
pengumuman akta pendirlan koperas lintas
kabupatervkota,

Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP
koperas! dl fingkat provinsi,

Fasilitas! pelaksanaan tugas dalam pengawasan
KSP dan USP Koperasi d! tingkat provinsi
{Tugas Pembantuan).

Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di
lingkat provinsi sesual dengan kebljakan
pemerintah;

Bimbingan dan penyuluhan koperas! dalam
pembuatan laporan tahunan KSP dan USP
lintas kebupaten/kota;

Pembinean KSP & USP lintas kabupaten/kota;
Fasilitas! pelaksanaan pembubaran dan
penyelesalan akibat pembubaran KSP dan
USPintas kabupaten/kota;

Pemberian sanksi administratif kepada KSP
dan USP lintas kabupaten/kota yang tidak
melaksanakan kewajibannya;
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

3. Pemberdaya-
an UKM

4. Pengawasan,

Evaluasi

Monitoring, &

. Pengembangan iklim serta kondisi yang

. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi

. Perfindungan kepada koperasi dalam wilayah

. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam

. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di

. Fasilitasi skses penjaminan dalam penyediaan

. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya

mendotong pertumbuhan dan pemasyarakatan
koperasi dalam wilayah provinsi.

lintas kabupaten/kota.

provinsl,

penumbuhan iklim usahe bagi usaha keci d fingkat
provinsi meliputi:

a. Pendanaan/penyediaan sumberdana, tata
cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;
Persaingan;

Prasarana;

Informasi;

Kemitraan;

Perijinan;

g. Pedlindungan.

o 0o o

tingkat provinsi meliputi:

a. Produksi;

b. Pemasaran;

¢ Sumberdayamanusia;
d. Teknologi.

pemblayaan bagi UKM di tingkat provinsi meliputi:
Kredit perbankan;

Penjaminan lembaga bukan bank;

Modal venture;

Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba
BUMN;

e. Hibah;

i Jenispembiayaan lain.

opTo

pemberdayaan Koperasi dan UKM iintas
kabupaten/kota.
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P. PEMBAGIANURUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPENANAMAN MODAL

SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PRbVINSI
1. Kebijakan 1. Kebijakan . Menyusun dan menetapkan kebijakan
Penanaman Penanaman pengembangan penanaman modal daerah
Modal Modal provinsi dalambentuk rencana umum penanaman

. Merurmuskan dan menetepkan pedoman,

. Mengoordinasiken, merurmuskan, menetapkan dan

. _Menetapkan peraturan daerah provins! tentang

modal daerah dan rencana strategis daerah
sesuai dengan program pembangunan dasrah
provinsi, berkoordinasi dengan Permerintah,

pembinaan, dan pengawasan dalam skala provinsi
terhadep penyelenggaraan kebijakan dan
perencanaan pengembangan pehanaman modal,
berkoordinasi dengan Pemerintah,

melaksanakan kebijakan daerah provinsl di bidang

penanaman modal meliput:

(1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang
periu dipertimbangkan tertutup,

(2) Penylapan usulan bidang-bidang usaha yang
pesiu dipertimbangkan terbuka dengan
persyaratan,

(3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang
periu dipertimbangkan mendapat prioritas
tingg datam skala provinsi,

{4) Penyusunan peta investasi daerah provinsi
dan potensi sumber daya daerah terdiH darf
sumber daya alam, kelembagaan dan sumber
daya manusia termasuk pengusaha mikro,

- kecil, menengah, koperasi, dan besar
berdasarkan masukan dari daerah kabupaten/
kota,

(5) Usulan dan pemberian fasilitas penanaman
modal i luar fasilites fiskal dan non fiskal
nasional yang menjadi kewenangan provinsi.

penanaman modal dengan berpedomnan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku:
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVING]

1 Kérjasama
Penanaman
Modal

2. Promosi
Penanaman
Modal

3. Pelayanan
Penanaman
Modal

. Mendorong, melaksanakan, mengajukén usutan

maten dan memfasilitas] kerjasama duria usaha di
bidang penanaman modal ai tingkat provinsi.

'2. Mendorong, melaksanakan, mengajukan sulan

materi dan memfasllitasi kerjasamaintermadional i

bidang penanaman modal di tingkat provinsf.

. Mengkaji, merumuskan, danmenyusun kebijakan

teknis pelaksanaan parmbenian bimbirigen dan
pembinaan promosi penanaman modal di tingkat
provins,

. Mengoordinasiken dan mefaksanakan promosi

penanaman modal daerah Provinsi baik di dalam
negeri maupun ke lugr neger yang melibatkan
lebih dari satu kabupaten/kota.

. Mengoordinasikan, mengkafi, merumuskan dan

menyusun mater promosi skala Proving!,

. Menghkaji, merumuskan, danmenyusun pedoman

tata cara dan pelaksenaan pela yananan terpadu
safu pintu keglatan penanaman modal yang bersifat
fintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata
cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu
pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan
oleh Pemerintah,

. Pemberian fzin usaha kegiatan penanaman modal

dan nonperizinan yang menjadi kewenangan
provinsl,

. Melaksanakan pelayenan temadu salu pintu

berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari lerrbaga atau instansi yang
memiiliki kewenangan perizinan dak: nonperizinan
yang menjadi kewenangan provins .

. Pembeian usulan persetujuan fesiitas fiskal

nasional, bagi penanaman modal yang menjadi
kewenangan provinsi,
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PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG
4. Pengendalian | 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan

Pelaksanaan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman

Penanaman modal di provin,

Modal 2, Melaksanakan pamantauan, bimbingan, dan
pengawasan berkoordinas! dengan Pemetintah
atau pemerintah kabupaten/kota,

5. Pengelolaan 1. Mengkajl, metumuskan, dan menyusun pedoman

Data dan tata cara pembangunan dan pengembangan sistem

© Slstem Informasi informasi penanaman modal skala provinsi.

Penanaman 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi

Modal penanaman modal yang terintegras dengan sistem
informast penanamen modal Pemerintsh dan
pemerintah kabupatenfota.

3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha
penanaman modal dan realigasi proyek
penanaman modal skala provingi,

4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman
modal daerah.

6. Penyebarduas | 1. Membina dan mengawasl pelaksanaan instansi

an Pendidiken penanaman model kabupatenskota o bidang sistem

dan Pelafihan - informasi penanaman modal.

Penanaman 2. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas

Modlal kebijakan dan perencanaan pengembangan,

' kerjasama luarnegeri, promosl, pemberian
pelayanan pefizinan, pengendalian pelaksanaan,
dan sisteminformasi penanaman modal skala
provinsi kepada aparatur pemerintah dan dunia
tsaha,

3. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan

dan pelatihan penanarnan modal skala provinsi,
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Q. PEMBAGIANURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2. Tradisi

3. Perfilman

SUBBIDANG | SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Kebijakan 1. Kebudayaan . Rencana induk pengembangan kebudayaan skala
Bidang provins].
Kebudayaan . Pelaksanaan kebijakan nagional dan penetapan

kebijakan provinsi mengenal perlindungan HK|
bidang kebudayaan,

. Pelaksanaan kebijakan nasicnal dan penetapan

kebljakan provinsi mengenai kriteria sistem
pemberian penghargaan/anugerah bagi insary/
lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.

. Pelaksanaan kebljakan nasional dan penetapan

kebljakan provinsi mengenal kerja sama luar
negeri df bidang kebudayasn skala provinst,

. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penstapan

kebijakan provins! dl bidang penanaman nilai-nliel
tradisl, pambinaan karakter dan pekerti bangsa,

. Peleksanaan kebljakan nasional dan penetapan

kebljakan provins! dalam pembinaan lembaga
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan
lembaga adat skala provinsi.

. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan

kebijakan operaslonal perfilman skala provinsi,

. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film

oleh tim asing skala provinsi,

. Pelaksanaan kebljakan nasional dan penetapan

kebijekan provinsi dl bidang usaha perfilman
meliput! produks!, pengedaran, penayangan film.

4, Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan

kebljakan provinsi di bidang standarisasi profesi

danteknologiperfimen.
. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan

kebifakan provinsi mengenai ketjasama luar negeri
di bidang perfilman.

. Pengawasan peredaran film dan rekaman video

{VCD/DVD) skala provinsi.
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SUB BIDANG -

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

4, Kesenfan

10.

“Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan
kebifakan provinsi mengenai kegiatan standarisasi
di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film
skala provinsi.

Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman
skala provinsi.

Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan
kebijakan provinsi mengenai standarisasi
pemberian izin pengiriman dan penerimaan
delegasi asing dibldang kesanian.

Penerbitan rekomendasi pengiriman mis! kesenian
dalam rangka kerjasama luar negeri skala prov,
Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan
festival, pameran, danlomba tingkat provinsi,
Penerapan dan monitoring implementas! SPM
bidang kesenian skalaprovinsi,

Pemberian penghargaan kepada seniman yang
lelsh berjasa kepada bangsa negara skala prov.
Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan
pelatihan kesenian skala provinsi,

Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan
dan pengamanan aset atau benda kesenian (karyal
seni) skala provinsi,

Pelaksanaan pembentukan dar/atau pengelolaan |
pusat kegiatan kesenian skala provins! (misalnya
taman budayz).

Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan
kebijakan provinsi peningkatan bidang apresiasi
seni tradisional dan non tradisional.

Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan
kebijakan provinsi dalam rangka periindungan,
pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala
provinsi,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

5. Sejarah

8. Purbakala

o~ w

Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan
kebijakan provinsi, di bidang penulisan sejarah
Iokal dan sejarah keblidayaan daerah skala
provinsi,

Pelaksanaan pedoman nagicnal dan penstapan
kebijakan provinsi di bidang pemaharman sejarah
nasional, sejarahwilayah, sejarah lokal dan
sejarah kebudayaan daerah.

Pelaksanaan pedoman nasional dah penetapan
kebijakan provinsi dan di bidang Inventarisasl dan
dokumentas! sumber sejarah dan publikasi sejarah,
Pelaksanaan pedoman hasional dan penetapan
kebijakan provinsi pemberian penghargaan tokeh
yang berjasa terhadap pengembangan sejarah,
Penerapan padoman peningkatan pernahaman
sejarah dan wawasan kebangsaan skala provinsl.
Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai
sefarah dan kepahiawanan skala provinsi,
Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan
kebiiakan provins mengenal dafabase dan sistem
informast geografi sejarah.

Pelaksanasn pedoman nasional dan penetapan
kebljakan provingi mengenai koordinasi dan
kemitraan pemetaan sejarah skala provinsi,
Pelaksanaan pedoman dan penetapan kebijakan
provinsi penyelenggaraan diklatbldang sejarah
skala provinsi,

Pelaksanasn pedoman mengena! hasil ratifikasl
konvensi intemaslonal “Culfural Diversity,
Protection on Cuitural Landscaps, Protsction on
Cultural and Natural Heritage” skala provinsl,
Penerapan kebijakan perfindungan, pemeliharaan,
danpermarfaatan BCB/situs skala provinsi,
Penetapan BCB/situs skala provinsi.

Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan
pengelolaan museum di provinsi.

Penerapan pedoman penelitian arkeclogi.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

2. Pelaksanaan
Bidang
Kebudayaan -

1. Penyelenggara
an

.~ Penerapan pedoman pendirian museum yang

. Penerapan pedoman hasil pengangkatan

. Penyelenggaraan perfindungan, pengembangan,

. Monitoring dan evaluas! keglatan skala provinsi

-b. Pengendalian danpengawasan kegiatan.

. Pengajuan usul rekomendas! psmbebasan fiskal

. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian

dimiliki provinsi,

peninggalan bawsh air skala provinsi.

dan pemanfaatan kebudayaan skala provins,

meliput:

a, Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan
walak danpekert| bangsa.

h. Pembinaan jembaga kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.

6. Pengembangan jaringan informasi
kebudayaan.

d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak
terkait, lembaga adatdan masyarakat.

e. Advokasi lembaga kepercayaan tethadap
Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.

meliputh
a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.

¢ Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan
standar serta pedoman penanaman nilai-nilai
budaya bangsa di bidang tradisi pada
masyarakat,

d. Pelaksanaan peningketen apresiasi seni
tradisional dan non tracisional tingkat provinsi.

e. Pelaksanaanpeningkatan apresias! film skala
provingl,

i Pelaksanaan kebijakan sejarah daersh skala
provinsi,

untuk keglatan misi kesenian Indonesia ke luar
negeri dari provinsi,

seni di provinsi,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS!

5. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan peningkatan
apresiasi seni tradisional dan modem dj provinsl.

6. Koordinasi dan sinkronisagi kebljakan operasional
perfilman skala provinst,

7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan
lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat
provinsi, :

8. Koordinasi dan pengawasan pembuatan film oleh
tim asing di provinsl.

9. Koordinasi dan fasilitas! palaksanaan kegiatan-
kegiatan festival film dan pekan film daerah di
provinsl,

10. Fasllitasi organisasifernbaga perfilman di provinsi.

11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan
rekaman video dl provinsi.

12. Fasilitas! advokasi pengembangan perfilman di
tingkat proving],

13. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan
rekaman video dl provinsi.

14, Fasilitasl advokesi pengembangan perfilman di
fingkat provinsi.

15. Perizinan membawa BCB ke luar provinst.

16. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di provinsl.

17. Pelaksanasan pemberian penghargaan bidang
sejarah lokal o provinsi.

18. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di
provinsi,

19. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di
provinsi,

20. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal
dalam perspektif naslonal di provinsi,

21. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang
sejarah skala provinsi.

22. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan
sejarah kebudayaan daerah di prov.

23. Pemetaan sejarah skalaprovinsi.

24, Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di
provinsi,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

1. Kebijakan

29. Keordinasi, dan fasilitasi peningkatan perenserta

25, Penanganan periingtingan, pemeliharaan dan
pemantaatan BCB/situs warisan budaya dunia
skala provinsi.

26. Registrasi BCB/situs dan kawasan provinsi.

27. Pengusulan penetapan BCB/situs nasional kepada
pusat dan penetapan BCB/slius skaka provinsi,

28. Penyelenggaraan kejasama bidang perlindungan,
pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala

- provinsi,

masyarakat dalam perindungan pemeliharaan dan
pemanfaatan BCB/situs skala provins!.

30. Perizinan survej dan pengangkatan BCB/situs di
atas 4 (empat) sampai dengan 12 {duabelas) mil
laut dari garls pantai atas rekomendast pemerintah,

31. Pengembangan dan pemanfaatan museum
provinsi,

32. Registrasi museum dan koleks! di provinsi.

33, Penyelenggaraan akreditasi museum di provinsi.

34, Penambahan dan penyelamatan koleks! museurn di
provinsi,

1. Pelaksanaan kebijjakan naslenal dan pengetapan
kebijakan skala provinsi:

a. RIPPprovingi,

b, Pelaksanaan kebijakan nasional dan
penetapan kebijakan provins! dalam
pengembangan sistem Informasi pariwisata,

¢ Pelaksanaan kebijakan nasional den
penetapan kebijakan provinsi dalam
penerapan standarisas bidang pariwisata.

d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan
penetapan pedoman pengembangan destinasi
pariwisata skala provinsi,

e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan
penetapan kebijakan provinsi dalam
pembinaan usaha dan penyelenggaraan
usaha pariwisata skala provinsi,

119



SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTARANDAERAH PROVINSI

4. Pelaksanaan
Bidang
Kepariwisa-
taan

1. Penyelenggara
an

w

f. - Penetepan danpelaksanaan pedoman
persncanaan pemasaran skala provinsi,

g. Penetapan danpelaksanaan pedoman
pastisipasi dan penyelenggaraan pameran/
eventbudaya dan pariwisata skala provinsi.

h. Penelapan dan pelaksanaan pecloman dan
penyelenggaraan widya wisata skala provinsi,

I Penetapan danpelaksanaan pedoman
kerjiasama pemasaran skala provinsi,

Pemberian izin usaha pariwisata skala provinsi.

Pelaksanaan kerjasama intemaslonal

pengembangan destinasi pariwisata skala provingl,

Fasilitasi kerjasama pengembangan destinasi

pariwisata skala provinsi,

Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisaty

skala provinsi,

Penyelenggaraan promosi skala provinsi ..

& Penyelenggaraan widya wisataskala provinsii
seMa mengirim dan menerima pesarta grup
widya wisata.

b. Pesertafpenyelenggara pameran/ event,
roadshow bekerja sama dengan pemerintah,

¢. Pengadaan sarana pemasaran skala provinsi.

d. Pembentukan perwakilan kantor promosi
pariwisata di dalam negeri skala provinsi,

e. Penyediaaninformasi pariwisata ke pusst
pelayanan informasi pariwisata nasional dan
pembentukan pusat pelayanan Informasi
pariwisata skala provinsi,

f  Pelaksanaan event promos! di luar negeri
dengan koordinasi pemetintah.

Pengembangan sisteminformasi pemasaran

pariwisata skala provinsi,

Penerapan branding pariwisata nastonal dan

penetapan fagline pariwisata skala provinsi,
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SUBBIDANG 1SUBSUBBIDANG |  PEMERINTAHANDAERAH PROVINS]

5. Kebijakan 1: Rencanainduk pengembangan sumber daya

Bidang kebudayaan dan pariwisata skafa provinsi.

Kebudayaan 2. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan

dan kebijakan provinsi dalam pengembangan sumber

Pariwisata daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala
provinsi,

3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan
kebijakan provinsi penelitian kebudayaan dan
pbariwisata skala provinsi.

4. Pelaksanaan rancangan induk penslitian arkeologi
nasional oleh provinsi berkoordinasi dengan Balai
Arkeologi.
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R. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN EIDANG KEPEMUDAANDANOLAH RAGA

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS ..

1. Kepemudaan

1. Kebijakan di
bidang
Kepemudaan

2. Pelaksanaan

Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala

provinsi :

a. Pengembangan keseraslan kebijakan dan
pemberdayaan.

b. Pengembangan kemitraan pemetintah dengan
masyarakat dalam pembangunan

¢. Peningkatan peranseita secara lintas bidang dan
sektoral.

d Pengembangan managjemen, wawasan dan

 kreativitas,
e. Kemitraan dan kewirausahaan.

|1 Pengembangen ilmu pengetahiai dan teknologi

{IPTEK} dan keimanan ketagwaan (IMTAQ).

0. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan
kepeloporan,

h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.

i.  Peningkatan prasarana dan sarana.

|- Pengembangan jarngan dan sistem informasi.

k  Kriterla dan standarisasi lembaga kepemudaan,

| Pembangunan kapasitas dan kompetengi lembaga
kepemudaan,

m  Pencegahan dan periindungan bahaya distrukdi.

Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala

provingi ;

a. Aktivitas kepernudaan yang berskala provinsi.

b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas
kebupaten/kota,

¢. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda,

d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat
provingi,

e. Kerjasama antarkebupaten/kota skala provinsi,
pemerintah dan intemasicnal
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Olah Raga

3. Koordinasi

4. Pembinaan &
Pengawasan

1. Kebijaken di
Bidang Olah
Raga

Koordinasi bidang ke-pemudaan skala provins: -
a
b.
c.

Pernbinaan dan pengawasan di bidang keperudaan
skala provinst:

a
b.
)

d

- kepemudaan.
" kepemudaan,

. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaen skala

Keordinasi antar dinas instansi terkait,
Koordinasi dengan lembaganon pemerintah.
Koordinasi antar provinsi dan kebupaten/kota.

Pambinaan terhadap organisasi kepemudaan,
Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan,
Pembinaan koordinasi pemerintahan antar
Susunan pemerintehan di bidang kepemudaan.
Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan
standarpelaksanaan urusanpemerintahan di
bidang kepemudaan.

Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan
konsultas! urusen pemerintshan dl bidang

Pembinaan pendidikan dan pelatihan d bidang

provinsi ;

a. Pengembangan dan keserasian kebijakan

clahraga.

Penyelenggaraan keolahragaan,

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan

Pengelolaan keolahragaan.

Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan

olahraga.

Pembangunan dan peringkatan prasarana

dan sarana olahraga.

Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.

Pendanaan keolahragaan.

Pengembangan IPTEK keolahragaan.

Pengembangan kerjasama dan infomasi

keolahragaan.

k. Pengembangan kernitraan pemerintah dengan
masyarakat dalam pembangunan olahraga.

o oo

=—h

T

— e
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

3. Koordinasi

2. Pelaksanaan

| Peningkatan peranserta secara lintas bidang
dan sektoral serta masyarakat,

m  Pengembangan manajemen olahraga,

n. Kemitraan industi dan kewirausahaan
olahraga.

0. Pengembangan IPTEK olahraga.

p. Peningkatan profesionalisre atlit, pelatih,
manager dan pembina olahraga.

. Pembangunan dan pengembangan industri
ofahraga. '

r.  Pengaturan sistem penganugerahan,
penghargaan dan kesejahteraan pelaku
olahraga.

8. Pengaturan pelaksanaan standarisasi,
akreditasi dan sertifikat keolahragaan.

t  Peningkatan dan pembangunan prasarana
dan sarana olahraga,

U, Pengembangan jaringan dan sistern informasi
keolahragaan.

v. Kriteria lembaga keolahragaan.

w. Pemberdayaan danpemasyarakatan olahraga
sefta peningkatan kebugarah jasmani
masyarakat.

Pelaksanaan kebljakan di bidang keolahragaan skala
provinsi ;

a.

b.

C.

—h

Aktivitas keolahragaan skala provinsi, nasional dan
intemasional,

Fasilltasi dan dukungan aktivitas keolahragaan
lintas kabupatenkota,

Kerjasarmna antar kabupatenskota skala provinsi,
pemerintah dan intemasional.

Pembangunan dan penyediaan prasarana dan
sarana olahraga.

Pendanaan keolahragaan.

Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
Pembangunan sentrapembinaan prestasi
olahraga.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DEMH PROVINS] -

3. Koordinas

4. Pembinaan &
Pengawasan

Koordinasi bidang keolahragaan skala provinsi:

a
b.

C.

Koordinasi antar dinas/instansi terkait.

Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan
masyarakat

Koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota.

Pembinaan danpengawasan di bidang keolahragaan
skala provinsi:

a.
b.
C.

d

Pembinaan terhadap organisas! keolahragaan.
Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan,
Pembinaan pengelolaan Olaraga dan tenaga
keolahragaan. :

Pembinaan dan pengembangan Prestas olahraga
termasuk olahraga unggutan.

Pernbinaan koordinasi pemerintahan antar
susunan pemerintahan i Propinsi

Pembinaan pendicikan dan pelatihan dibidang
keolahragaan,

Pembinaanperencanaan penelitian
pengembangan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang
keolahragaan,

Pengaturan Pengawasan terhadap pelaksanaan
normadan standar dibidang keolahragaan.
Pembinaan dan pengernbangan industr olahraga.
Pengawasan terhadap penyelenggaraan
olahraga.

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran /
dana.
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S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSADAN POLITIK

DALAMNEGER! '
SUBBIDANG | SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS!

1. Bina Ideologi | 1. Penetapan Penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan
dan Wawasan Kebijakan umum nasional} di bidang ketahanan ideologi negara,
Kebangsaan Penyelenggaraan | wawasan kebangsaan, bela negara, hilal-nilaj sejarah

Pemerintehan | kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala
provinsi, :

2. Pelaksanaan Pelsksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan

| - Keglatan Ideologl negara, wawasan kebangsaan, bela negarg,
v nllel-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan
kebangsaan skala proving!,

3. Pembinaan Koordinasi dan fasllitas! pembinaan penyelenggaraan
Penyelenggaraan | pemerintahan (bimbingan, supsrvisl dan konsultasl,
Pemerintahan | perencenaan, penelitian, pemantauan, pengembangan

dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologl negara,
wawasan kebangsaan, bela negara, nilal-nilal sejarah
kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala
provinal,

4, Pengawasan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
Penyelenggaraan | bidang ketahananideologi negara, wawasan ke-
Pemerintahan | bangsaan, bela negara, nilai-nilal sejarah kebangsaan

; dan penghargaan kebangsaan skala provinsi,

5. Peningkatan Fasllitasi dan peningkatan kepasitas aparatur keshang-
Kapasitas pol di bicang ketahanan Ideologi negare, wawasan
Aparatur kebangsaan, belanegara, nilai-nilei sejarah kebangsa-

an dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.

2. Kewaspada |1. Penetapan Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk

an Nasional Kebijakan kepada kebijakan umum nasional) di bidang ke
Penyelenggaraan | waspadaandini, kerjasama intelkam, bina masyarakat,
Pemerintahan | perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konfiik
pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan
orang asing dan lembaga asing skala provinsi,
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SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|
9. Pelaksanaan | Fasilitast dan pelaksanaan kegiatan di bidang
Kegiatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan,
bela negara, nilai-nilal sejarah kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan skala provinsi.

. Pembinaan Pe | Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan
nyelenggaraan | pemerintahan (bimbingan, supervisi dankonsultasi, pe
Pemerintahan | rencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan &

evaluasl) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelkam, bina masyarakat, perbetasan dan tenaga
kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan
konfilk sosial, pengawasan orang asing dan lembaga
asing skala provinsi,

. Pengawasan | Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
Peryelenggarsen | bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelkam, bina
Pemenintahan | masyarakat perbatasan dan tenaga kerje, penanganan

konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pang
awasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi,

. Peningkatan Fasllitasi dan peningkatan kepasitas aparatur keshang
Kepasitas pol di bidang kewaspadaan dini, keriasama intelkam,
Aparatur bina masyarakat perbatasan dan tenaga keija, pe

nanganan kenflik pemerintahan, penanganan konfiik
sosial, pengawasan orang asing dan lermbaga asing
skala provinsi.

3. Ketahanan . Penetapan Keordinasi penetapan kebijakan teknis (merijuk kepa-
Seni, Budaya, Kebijakan da kebijakan umum nasfonal) di bidang ketahanan seni
Agama dan Peryelenggaman | dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran &
Kemasyarakatan Pemerintahan | ekulturasi budaya, organisas! kemasyarakatan, pena

nganan masalah sosial kemasyarakatan skala provins.

. Pelaksanaan | Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan d bidang df bidang
Kegiatan ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan,

pembauran dan akulturasi budaya, organisasi
kemasyarakatan, penanganan masalah sosial
kemasyarakatan skala provinsi,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

4, Politlk Dalam
Neger]

3. Pembinaan Pe
nyelenggaraan
Pemerintahan

4, Pengawasan

Peryelenggaraan

Pemerintahan

5. Peningkatan
Kepasitas
Aparatisr

1. Penetapan
Kehbijakan
Penyelenggarean

Pemerintahan

2. Pelaksanaan
Kegiatan

Koordinasi dan fasflitasi pembinaan penyelenggaraan
permerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi,
perencenean, penelitian, pemantauan, pengembangan
dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya,
agama dankepercayaan, pambauran dan akulturasi
budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan
rasalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.

Pengawasan penyelenggarasn pemerintahan bidang
ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan,
pembauranden akulturasi budaya, organisasi
kemasyarakatan, penanganan masalah sosial
kemasyarakatan skala provinsi,

Fasllitast dan peningkatan kapasitas aparatur
kesbangpol di bidang ketahanan senl dan budaya,
agama dankepercayagh, pembauran dan skulturasi
budaya, organisast kemasyarakatan dan penanganan
masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.

Koordinas! penetapan kebijakan teknis (merujuk
kepadia kebijakan ururn nasional) di bidang sistem dan
implementas! politik, kelembagaan politik pemerintahan,
kelembagaan partai pelitk, budaya dan pandidikan
politik, fasllitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala
provinsi,

Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbang
pol di bidang kewaspadsaen dini, kerjasama intelkam,
binamasyarakat perbatnsan dan tenaga ketja, pe
nanganan konfiik pemexintahan, penanganan konfllk
sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing
skala provinsi,

128




SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

5. Ketahanan
Ekonomi

3. Pembinaan Pe

nyelenggaraan

Pemerintahan

4, Pehgawasan

Peryelenggeean

_Pemerintahan

5. Peningkatan
Kapasitas
Aparatur -

1'. Penetapan - -
Kebijakan
Peryelenggeraan

Pemeiintahan

2. Pelaksanaan
Keglatan

Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan

_pemerintahan (bimbingan, supenvisi dan konsultas|,

perencanaan, peneliian, pemantalian, pengembangan
danevaluasi) dibidang sistern dan implernentasi politik,
kelernbagaan politk pemerintahan, kelembagaan partai
politik, budaya danpendidikan politik, pemily, pilbres
dan pilkada skala provinst.

Pengawasan penyslenggaraan pemerintahan bidang
kesbangpol dan sistem danimplernentasi politik,
kelernbagaan politik pemerintahan, kelerbagaan partal
potitk, budaya dan pendidikan politik, fasllitasi pemitu,
pilpres dan pilkada skala provinsi

Fasilitasi dan peningkatan kapasitas sparatur kesbang
pol di bidang sistern danimplementasi politik,
kelembagaan politk pemerintahan, kelembagaan partai
politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pllpres
dan pilkada skala provinsi. :

Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujul
kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan
sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi,
fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebljakan dan
ketahanan lembaga usaha ekonormi, kebijakan dan
ketahanan ormas perekonomian skala provins!,

Fasllitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan
dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan
perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku
masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha
ekonomi, kebijakan dan ketahanan omas
perekonornian skala provinsi.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

3. PembinaanPe

nyelenggaraan
- Pemerintahan

4. Pengawasan

Perysienggaren

Pemerintahan

5. Peningkatan
Kepasitas
Aparatur -

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang
kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan
perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku
masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha
ekonomi, kebijakan dan ketahanan omas
perekonomian skala provinsi,

Pengawasan penyelenggaraan permerintahan bidang
kebijakan ketahanan sumber daya atam, ketahanan
perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku
masyarakat, kebijakan dan ketahanan lermbaga usaha
ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas
perekonomian skala provihsi.

Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur
keshangpol di bidang kebijakan dan ketshanan
sumber daya alam, ketahananperdagangan, investasi,
fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan
ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebjjakan dan
ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.
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T PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANG KAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,

DANPERSANDIAN
SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Otonomi 1. Urusan
Daerah Pemerintahan:
a. Kebijakan Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan dagrah skala provingi,
b. Pembinaan, | 1. Pelaksanaan kebijakan nomma, standar, prosedur
Sosiglisasl Bim|  dankiteriapembinaan, soslalisasi, bimbingan,
bingan, Konsul|  konsultasi, supervisi, koordinasl, monitoring dan
tasi, Supervisi, evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan
Koordinasi, urusan pemerintahan,
Monitoring & | 2. ‘Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi,
Evaluasi serta bimbingan, konsultasi, stpervisi, koordinasi,
Pengawasan monitoring dan evaluasi serta pergawasan urusan
Peryelenggarsan|  pemerintahan di wilayah provinsi.
Urusan :
Pemerintahan
¢. Harmonisasi | 1. Hammonisasi peraturan daerah dengan peraturan
- petundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Hammonisasi antarbidang unusan pemerintahan
daerah provinsi dengan pemerintah.dan
pamerintahan daerah kabupatenkota,

d. Laporan 1. Penyusunan LPPD provinsi.
Penyelengga | 2. Penyampaian LPPD provinsi kepada Presiden
raan Pemerin melalui Menteri Dalam Negeri,
tahan Daerah | 3. Evaluasi LPPD kabupaten/kota,
(LPPD} :
e. Dafabase | Pengolahan dafabase | PPD skala provinsi,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS!

2. Penataan Daersh
danOtoromi

~ Khusus (Otsus):
a. Kebijakan

b.. Permbentukan
Daerah

Pembinaan,
Sosialisag],
Observasi dan
Pengkajian
Penataan
Daerah dan
Ofsus -

. Monitoring dan
Evaluasi serta
Pengawasan
& Pengenda
ian Penataan
Daerah dan
Ofsus

1. Pengusulan penataan daerah dan OTSUS skala
Propinsi : ,

2. Pelaksanaan Kebijakan perubahan batas, nama,
dan/atau pemindahan ibuketa propinsi dan/atau
kabupaten

3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan,,

‘penghapusan dan penggabungan daerah

1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan
penggabungan daerah,
2, Evaluasiterhadap rancangan peraturan daerah
tentang pembentukan kecamatan,
3. a. Pengusulan perubahan batas provins!, nama
dan pemindahan ibukota daerat.
b. Pelaksanaanperubahan batas, nama dan
pemindahan ibukota provins,

1. Pelaksanaan kebljakan pembinaan, sosialisas],
observasi dan pengkajian penyelenggaraan
penataan daerah & ofsus.

. Penyelenggaraan pembinaan, soslalisasi, observasi

_ dan penpkajian penyelenggaraan penataan daerah
dan otsus dalam wilayah provinsi.

1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
penataan daerah dan otsus dalam witayah provinsi,

. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian
penatean daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.
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SUB BIDANG

3. Fasilitasi Dewan
Pertimbangan
Otonomi Daerah
(DPCD) dan .,

" Lembaga (HAL):
& DP.OD '

b. Penyusunan
Peraturan
Daerah
{Perda)

Hubungan Antar |

—

SUB SUBBIDANG| .  PEMERINTAHANDAERAHPROVINSI -
"e. Pembangunan | 1. Pembanguinan dan pengelolaan database -
 Ssem. penataan daerah dan otsus skala provinsi,

(Database) | 2. Penyampaian datadan informasi penataan daetah
Penataan skala provinsi ke pemerintah.
Daerahdan |3 Pelaksanaan kebijakan pembentukan,,
Otsus penghapusan dan penggabungan daerah
f Pelaporan 1. Menindaklanjuti pedoman, noma, standat,
prosedur dan kriteria laporan penataan daerah
dan otsus. .
2. Pengolahan database laporan penataan daerah
dan otsus skala provinsi.
3. Penyampaian laporan penataan daerah dan otsus

skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri
DalamNegen.,

Penyiapan bahan masukan pembentukan,
penghapusan dan penggabungan daerah provinsi
untuk sidang DPOD.

Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan
DanaAlokasi Umum {(DAU) dan Dana Alokasi
Khusus (DAK} provinsi bagi sidang DPOD.

| Penyusunan Perda provinsi.

Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda} provinsi tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBDY}, pajak daerah,
retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada

nemerintah.

Penyampalan Perda kepada pemerintah untuk

dievaluast.
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 SUBBIDANG" |SUB SUBBIDANG| PEMERINTAHANDAERAHPROVINSI

o Faslitasi | 1. Membentuk Asosiasi/Badan Kerjasama Daerah,
" Asosiasi 2. Fasilitasi pembentukan Asosiasi Daerah/Badan
_ Daerah/Badan Kerjasama Daerah membentuk Asosiasi Daerah/

* Kerjasama  Badan Kerjasama kabupaten/kota.
Daerah
4. Pengembangan
| Kapasitasdan |
Evaluasi Kinefja |
Daerah: |
‘a. Penyusunan &|
Penerapan
StandarPela |
yanan Minimal |
{SPM):
(1) Kebijakan | Penetapan perencanaan, penganggaran, dan
penerapan SPM skala provinsi,
(2) Pembinaani 1. Monitoring dan evaluasi penerapan dan
pencapaian SPM skala provinsi.
2. Monitoring dan evaluasi penerapan dan
_ pencapaian SPM kabupatenkota,
3. Fasilitasi dan supenvisi penerapan dan pencapaian
SPM kabupatenkota.

b. ‘EvaluasiPe | Pelaksanaan evaluasi tethadap kabupaten/ kota
nyslenggaraary mengenai:
Pernerintahary | a. Pengukuran kinerja.
Daerah; b.  Pengembangan sisten informasi evaluasi,
e. Kriteria pembinaan evaluasi daerah.

¢. Pengembang
an Kapasitas
Dagrah;
{1) Kebijaken | 1. Penetapan perencanaan dan penganggaran
‘ pengembangan kapasitas daerah.
2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas
provins,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG | -

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

(2) Pelaksana
an

{3) Penbinaan

5. Pejabat Negara:
a TataTertlb
DPRD:

{1} Kebuakan

{2) Pembinaan

b. - Peresmian
Pengangkatan
& Pernberhenti
anAnggota
DPRD
Provinsi/Kab./
Kota.

¢. Pemilihan,.

- Pengesahan-
Pengangkatan
& Pemberhenti
an Kepala
Dzerah (KDH)
dhan Wakil
KDH:
- Pelaksanaan

1. implernentasi rencana tindak peningkatan kapasitas
proving,
2. Fasilitasiimplementasi rencana tindak provingi.

1. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas

kabupaten/kota,
2. Koordinasi pengembangan kapasltas provinsi,

Penetapan pedoman tata terlib DPRD provinsi,

1. Fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD kabupatery
kota, .

2. Monitoring dan evaluasi tata tertib DPRD
kabupaten/kota.

Peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota
DPRD kebupatenfkota,

1. Faslitasi pernilihan gubemur dan wakil gubemur
2. Pernantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan
bupati dan wakit bupatifwalikota dan wakil walikota,
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SUB BIDANG

ki

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

d. Kedudukan

| . Kedudukan Ke
uangan KDH |

{2) Pembinaan

. Laporan Kete

. Tugasé& Wewe

Protckoler &
Keuangan . -
DPRD:

(1) Kebijakan

(2) Pembinaan

& Wakil KDH:
(1) Kebijakan.

rangan Per
tanggungjawaty
an {LKPJJKDH
{1) Kebijakan

(2) Pembinaan

nang serta Ke
dudukan Ke
uangan Guber
nur sebagai
Wakdl .
Pemerintah:
- Kebijakan

Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan
keuangan DPRD provinsi.,

1. Fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan
keuangan DPRD kabupaten/kota.

2. Monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan
keuangan DPRD kabupatern/kota.

Pelaksanaan pedoman kedudikan keuangan
gubemur dan wakil gubemur,

Fasilitas! kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/
walikota dan wakil walikota,

Pelaksanaan pedoman LKPJ gubernur,

1. Fasilitasipenyusunan LKPJ bupatifvalikota,
2. Monitoring dan evaluasi LKPJ bupatifwalikota.

Pelaksanaan fugasdan wewenang gubemur sebagal
wakil pernerintah,
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SUB BIDANG

| 8UB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2. Pemerintahan |4, Fasilitasi Dekon
Umum sentrasi, Tugas

Pembantuan dan

Kerjasama:

a. Fasilitasi 1. Gubemur melaksanakan dan metaporkan
Dekonsentrasi penyelenggaraan unusan pemerintahan yang

didekonsentrasikan.

2. Gubemur mengkoordinasikan penyelenggaraan
urusan pemerintahan di daerah provinsi dan
kabupaten/ kota,

3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah provinsi
dan kabupatenfkota,

b. Fasilitasi 1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan
Tugas urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan
Pembantuan olehpemerintah.

. © 12 Keordinasi dan fasilitasi urusan pernerintahan yang
ditugaspembantuankan kepada kabupatenkota/
desa,

3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan tugas pembantuan dari
kabupaten/kota kepada desa.

c. Fasilitasi 1. Penetapan kebijakan provinsi di bidang kerjasama
Ketjasama denganpihak ketiga,

Daerah 2. Pelaksanaan kerjasama provinsi dengan pihak

dengan Pihak ketlga. :

Ketiga 3. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama kabupaten/kota
dengan pihak ketiga.

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kefjasama
kabupaten/kota dengan pihak ketiga.

5. Pelaporan pelaksanaan kefjasama provinsi
dengan pihak ketiga kepada pemerintsh.

d. Kerjasama 1. Pelaksanaan kerfjasama antar provinsi.
AntarDaerah | 2. Fasilitasi ketfjasama antar kabupatenkota,
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SHB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

€. Pembinaan
Wilayah

f Koordinasi
Pelayanan
Urnum

2. Trantibum dan
Linmas
a. Ketentraman,
- Ketertiban
Urnum, dan
Perlindungan
Masyarakat

3. Pelaksanaanmonitoring dan evaluasi kerjasama
antarkabupatenkota.

4. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar provinsi
kepada pemerintah.

1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar
sUsunan pernerintahan di provins! dengan
berpedoman kepada kebijakan pemerintah.

2. Koordinasi dan fasflitasi harmonisasi hubungan

-antar kabupatenvkota di wilayahnya.

3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar

kabupatenkota,

4, Pelaksanaan danfasilitasi usaha kecit dan

menengah skala provinsi,
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala
provinsi.

| Pelaksanaan petayanan umum skala proving!,

1. Penetapan kebijakan provinsi dengan mernjuk
kebijakan nasional dalam bidang:

* (a)Penegakan Perda/Peraturan Kepala Dagrah.
{b} Ketertiban imum dan ketenteraman masyarakat.
(¢} Kepolisipamongprajaan dan PPNS,
(d}Perfindungan masyarakat.

2. Pelaksanaan ketertiban urnum dan ketenteraman
‘masyarakat skala provins,

3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS
skala provinsi,

4. -Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala

provinsi,

9. Koordinasi dengan instansi terkait skala provinsi.




. SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG{ : PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS!
b." Koordinasi - | Koordinasi penegakan HAM skala provinsi,
Petlindungan : ' :
dan
Penegakan
Hak Asasi
Manusia
(HAM)
3. Wilayah
’ Perbatasar: -
a. Pengelolaan
Perbatasan '
Antar Negara | 1. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelotaan
perbatasan antar negara.
2. Dukungan koordinas! antar kabupatervkota yang
berbatasan dengan negara lain.
b. Perbatasan Dukungan pelaksanaan penegasan perbatasan
Daerah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi,
¢. Toponimidan | 1, Penetapankebijakan provinsi mengacu pada
Pernetaan kebijakan nasional mengenai toponimi dan
Witayah pemetaan wilayah provinsi, . ,
2. Pengelolaan topenimi dan pemetaan skala provl hi,
3, inventarisasi dan laporan topomrm dah pemetaan
skala provinsi.
d Pengembang- | 1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah
an Wilayah perbatasanantar kabu-patenfkota skala provins.
Perbatasan | 2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan
skala provinsi.
3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah
perbatasan provinsi.
e. Penetapan - | 1. Inventarisasi perubahan luas wilayah provinsi yang
Luas Wilayah diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi, '

2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannys,
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SUB BIDANG

SUB 3UB BIDANG: | .

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

4, Kawasan Khusus;
a. Kawasan

. Pelabuhan,...

.- Perdagiangan,

¢. Kawasan = -

5. Manajemen

. Pecegatan dan
PeneriggLlangan
Becana:

a. Mitigas. -

Sumber Daya
Aam;
-Kehutznan,
Eriergi dan
Surmber Daya
Mineral

b, Kawasan
Sumber Daya
Buatan;

Penvstapan kebijjakan, koordinasi, dan fasilitasi
penjelolaah kawasan surnber deya alern skala
provinsi.

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi
pengelolaan kawasan surnber daiya buatan skala
provinsi.

Banda- Udarz, |-

- Perketunan, -

Petemakan, -
Industr,
Pariwizata, -

Otorita,
Bendungan - -

.gan se enisnyal

Kepentingan
Urnurn;
Kawasan
Fasilitas Sosial
danUnmum, -

Penceyahan
Bencana

Pentapankebijakan, koordinasi, dan fasllitasi
pengelolaan kawasan kelautan dan kedrgantaraan
skali provirsi,

Penetapan ikebijakan, koordinasi, dan fasilitasi

‘pengetolaan mitigesifpencegahan bencana skala
| provingl,
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SUI3 BIDANG

SUB ‘SUB BIDANG

* PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

1. Oryanisasi dan

b. Penanganan
Bencana

¢. Penanganan
Pasca
Bencana

d Kelembagaan

e. Penanganan
Kebakiaran

Kelembagaan
Pengelolaan Ke
- uangan Daerah -

2. Anggaran E)_ﬁera'm

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasifitasi
penanganan bencana skala provinsi.

Penistapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi
penanganan pasca bencana skala provinsi,

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi

kelembagaan penanganan bencana skala prov,

Peratapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi
penanganan kebalcaran skala provinsi,

| Pelaksanazinpenataan organisasi, kelermbagaan dan

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

pengelola keuangan daerah provinsi dan kabupaten/

kota.

1. Pénetapan peraturan daerah (Perda) tentang
Ppokok-pokok péhgelolan ketangan daereh, N

2. Fenetapan standar saluan harga dan analisis
standar belanfa daerah provinsi.

3. Perencanaan anggaran penanganan urusan
pemetintahan provinsi,

4. Fenetapan Perdatentang APBD dan perubahan
APBD. '

5. Penetapan pedoman evaluasi APBD dan
perubahan APED kabupatenfiota, sesual dengan
pedomah evaltasi yang ditetapkan pemerintah.

6. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama
pemerintahan claerah antar kabupatendkota,

7. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran daerah
kabupatsrvkota

8. Evaluast Raperda tentang APBD, dan perubahan

APBD kibupaten/ kota.
8. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar
- kabupaten/kota
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SUBBIDANG {SUB SUBBIDANG|  PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI -

| 10.Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerin
tahanyg menjadi tanggung jawab bersama (urusan
concurrent) antara provinsi & kabupaten/kota,

3. Pendapatan dan
Investasi Daerah ;
a. Pajak dan 1. a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan

Retribusi ~ retribusi daerah provinsi. :
Daerah b Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retrbusi
daerah provinsi,

¢. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pajak dan retribusi daerah serta
PAD lainnya kabupaten/kota,
2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan tetn'busi
~ daerah skala provinsi,
3. Evaluasi Raperda pajak, retribusi dasrah dan
* pungutan lainnya kabupatenfkota. -

.. b. Investasidan. | 1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan
Aset Daerah .aset daerah provinsi.

2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset
claerah provinsi.

3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan investasi
dan aset daerah kabupaten/ kota.

4, . Fagilitasi pengelolaan aset dagrah pemekaran skala
provinsi,

¢. Badan Uszha 1 Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan
Milik Daesah lernbaga keuangan mikro provinsi.
(BUMD) dan §2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga

Lembaga . keuangan mikre provinsi.
Keuangan 3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUMD
Mikro . dan lembaga keuangan mikro kabupatenmota

d Pinjaman | 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan _
Daerah . obligasidaerah, serta BLU provinsi,
- | 2. Pelaksanaanpengelolaan pinjaman dan obligasi
daerah, serta BLY provinsi.
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SUI3 BIDANG -

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

. Pelaksanaan, Pe

natausahaan,
Akuntansi dan
Pertanggung
jawaban
Pelaksanaan
APBD

SUB-SUB BIDANG
3. Pembinaan dan pengawasan pinjaman dan
obligasi daerah, serta BLU kabupatenvkota.
4. Dana
Perimbangan:
a. DanaAlokasi | 1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU
Umum {DAU) provinsi dan koordinasi data dasar penghitungan
alokasi DAU kabupatenfkota.
2. Pengelolaan DAL provinsi.
3. Pelaporanpengelolaan DAU provinsi, dan
" monitoring serta evaluasi penggunaan DAU
kabupatenkota,
b. DanaAlokasi | 1. Usulan program dan kegiatan provinsi untuk
Khusus {DAK) didanai dari DAK serta koordinasi usulan DAK
: kabupatervkota,
2. Pengelolaan DAK (bagi provmsn yang menerima
DAK).
-3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK
kabupaten/kota,
4. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK
¢. DanaBagi 1. Penyiapan data realisasi penerima DBH provinsi,
Hasil (DBH) | 2. Fasilitasi kebupatenikota tethadap konflik

" penentuan daerah penghasil SDA.

Penetapan alokasi DBH di kebupatenkota,
Pengendalian dan pej_aporan pengelolaan DBH.

Penetapan kebijakan tentang sisterndan prosedur
akuntansi pengelolaan keuangan daerah provinsi,
Penyusunan laporan ketiangan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi.
Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kabupater/ kota,

Penetapan kebijakan laporan keuangan dan
pertanggung-jawaban pelaksanaan pendanaan
Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung
jawab bersama (urusan concurrent),
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG |

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

4. Perangkat
D_;lerah

5. Kepegawaian

1. Kebijakan

2. Pengembangan
Kapasitas

3. Faslitasi

4, Pembinaandan
Pangendalian

5. Monitoring dan
Evaluasi

. Formasi Pegawai
Negeri Sipil
(PNS}

—

Fasilitasi penyusunan faporan keuangan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kabupatenfkota,

Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat
daerah provinsi.

Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat
daerah skala provinsi,

Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah
provinsi.

Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat
daerah provinsi.

Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat
daerah provinsi.

Pelaksanaan pengernbangan kapasitas
kelembagaan perangkat daerah provinsi.
Koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas
perangkat dagrah kabupatenfkota,

Fasiitasi penataan kelembagaan perangkat daerah
kabupaten/kota.

Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi
perangkat daerah kabupaten/kota.

1.

2

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat
daerah kabupatenkota.

Koordinasi penyusunan database perangkat
daerah skala provinsi,

- Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah

(PNSD}) cii provinsi setiap tahun anggaran.
Penetapan fomasi PNSD di provinsi setiap tahun
anggaran.

Koordinasi usulan penetapan formasi PNSD di
kabupaten/kota setiap tahun anggaran.
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SUB SUB BIDANG

SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
' 2. Pengadaan | 1. Pelaksanaanpengadaan PNSD Provinsi
| PepawaiNegeri | 2. Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)
Sipil (PNS) 3. Koordinasi pelaksanaanpengadaan PNSD
o kabupatenvkota,

. Pengangkatan  { 1. Pelaksanaanpengangkatan CPNSP di lingkungan
Calon Pegawai provinsi.
Negeri Sipil 2. Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

"~ {CPNS) "~ (CPNSD) provingi.

- ‘ 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan,
sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah
terakreditasi.

. Pengangkatan | 1. Penetapan CPNSDmenjadi PNSD di lingkungan
CalonPegawai |  provinsi, , o
_ Negeri Sipil 2. Koordinasi pelaksanaan pengangkatan CPNSD
" (CPNS) menjadi’ menjadi PNSD kabupatenvkota,
_ PegawaiNegeri | = '
Sipll (PNS) -~
. Pendidikandan | 1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD provinsi.
Pelatihan (Diklat} | 2. Usulanpenstapan sertifikasi lembaga diklat
provinsi, '
3. Koondinasi dan pelaksanaan diklat skala provingi.
. KenalkanPangkat| 1. @ Penetapan kenaikan pangkat PNSD provinsi
menjadi gol/ruang I/ s/d Vb,
b. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten/
kota menjadi goliruang iV/a dan IV,
2. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di
lingkungan kabupatenfkota.
| 3. Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD

provinsikab¥kota menjadi golongan ruang IVie, I/
d, dan iV/e dan kenaikan pangkat anumerta dan
pengabdian. -
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

7. Pengangkatan,

Pemincahan dan
Pernbeshentian
dalam dan dari
Jabatan

18, Parpindéhah

Pegawai Negeri
‘Sipil (PNS) Antar
Instansi

9. Pemberhentian
Sementara dari
Jabatan Negeri

10.Pemberhentian .
Pegawai Negeri

 Sipil (PNS) Akibat
Tindak Pidana

| 11. Pemberhentian

Pegawai Negeri
Sipil (PNS) atau
Calon Pegawai
Negeni Sipil
(CPNS)

2.

3

Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pem

berhentian PNS provinsi dalam dan dari jabatan

struktural eselon || kebawah atau jabatan fungsional

yang jenjangnya setingkat,

a. Penetapan pengangkatan sekretaris daerah
kabupaten/kota.

b, Usulan pengangkatan dan pemberhentian sekda
provinsi

- Usulan konsultasi pengangkatan dan
- pemberhentian sekda Kabupaten/kota

Koordinasi pengangkatan, pemindahan dalam dan
dari jabatan struktural eselon Il di lingkungan
kabupatenkota,

. Penetapanpetpindahan PNSD antar kab/kota
 dalam satu provinsi.

Penetapan perpindahan PNSD dari kabupaten/kota
ke provinsi atau sebaliknya dalam s&tu provinsi,
Penetapan perpmdahan PNSD dilingkungan
provinsi ‘

Penetapan pemberhentian sementaradari jabatan
negeri bagi PNSD provinsi yang menduduki jabatan
struktural eselon | kebawah dan jabatan struktural ese
lon |t ke bawah dan jabatan fungsional yang setingkat

Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan Ve
ke bawah,

Penetapan pemberhentian PNSD provinsi gol/

ruang IV/b ke bawah dan pemberhentian sebagal

" calon PNSD provinsi.

“Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten/kota

Golfruang IV/a s/d Vb dan pemberhentian dengan
hormat sebagai calon PNSD provinsi yang tidak
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SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

6. Persandiap ‘

SUB'SUB BIDANG | -
12.Pemutakhiran | 1. Pelaksanaan pemutakhiran data PNS d provinsi
Data Pegawai 2. Keordinasi pelaksanaan pemuitakhiran data PNS di
Negeri Sipil kabupaten/kota,
(PNS)
13.Pengawasan dan | 1. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan
Pengendalian | peraturan perundang-undangan di bidang
* kepegawaian skala provinsi,
2. Koordinasi pengawasan dan pengendsalian atas
pelaksanaan peraturan perundang-undangan di
. bidang kepegawaian di lingkungan kabupaten/ kota.
14 Pernbinaandan | 1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan
engawasan - manajemen PNS dilingkungan provinsi,
Penyelenggaraan| 2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan
Manajemen manajemen PNSD skalaprovinsi.
Pegawai Negeri |
Sipil (PNS)
1. Kebijakan 1. Penyelenggaraan pembinaan SDM persandian

2. Pernbinaan SDM

S L3

S

* skala provinsi,

. Penyelenggaraan pembinaan palsan skala

provinsi,

. Penyelenggaraan pembinaan sissan skala provinsi,
. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan

persandian skala provinsi.

. Perencanaan kebutuhan SDM persaridian skela

provingi.

. Reknutmen calon SDM persandian skala provinsi.
. Penyelenggaraan diklat sandi skala provinsi.

. Usulan akreditasi lembagadiklat sandi:

8. Usulan izin penyelenggaraan lembaga diklat

sand. _

b. Usulan program diklat sandi.

¢. Usulan SDM lembaga diklat sandii.

d. Usulanpersetujuan tenagapengajar dan
widyaiswara sandi
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e e

SUIB BIDANG .

SUB SUB BIDANG |

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

3. Pembinaan
Palsan .

4 Pembinaan Sissan

5. Pembinaan
Kelembagaan

8. Pengawasan dan

. Pengendalian

(Wasdal)

5. Usulan sertifikas! profesiftenaga ahli ; Permbentukan
Titn Penilal Instansi untuk melakukan penitaian
terhadap pejabat fungsional sandiman/OTS skala
provinsi, '

6. Usulanpemberian tanda penghargaan bidang
persandian.

7. Pembinaan dan pengawasan bagi SDM puma

 tugas.

1. Perencanaan kebutuhan pelsan skala provinsi.

2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya

mandiri dan mitra skala provinsi.
3. Pemeliharaan palsantingkat |.
4. Penghapusan palsan skala provinsi.

1‘, Perencanaan kebutuhan sissan skala provinsi.

2. Pengadaan sissan untuk 1anng persandian skala

provinsi.
3. Penyelenggaraan protap penyi mpanan sissan
skala provinsi,

4. Penentuan pembeﬂakuanlpengganhan sissan janng

persandian skala provinsi,

5. Penyiapan palsan tingkat provinsi dan kabupaten/

kota untuk penghapusan,

| Penyelenggaraan hubungan komunikasi
persandian antara pemerintah provinsi dengan
pemerintah dan/ atau kabupaten/kota.

Pengawasan operasiongl persandian bidang tertentu

kabupaten/kota di wilayahnya.
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U. PEMBAGIANURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Pemerintahan
Desa dan
Kelurahan

1. Kebijakan

2. Administresi
Pemerintahan
Desa dan
Kelurahan

3. Pehgembangan
Desadan
Kelurahan

4. Badan
Pemnusyawaratan
Desa (BPD) .

—

. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
. Pembinaan, pengawasan dan supervisi

. Monitoring dan evaluasi sertapelaporan

. Fasllitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan

Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.
Penyelenggaraan pemerintahan desa dan
kelurahan skata provinsi.

gdminlstrasi pemerintahan desa dan kelurahan
skala provinsi.

penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
dan kelurahan skala provinsi.

penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
dan kelurahan skala provinsi.

Data base penyelenggaraan administras
pemetintahan desa dan kelurahan skala provinst,

&penghapusan, batas desa & kelurahan skala
provinsi, o '
Koordinasi dan fasilitasi penyslenggaraan
pembentukan, pemekaran, penggabungan dan
penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi.
Pembinaan, pengawasan dan supenvisi penyeleng
garaan pembenttkan, pemekaran, penggabungan
& penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi.
Monitoring dan evaluasi serta penyelenggaraan
pembentukan, pemekaran, penggabungan dan
penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi,

Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala
provinsi. ' '

Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasiiitasi
BPD skala provinsi.

Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran
BPD skala provinsi. , .
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS

2. Penguatan
Kelembagaan
dan ‘
Pengembany
an Partisipasi
Masyarakat

5. Keuangandan
Aset Desa

6. Pengembangan
Kepasitas
Pemerintah Desa
dah Kelurahan

1. Kebijakan

2. Pemantapan Data
Profil Desa dan
Profil Kelurahan

3. Penguatan
Kelembagaan
Masyarakat

. Penetapan pedorman pengelolaan keuangan dan

aset desa skala provinsi,

. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan

aset desa skala provinsi.

. Pembinaan, pengawasan dan supervisi

pengelotaan keuangan dan aset desa skala
provinsi,

. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan

pengelolaan keuangan dan aset desa skala
provinsi,

_ ) Penetapan pedoman pengembangan kapasitas

pemerintah desa dan kelurahan skala provinl.

. Koordinasi dan fasflitasi pengembangan kapasitas

pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.

. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan

pengembangan kapasitas pemerintah desa dan
kelurahan skala proving,

. Penetapan kebijjakan :daerah skala provinsi.
2. Penetapan pedoman, noma, standar, prosedur,

dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan
pengermbangah partsipasi masyarakat skala
provinsi,

. Koordinasi dan fasilitasi pengofahan data profi

desa dan profil kelurahan skala provinsi.

. Pembinaan dan supervisi pengolahan data profil

desa dan profil keturahan skala provinsi.

. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan

data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi.

. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan

masyarakat skala provinsi,

. Pembinaan dan supervisi penguaten kelembagaan

masyarakat skala provinsi,

. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penguatan

kelembagaan masyarakat skala provinsi.
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SUB BIDANG -

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROV!NSi
4. Pelathan 1. Koordinasidan fasmtasa penye{enggaraan pelatihan
Masyarakat - mnasyarakat skala provinsi,

2, Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan
pelatihan masyarakat skala provinsi,

3. Monitoring, evaiuasi dan pelaporan
penyelenggaraan pelatihan masyarakat skaia
nagional,

5. Pengembangan | 1. Koordinasi dan fagilitasf pengembangan manajemen
Manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsf,
Pembangunan | 2. Pembinaan dan supervisipemantapan manajemen
Partisipatif pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi.

3. Monitoring, evaluast dan pelaporan pemantapan
manajemen petmbangunan partisapahf masyarakat
skala provinsl.

8. Peningkatan 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran
Peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan
Masyarakatdalam|  ruang kawasan perdesaan skala provinsi.
Penataandan | 2. Pembinaan dan supervisi peningkatan peran
Pendayagunaan masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan
Ruang Kawasan | - - fuang kawasan perdesaan skala provinsi,
Perdesaan 3. Monitoring, evaiuas! dan pelaporan peningkatan

peran masyarakat dalarn penataan dan pendaya
gunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi.
3. Pemberdaya |41, Kebijakan 1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.
an Adat dan 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur,
Pengembangan dan kriteria d bidang pemberdayaan adat dsin
Kehidupan pengembangan kehidupan sosial budaya
Sosial masyarakat skala provinsi.
Budaya
Masyarakat |2 Pemberdayaan | 1. Koordinasidan fasilitasi pemberdayaan lembaga
Adat Istiadat dan aclat dan budaya skala provins],
Budaya 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga
Nusantara adat dan budaya skala provinsi.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan

lembaga adat dan budaya skala provinsi.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG |

PEMERINTAHANDAERAH PROVINS| -

4. Pemberdaya
an Usaha
Ekonomi
Masyarakat

3. Pemberdayaan
Perempuan

4. Pemberdayaan
dan
Kesejahteraan
Keluarga (PKK)

5. Peningkatan
Kesejahteraan
Sogial

8. Pengembangan
dan Perlindungan
Tenaga Kerja

—

. Kebijakan

2. Pemberdayaan
Ekonomi
Penduduk Miskin

. Koordinasi danfasilitasi pelaksanaan

pemberdayaan perempuan skala provinsi.

. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan

pemberdayaan peremptian skala proving],

. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pemberdayaan perempuan skala provinsi.

. Koardinast danfasilltasi pelaksanaan PKK skala

provinsi,

. Pembinaan dan supenvisi pelaksanaan PKK skala

provinsi, :

. Monitoring, evaluesi dan pelaporan pelaksanaan

PKK skala provinsi.

. Koordinasi dan fasilitas! peningkatan kesejahteraan

sosizl skala provinsi,

. Pembinaan dan supervisi peningkatan

kesejahteraan sosial skala provinsi.

. Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan

kesejahteraan sosial skala provinsi.

. Koordinas dan fasilitasi pengembangan dan
 perlindungan tenaga kerja skala provinsi,
. Pembinaan dan supervisi pengembangan dan

perlindungan tenaga kerja skala provins,

. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan

dan perindungan tenaga kerja skala provinsi,

. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi,
2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi

masyarakat skala provinsl,

. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala
provinsl, '

. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan

pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala

-provinsl
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SUB BIDANG

‘| SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

3. Pengembangan
Usaha Ekonomi
Keluarga dan
Kelompok
Masyarakat

4. Pengembangan
Lembaga
Keuangan Mikro
Perdesaan

5. Pengembangan
Produksi dan
Pemasaran Hasil
Ussaha
Masyarakat

. Monitoring, evaluasi danpelaporan penyelenggara

. Koordinasi dan fasilitas! pengembangan usaha

. Pembinasn dan supervisi pengembangan usaha

. Monitoring evaluas! dan pelaporan pengerabangan

. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

. Pembinaan dan supervisi penysienggaraan

. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

. Pembinaan dan supervis! penyslenggaraan

. Monitoring evaluasi dan pelaporan

an pamberdayaan ekonomi penduduk miskin skela
provinsi, '

ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala
provinsi,

akonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala
provinsl,

usaha ekononi keluarga dah kelompok masyarakat
skela provinsi,

pengerbangan lembaga ketangan rikro
perdesaan skala proving!.

pengembangan lermbaga keuangan mikro
perdesaan skala proving!.

penyelenggaraan pengembangan lembaga
keuangan mikro perdesaan skala provinsi,
pengembangan produks! danpemasaran hasi]

usaha masyarakat skala provinsi.

pengembangan produksi dan pemasaran hasil
usaha masyarakat skala provinsi,

penyelenggaraan pengembangan produksi dan
pernasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi,
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SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
6. Pengembangan | 1. Koordinasi dan {asilitasi pengembangan pertanian
Pertanian Pangan|  pangan dan peningkatan ketshanan pangan
dlan Peningkatan masyarakat skalaprovinsi.skala provinsi.
Kelehanan 2. Pembinaan dzn supervisi pengembangan pertanian
Pangan pangan dan peningkatan ketshanan pangan
Masyarakat rnasyarakat skela proving,

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan
pertanian pangan dan peningkatan ketahanan
pangan masyarakat skala provinsi.

5. Pemberdaya |1, Kebijakan 1, Penetapan kebijakan daerah skala provinsl,
an Masyarakat 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
dalam dalam pengelolaan sumber daya alam dan
Pengelolaan teknologi tepat guna skala provinsi.
Sumber Daya
Alam dan 2. Fasilitasi 1. Koordinasi dan fasilitasi konservas dan rehabllitasi
Teknologi Konservasi dan lingkungan skala provinsl,
Tepat Guna Rehabifitas! 2. Pembinaan, pengawasan dan supeivis! konservasi
Lingkungan dan rehabilitas! lingkungan skala provinsi,
3. Monitoring, evaluasi & pelaporan penyelengaraan
. konservasi & rehabilitasi lingkungan skala provinsi.
1, Koordinasi dan fasilitasi pemanfataen lahan dan
3. Fasilitasi pesisir pedesaan skala provinsi,
Pemanfataan 2. Pembinaan, pengawasan & supenvisi pelaksanaan
Lahandan Pesisirf  pemanfaatan lahan & pesisirpedesaan skala
Pedesaan provinsi,

3. Monltoring, evaluas! dan pelaporan penyelengara
an pemanfaatan lahan dan pelsisir di pedesaan
skala provinsi,

4, Fasilitasi 1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana
Prasarana dan dan sarana pedesaan serta pemelibaraan air
Sarana Pedesaan|  bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi,

2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi

pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan
serta pemeliharaan airbersih dan penyehatan
lingkungan skala provinsi,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

5, Fasilitasi

Pemetaan
Kebutuhan dan
Pengkaiian

- Teknologi Tepat
Guna

6. Pemasyarakatan .

dan Kerjasama
Teknologl
Pedesaan

. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

penyelengaraan pemeliharaan prasarana dan
sarana pedesaan serta pemelfharaan airbersih
dan penyehatan lingkungan skala provinsi.

. Koordinasi dan fasilitasi pemetaan kebutuhan

teknologi tepat guna dan pengkajianteknologi tepat
guna skala provinsi.

. Pembinaan dan supervisi kebutuhan teknologi tepat

guna skala provinsl.

. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebutuhan

teknologi tepat guna skala provinsi,

. Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatandan
- kerjasama teknologi pedesaan skalaprovinsi,
. Pembinaan, pengawasan dan supervisi

pemasyarakatan dan kerjasama teknologi
pedesaan skala provingi,

. Monitoring evaluasi dan pelaporan

pemasyarakatan dan kerjasama teknologi
pedesaan skala provinsi,
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V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Statistik 1. Kebijakan Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk
Umum mengerbangkan statistik skala provinsi.
2. Pengawasan, Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi
Monitoring dan | penyelenggaraan statistik skala kabupater/kota.
Evaluasi
3. Fasilitasi dan Pelaksanaen fasllitast dan permbinasan
permbinaan penyelenggaraan statistik skala kabupaten/kota,
2. Statistik Statistik dasar
Dasar meliputi
a. Sensus Pemberian dukungen penyelenggaraan statistik dasar
skala provinsi:
b. Survei Antar Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar
Sensus sensus skala provinsi:
¢. Survei Berskala | Pemberian dukungan survei berskala nasional di
Nasional tingkat provinsi di bidang ekonomi dan kesejahteraan
' ‘rakyat: '
d. Survei Soslal Perberian dukungan sutvel sosfal dan ekonorni:
dan Ekehomi
3. Statistik Koordinasi Statistik | Penyelenggaraan statistik sektoral skala provinsi.
Sektoral Antar Sekioral
4, Statistik Pengembangan Pengembangan jejaring statistik khusus skala provinst.
Khusus Jejaring Statistk
Khusus
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W. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN .

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

1. Kearsipan

1. Kebijakan

2. Pembinaan

3. Penyelamatan,
Pelfestarian dan

Pengamanan

1. Penetapan norma, standar dan pedoman penye
lenggaraan kearsipan di lingkungan provinsi ber
dasarkan kebijakan kearsipan nasional meliputi
a. Penetapan peraturan dan kebijakan

penyelenggaraan arsip dinamis di lingkungan
provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.

b. Penetapan peraturan dan kebijakan
penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan
provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.

-¢. Penétapan peraturan dan kebijakan
penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan

. provinsi sesual dengan kebijakan nasional.

d. Penetapan peraturan dan kebijakan
penyelenggaraan jaringan kearsipan di
lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan
nasional,

e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengemba
ngan sumber daya manusia kearsipan di lingku
ngan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional,

{ Penetapan peraturan dankebijakan pengem
bangan organisasi kearsipan di lingkungan
provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.

g. Penetapan peraturan dan kebijakan pengguna
an sarana dan prasarana kearsipan di lingkung
&n provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.

Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah
provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan
kabupatervkota.

1. Pemberian persetujuan jadwal retensi arsip
kabupaten/kota terhadap arsip yang felah memiliki
pedoman retensi,

2. Pemberian persetujuan pemusnahan arsip
kabupaten/kota terhadap arsip yang telah memiliki

pedoman retensi,
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| SURBIDANG |suBSUBBIDANG| PEMJERINTAHANDAERAHVPROWNSI

: | 3. -Pengelolaan arsip statis perangkat daerah provinsi,
lintas deerah kabupatenkota, badan usahamilik
" daerah provinsi serta swasta dan percrangan

. ‘ berskala provinsi.
4, Akreditasi dan -
Sertifikasi
5. Pengawasan/ 1. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan
Supervisi kearsipan perangkat daerah provinsi dan lembaga
kearsipan kebupatenkota.

2. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan
pembinaan aleh lembaga kearsipan kabupaten/
kota. -
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X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUST. AKAAN

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perpustakaan

1. Kebjakan

2. Pembinaan
Teknis
Perpustakaan

3. Penyelamatan
dan Pelestarian
Koleksi Nasional

3. Koordinasi pelestarian tingkat daerah provinsi,

1. Penetapan noma, standar dan pedoman yang
berisi kebijakan provinsi berpedoman kebijakan
nasional, meliputi: -

a. Penetapan peraturan dan kebijakan
penyelenggaraan perpustakaan di skala provinsi]
berdasarkan kebijakan nasional.

b. Penetapan peraturan dan kebijakan
penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala
provinsi sesuai kebijakan nasional.

¢. Penetapan peraturan dan kebijakan
pengembangan SDM perpustakaan skala
pravingl sesuai kebijakan nasional.

d. Penetapan peraturan dan kebijakan
pengembangan organisasi perpustakaan skala
provinsi sesual kebijakan nasional.

e. Penetapan paraturan dan kebijekan di bidang
sarana dan prasarana perpustakaan skala
provinsi sesual kebijakan nasional,

1. Pembinaan teknis semua jenis perpuslakaan di
wilayah provinsi :
a. Pengelolaan parpustakaan sesuai standar.
b. Pengembangan SDM.
¢. Pengembangan saranadan prasarana sesuai
standar.
d. Kerjasamadan jaringan perpustakaan.
e. Pengembangan minatbaca.

1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah
provinsi berdasarkan kebijakan nastonal.

2. Pelaksanaan Serah-Simpan Karya Cetak dan
Karya Rekam, terkait koleksi daerah provinsi dan
kabupaten/kotz.
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_ " provini. ;
{ 2-f Pemberian sertifikasi pUStakawan diwilayah :
! iy prownSI ; ;
enyelenggaraan diklat teknlsdan fungsidnal i
‘parpustakaan. . ;
i
i !

i |
|
t E
! !
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4
]
%
H
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Y PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMAT!KA

' PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |

|2, Telomurika

‘|3 Speianimy

Frekuensi Radio
dan Orbit Satelit
{Orsal)

4, Bidang
Standarisasi Pos
& Telekomunikasi

suB B!DANG :SUB SUB BlDANG

1. Pos dan..,,r,_ "1 Pos B N Pembenanmnjasahtpanuntukkantorcabang
“Telokom s 2 * Periertiban jasatitipan untik kantorcabang
unikasi ..

11, Pembenan blmbmganteknis di bldangsarana

skomunikasi, pelayanan telekomunikas);
pperam i telekomunikasi, telekormunikasi kh
kewajlban pelayanan universal skala wi

A ‘Pemberian izin penyelenggaraan telskomunikasi

“khusus untuk keperluan pamenntah dan badan
hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang
“fidak menggunakan spektrum frekuensi radio.

iy 'Pengawasan layanan jasa telekomunikasi

4. Pemberian rekomendas terhadap permohonan izin
penyelenggaraan ;anngan tetap lokal wireline (end
fo end)'cakupan provinsi,,

5. Koordinasidalam rangka pembangunan kewajlban
peiayanan universal di bidang { telekomunikast.

- 6 Pengawasanlpangendahan tethadap

penye!enggar ] komumkasnyangcakupan
areanya pTOVIHSI . ;
7. Pemberian izin kantorcabang dan loket pelayanan

operator

' Pembenan Izin galian untuk keperluan penggelaran

kabel telekomunikasifintas kabupaten/kota atau jalan
provinst.

1. Pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos
dan telekomunikasi, standar faknik komunikasi
radio, standar pelayanan pos dan telekomunikas,
penerapan standar pos dan telekomunikasi,

2. Pengawasan ferhadap penerapan standar teknis
dan standar pelayanan alat/ perangkat pos dan
telekomunikas! skala provinsi.
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 SUB BIDANG

‘|sus sua‘s ANG

F‘EMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

5. Sarana

1| 57 Kelémbagaan: -

.;Internasional Pos -

|4, Penylaran.

Kelembagaan

| Pemerintah

g Daerah SRt

A Telonuniesi |rado
1N _‘_.,,,_,Evaluas persyaralans adnumstras:dan data tekoils

1 N térhadap permohonanizin penyéienggaraan televis.

Komunkasv Sosiai '

5. Kemitraan Media"':

Fas;lltaSI pelaksanaan koordmasi penyelenggaraan
pos.dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi ..
b'dl daerah perbatasan dengan negara tetangga

e :adappennomnan izin penyelenggaraan
. penyiaran.

2. Pémberian rekomendasi persyaratan administrasi dan
ayakan data teknis :

hoprdmaSI dan fasilitasi pemberdayaan komunikast
! 3|al skala provinsi.

1

1 KOOrdiﬁasi dan fasilitasi penéembangan

... kemitraan media skata provinsi,
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Z PEMBAGIAN URUSAH PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN & KETAHANAN PANGAN

RIS HA

H g
Lo ‘..;.‘('..

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ~ ;

be)
s

Hortlkultura .

* SUB BIDANG.. | SUB SUB BIDANG |-
1. Tanaman 1. Lahan Pgrtaman 1 Penetapan kebijakan, pedoman danbimbingan
Pangan dan- " [-27 5 s i pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi
- dain pengendalian lahan perlaman tingkat provinsi. |

2. Air Irigasi .
B R &/ Pemantauandaneva!um pemanfaatanalrmgasl
{3 Blmbmgan tekmspengelolaan surber-sumber air |

2; Penyusunan peta pengembangan, rehabiltasi,

B Pengembangan rehabilitasi, konservasi, opfimasi |

:1'6:- Péngaturan dan penerapan k_awasan perfanian

2 B provm5| :
8. Penetdpan sasaran areal tanam wilayah pro\nnSI

a Penetapari luas baku lahan perﬁman yang dapat

1 diusahakan sesual kemampuan sumberdaya Iahan

| ‘optimalisasi pengelolaan i unfuk usaha tani.

CHs “Pemantauan da evaliiasi penggunaan pupuk. }r

-3.*Pemantauan dan evaluasi ketersedlaan pupuk.

q_nservasr optimasi dan pengendallan lahan i
pertaman wilayah provinsi (lintas kabupaten).

dan pengendahan Iahan pertaman provinsi (Imtas :

“Penetapan dan perigawasan tata ruarig dan tata
“gtina lahan pertanian wilayah provinsf. 5
5 Pemetaan potensidan pengelolaan lahan pertaman

wﬂayah provinsi. i

2 te?padu wilayah provinsi.
7 anetapan sentrakomoditas pertaman wilayah

ang ada pada skala provmsu ;

17 Blmbingan pengembangan janngan irigasi.

“dan air irigasi. ! ;
-Pemantauan dan evaluasi pengembangandan |
-‘pembmaan pemberdayaan kelembagaan petani
5'pemaka: ar. i
*Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi

3

: -“Pengawasan pengadaan, paredaran dan
: penggunaan pupuk wilayah provinsi,
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;| suB SUB BDANG| _ * PEMERINTAHAN DA"kAH PROVINSI _

=

con | My Pembliayaan .. .o

o
]

3

. S:lBBHIh Tanaman

..+ wilayah provinsi. ‘

4! Pengawasan standarmutupupuk

-;Pengawasan pengadaan peredaran dan
-penggunaan pestisida wﬂayah provinsi.
Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida.
ehgawasan standar mutu peshsuda

Pelaksanaan kebijakan alatdan mesin pertanian
|Iayah provinsi.
_ _enhﬁkass daninventarisasi kebuluhan alatdan
~.mesin pertanian wilayah provmsl
:Penentuan kebutuhan protohpe alatdan mesin
_pertanian,
,Penerapan standar mutu alatdan mesin pertaman i
embinaan dan pengawasan ‘standar mutu alatdan
e5in pertaman wilayah provmsu
. a Pemantauan dan evaluam ,penerapan pedoman
- perbenihan tanaman, ; ‘
- Penyusunan kebijakan bemh antar Iapang i
2'. |d9ntlﬁkaSI dan pengembangan varietasunggul
- Jokal. !

‘|

.3 emantauan benlh dan Iuarnegerl diwilayah
prownm

engawasan penerapan standar mutubenih
,.wﬂayah provinsi. i ‘i
engaturan penggunazan benlh wilayah provinsi. |
Pengawasan dan sertifikasi benlh

,.Pembangunan dan pengelolaan balai benih w:!ayah
o provm3| i X
:Pemantauan danevaluasi pelaksanaan pedoman
_pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non!
perbankan dan danayang bersumber dari masyarakat

3
A
i
i

_.,‘.. e s E PR




SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

. PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

8. Perlindungan
Tanaman

19, Perizinan Usaha‘

10.Teknis Budidaya

11. Pembinaan
Usaha

. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian

dan analisis dampak kerugian OPTffenomena iklim
wilayah provinsi.

. Bimbingan pemantauan, pengamatan dan

peramalan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi.

. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/

fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya
di wilayah provinsi.

. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga

sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah
provinsi.

. Penyediaan dukungan pengedaiian, eradikasi
. - tanaman dan bagian tanaman witayah provinsi.
. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan

penanggulangan eksplosi OPTfenomenaiklim
wilayah provinsi.

. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan

wabah hama dan penyakit tanaman wilayah

© provinsi,

. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan

hortikuitura wilayah provins,

. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman
. pangan dan hortikultura wilayah provinsi.

. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam,

perlakuan terhadap tanaman pangan dan
hortikultura wilayah provingi,

. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan
-dan horfikultura wilayah provinsi,

. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen
~ usaha tani dan pencapaian pola kefjasama usaha

tani wilayah provinsi.

. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene

dan sanitasi fingkungan usaha tanaman pangan dan
hertikeltura wilayah provinsi, -
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* SUB BIDANG:

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

12.Panen, Pasca
Panendan
Pengolahan Hasil

:143.Pemasaran -

14.Sarana Usaha

[S 0

" b.=Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman

. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi.
. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi

|petani yang mengikuti program pemerintah wilayah
. Bimbingan pensrapan pedoman/kerjasama

- kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura

. a. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen,

. Bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil |
* tanaman pangan dan horfikultura wilayah provinsi,
.+ Pengawasan standar unit pengolahan, alat

“tanaman pangan dan hortikultura wilayah provins,
. Penysbarluasan dan pemantauan penerapan

. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil
- tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi,
. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikulturg

. Penysbarluasan informasi pasar wilayah provinsi.
. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas

. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana

Pelaksanaan studi analis mengenai dampak
lingkungan {amdal)Upaya Pengelolaan
Lingkungan hidup (UKL)-Upaya Pemantauan
Lingkungan hidup (UPL) di bidang tanaman pangan
dan hortikultura wilayah provinsi,

karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi

provinsi.
wilayah provinsi. :

- pasca panen dan pengolahan hasil tanaman
pangan dan hortikultura wilayah provinsi.
pangan dan hortikultura wilayah provinsi.

transportasi, unitpenyimpanan dan kemasan hasil
teknologi panen, passa panen dan pengolahan
hasil wilayah provinsi. '

wilayah provinsi,

tanaman pangandan hortikultura wilayah provingi,

usaha wilayah provinsi.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

2. Perkebunan

15.Pengembangan
Statisfk & Sistem
- Informasi Tanam
an Pangan &
Hortikultura

1. Lahan
Perkebunan

2. Pemantaatan Air
" Untuk
perkebunan

: Bimbsngan teknis pembangunan dan sarana fisik

. Penyusunan statistik tanaman pangan dan
. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman
.a B:mblngan &pengawasan pengembangan,

b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi,

- €. Pengembangan, rehabililasi, konservas,

. &.- Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tala

"3: Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi.

. @ Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air

. 8. Bimbingan pengembangan sumber-sumber air

{bangunan) penyimpanan, pengolahan dan
pemasaran sarana produksi sertapemasaran hasi|
tanaman pangan wilayah provinsi,

hortikuftiura wilayah provinsi,

pangan dan hortikultura wilayah provinsi.

rehabilitasi, konservasi, optimasi dan
pengendalian perkebunan.

konservasi, optimasi danpengendalian lahan
perkebunan,

optimasi dan pengendalian fahan perkebunan.

gunalahan perkebunan witayah provinsi.
b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan
* perkebunanwilayah provinsi.
¢. Pengaturan dan penerapan kawasan
perkebunan terpadu wilayah provinsi.

untuk perkebunan, _
b. Bimbingan pemanfaatan air permukaan dan air

fanah untuk perkebunan.
¢. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan airuntuk]

perkebunan.

untuk perkebunan.

b. Bimbingan pengembangan teknologi irigasi air
permukaan dan air bertekanan untuk
perkebunan,
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'SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

3. Pupuk

4. Pestisida

5, AlatdanMesin
Perkebunan -

6. Benih
Perkebunan

-y

o

¢. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air
untuk perkebunan.

. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk.
. & Pengawasan pengadaan, peredaran dan

penggunaan pupuk wilayah provinsi.
b. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk.

. -Pengawasan standar muty pupuk.

. Pelaksanaan kebuakan penggunaan pestisida

witayah provinsi,

..a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan

penggunaan esticida wilayah provinsi,
b. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan
pestisida.

. Pengawasan standar mutu pestisida.

. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan

wilayah provinsi,

. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan

mesin perkebunan wilayah provinsi,

. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin
- perkebunan,
.- Penerapan standar mufu alat dan mesin

perkebunan.

.- Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan

mesin perkebunan wilayah provinsi.

. 8. Pemantauan dan evaluasi panerapan pedoman

perbenihan perkebunan,
b. Penyusunan kebijakan benih perkebunan antar
lapang (antar kabupaten).

. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul

lokal.

. Pemantauanbenih impor wilayah provinsi.

a. Pengawasan penerapan standar mutu benih
perkebunan wilayah provinsi.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS!

7. Pembiayaan

8. Pedindungan'
Perkebunan

9. Pe_rizinén Usahé

,' 3 Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah

. b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan
wilayah provingi.
¢. Penigawasan dan sertifikasi benih perkebunan,
d. Pembangunan dan pengelolaan bala benih
wilayah provinsi. -

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman
pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non
perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat
wilayah provinsi.

1. a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan,
pengendalian dan analisis dampak kerugian
OPT/enomenaiklim wilayah provingi.

b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan
peramalan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi,

¢. Periyebaraninformasi keadaan serangan OPT/
fenomena iklim dan rekomendasi
pengendaliannya di wilayah provinsi.

d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang
diduga sebagai sumber OPT#eriomena iklim
wilayah provinsi.

e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi’

. tanaman danbagian tanaman wilayah provinsi.

f Pemantauan, peramalan, pengendalian dan
penanggulangan eksplosi OPT/enomena iklim
wilayah provinsi.

2. Pengafuran danpelaksanaan penanggulangan

wabah hamadan penyakltmenulartanaman

-wilayah provinsi.

pmvmm

1 Pembanan izinusaha perkebunan lintas kabupaten/
kota.

2. Pemantauandan pengawasan izin usaha
perkebunan lintas kabupatenikota.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

13.Pemasaran

10.Teknis Budidaya

1. Pembiraan
Usaha

12.Panen, Pasca
. Panendan
Pengoldhan Hasil

?I4.Sarana Usaha

oW R

Bimbingan penerapah pedoman teknis budidaya
perkebunan wilayah provinsi.

1. & Bimbingankelembagaan usaha tani, manajemen
usaha tari dan pencapaian pola kerjasama
usaha tani wilayah provinsi,

b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan
hygiene dan sanitasi lingkungan usaha
perkebunan wilayah provinsi.

t. Pelaksanaan $tudi amdal/UKL-UPL di bidang
perkebunan witayah provinsi,

d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah proving.

2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama

kemitraan usaha perkebunan wilayah provinsi,

1. & Pemantauan dan evaluasi penanganan panen,
pasca panen dan pengolahan hasit perkebunan
wilayah provirisi.

b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan
wilayah provinisi.

2. Bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil

parkebunan wilayah provinsi.

3. Pengawasan standar unit pengolahan, alat

- transportast, unit penyimpanan dan kemiasan hasil
perkebunan wilayah provinsi, .
4. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan
teknolegi panen, pasca panen dan pengolahan
hasil wilayah provinsi,

1. Pemantauan dan evaiuasi pemasaran hasil
perkebunan wilayah provinsi,

. Promasi komoditas perkebunan wilayah provinsi,

. Penyebarluasan informasi Pasarwilayah provinsi,

. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas
perkebunan wilayah provinsi,

1. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana
usaha wilayah provinsi.
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SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS!

SUB SUB BIDANG _
' 2. Bimbingan teknispembangunan dan sarana fisik
* {bangunan] penyimpanan, pengolahan dan _
- pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasi]
perkebunan wilayah provinsi.
16.Pengembangan | 1. 'Penwéunan stafistik perkebunan wilayah provinsi. ‘
- Statistikdan -2, Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan
Slstem informasi wilayah provinsi.
Pefkebunan 1o
3. Petérnékan & 4, 'Kawasan ' 1. Penetapan dan pengawasan kawasan petemakan
- Kesehatan- - | * Potemakan wilayah provinsi. :
Hewan e 12. a Penetapanpeta potensi petemakan wilayah
S prov.
b. Penetapan danperigawasan kawasan
peternakan wilayah provingi.
" ©. Penetapan patapofensi petemakan wilayah
prov.
3. Penefapan pedoman penetapan padang
pengerabalaan.
2. AlatdanMesin | 1: & Penerapan kebijakan alat dan mesin petemakan
.| - Petemakan dan o dan kesehatan heWan dan kesmavet‘mlayah
... Kesehatan e - provinsi,
Hewan dan : b Pemantauan, identifikasi dan inventarisasi
Kesehatan kebutuhan alat dan mesin petemaken dan
Masyarakat kesshatan hewan dan kesmavet.
- Veterineg 2. Penerapan standarmutudan alat dan mesin
- (Kesmawst) - - ‘petemakan dan kesehatan hewan dan Kesmavet

W

wilayah provinsi.

.~ a. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat
dan mesin petemakan dan kesshatan hewan
dan kesmavet wilayah provinsi,

b. Penerapan pedoman pengawasan produksi,
peredaan, penggunaan dan pengujian atat dan
mesin petemakan dan kesehatan hewan dan
kesmavet wilayah provingi,
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

*

' 3. PemanfaatanAi'r'

unfuk Petemakan
dan Kesehatan
Hewan dan
Kesmavet

4. .Obat hewan, -

Vaksin, Sera dan
Sediaan Biologis

- d. Penerapan standar dukungan rekayasa

- h Pembinaankerjasamateknb[ogl bidang

Birmbingan pemanfaatan air untuk usaha
'2: Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi

. kesmavet.

- Penerapan kebijakan obat hewan wilayah provinsi,
. Pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan

. Penerapan dan pengawasan standar mutu obat
‘hewan wilayah provinsi.
. Pembinaan dan pengawasan peredaran obat

. Pembinaan dan pengawasan péredaran obat

¢. Pembinaan dan pengawasan kebijakan alat dan
- mesin pstemakan dan kesehatan hewan dan
kesmavet wilayah provinsi.

teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan
kesmavet wilayah provins. _
6. Pembinaandanpengawasan  penerapan
standar teknis alat dan mesin petemakan dan
kesehatan hewan dan kesmavet wilayah prov.
f Pembinaan dan pengawasan rekayasa dan
“pemeliharaanalat dan mesin pstemakan dan
kesehatan hewan dan - kesmavet wilayah prov,
g. Pengawasan penerapan teknologi bidang
petemakan dan kesehatan hewan dan kesmavet
wilayah provinsi.

" peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet
wilayah provinsi,
petemakan, kesehatan hewan dan kesmavet

wilayah provinsi.

optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk
usahapetermakan, kesehatan hewan dan

obat hewan wilayah provinsi,

hewan di tingkat distributor,

hewan ditingkat distributor
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

5. Pakan Temak

6. Bibit Temak

. Penerapan kebijakan pakan temak di wilayah

provinsi,

. Bimbingan produksi pakan temak dan bahan baku

pakan ternak wilayah provinsi,

. @ Penerapan standar mutu pakan temak witayah -

provinsl.

b. Pembinaan dan pengawasan labelisasi dan
sertifikasi pakan temak wilayah provinsi,

¢. Labelisasi dan sertifikasi mutupakan temak.

- Pengawasan mutu pakan dan bahan baku

pakan wilayah provinsi.

- b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran

benih hijauan pakan wilayah provinsi.

- ¢ Pembinaan dan pengawasan produksi pakan

dan bahan baku pakan witayah provinsi,

1. a. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan

kebijakan petbibitan temak witayah provinsi.
b. Penerapan dan pengawasan standar perbibitan
ternak wilayah provinsi.

. & Pembinaan dan pengawasan produksi temak

bibit wilayah provinsi.

“b. Penerapan dan pengawasan pedoman

perbibitan (standar mutu) wilayah provinsi.
¢. Penetapan sertifikasi dan penetapan standar
mutu genetik bibit temak wilayah provinsi,
. Pengawasan peredaran lalu lintas bibitbenih temak
di wilayah provinsi.

. 8. Penatapan kabupatenvkota sebagai lokasi

penyebaran ternak bibit wilayah provinsi,
b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah
provinsi.

5. 'Penerapan kebijakan konservasi (pelestarian)

~ temak bibit mumi dan ungguliplasma nutfah

- petemakan wilayah provinsi.

. a. Pembinaan dan pengadaan semen beku
wilayah provinsi.
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 SUBBIDANG.

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

k

n

. Pembinaan dan pemantayan pelaksanaan

inseminasi buatan, progeny fesfdan transfer
ermbrio wilayah provinsi.

. Pembinaan distribusi mani beku (straw) wilayah

provinsi,

. Pemantauan dan pengawasan penerapan

standar teknis mutu bibit Day Ofd Chick Final
Stock wilayah provinsi.

. Pemantauan dan pengawasan penerapan
 standarteknis mutu bibit temak wilayah provinsi,
. Pengaturan kawasan sumber-sumberbikit dan

plasmainutfah wilayah provinsi.

. Pembinzan dan pehgawasan sertifikasi produksi

bibit temak wilayah provinsi.

. Penstapan sertifikasi rekayasateknologi mutu

genetik{inseminasi buatan, embrio transfer)
wilayah provinsi,

Penetapan sertifikasi tenaga ahli perbibitan (sura!
ijinmelakukaninseminasibuatan, pemeriksaan
kebuntingan, asisten reproduksn) wilayah
provinsi,

. Pembinaan pembikitan temak diunit pelaksana
.. .teknis dinas witayah provinsi,
.-h. Pembinaan dan pehgadaan bibit temak wilayah

provinsi,

Pembinaan mutu genetik temak dengan
rekayasa teknologi tepat guna {inseminasi
buatan dan embrio transfer) wilayati provinsi,
Penetapian sertifikasi embrio temak wilayah
provinsi,

Penetapan serfifikasi embrio temak wilayah
provingi.

Penetapan setifikasi produksi benih mani beky
wilayah provinsi.

* m Pembingan sumberbibitiemak (hasi inseminas

buatan crossing) wilayah provinsi,
Pembinaan sumbet bibit temak (hasilinseminasi

. buatan crossing) wilayah provingi,
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7. Pembiayaan

8. Kesshatan

Hewan (Keswan),

Kesehatan
Masyarakat
Veteriner dan
Kesejahteraan
Hewan

0. Pembinaan dan pengawasan breeding
replacement melalui rearing cool (mempercepat
penyediaan bibit) wilayah provinsi,

p. Pembingan dan pengawasan penyaringan bibit
di kawasan produksi petemakan wilayah
provinsi,

. a Peherapan kebijakan dan pemantauan

pengembangan investasidan kebijakan
pemodalan melalui lembaga perbankan dan
- non perbankar wilayah provinsi,
b. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan
krediit program wilayah provinsi.

+ ¢ Peribingan dan pengawasan penyaluran,

pemanfaatan dan kredit program wilayah
- provinsi,

1. a. Penerapan kebijakan dan bedoman keswan,

kesmavet dan'kesejahteraan hewan wilayah
provinsi,

b. Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-
sanitasi produsen Produk Asal Hewan (PAH).

¢. Sertifikasi & surveilans Nomor Kontrol Vieterin er
(NKV) unit usaha PAH yang memenuhi syarat,

d. Pengawasan peredaran lalu lintas produk
hewan dari/ke witayah provinsi dan lintas
kabupatenfkota,

e. Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan,

. Pengamatan, penyicikan dan pemetaan penyakit

hewan wilayah provinsi.

.- Penerapan dan pangawasan norma standar teknis

pelayanan keswah, kesmavet serta kessjahteraan
hewan wilayah provinsi.

. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium

keswan dan laboratorium kesmavet wilayah
provinsi,

5. a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan

menular wilayah provinsi,
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.
" danbahanasal hewan untuk tujuan ekspor

b.

Pemantatian dan pengawasan pelaksanaan
penanggulangan wabah dan penyaklit hewan
menular wilayah provinsi.

. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah _

provinsi,

. Penutupan dan pembukaan kembali status

daerah wabah tingkat provins,

. Pengaturan dain pengawasan pelaksanaan

pelarangan pernastikan hewan, bahan agal
hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi
di wilayah provinsi.

. Penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis
- minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk

hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan
petemakan terpadu, rumah sakit hewan dan

-pelayanan keswan.
. Pengawasan lalulintas temak, produk temak dan

hewan kesayangan darike wilayah provinsi dan
lintas kabupaten/kota.

)

b,

Pembinaan dan pengawasan pelayanan
keswan, ‘

Pembinaan dan pengawasan penerapan
standar teknis RPH dan RPU, rumah sakit
hewan/unit pelayanan keswan terpadu, pet
shop, poultry shop dan distiibutor obat hewan.

. Pembinaan dan pengawasan RPH dan RPU,
. Pemeriksaan dan psngawasan residu produk

pangan asal hewan.

. Pembinaan dan sertifikasipelayanan medik

veteriner (dokter hewan prakte, Klinik hewan
dan rumah sakit hewan),
Pembinaan, pengawasan dan pengujian temak

- {temak, daging, susu, hewan kesayangan,

hewan fiar, dll).

. Pembinaan dan pengawasan penyidikan

penyakit hewan,
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| 9. Pembinaan & pelaporan pelayanan medik/params

. Penyebaran dan

- Pengembangan
Petemakan

10.Penzinan dan
Rekomendasi

| i Pembinaan pemberantasan & pencegahan

h. Pembinaan penyidikan & epidemioclogi penyakit
hewan, parasit, bakten, virus & penyakit hewan -
lainnya. :

wabah penyakit hewan menufar sirategis
mewabah,
j. Pembinaan peramalan wabah penyakit hewan
menular wilayah provinsi,
" k. Pembinaan penutupan dan pembukaan kembali
wily. penyakit hewan menular lintas kab/kota.
I Pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran
penyakit hewan di provinsi,
- m Pembinaan dan pengawasan dan pemantauan
"penyakit hewan zoonosis, -
n. Pembinaan pelayanan danpengamanan
wilayah tetpadu padakejadian wabahfepidemik.
0. Pembinaan penerapan standar teknis pefayanan
" keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan
wilayah provinsi.

* dik veteriner di lembagalembaga pemerintahan &
unit-unit palayanan medik/paramedik veteriner di
tingkat provinsi. :

10.a. Pembinaan dan pengawasan penyidikan
penyakithewan. = -
b. Pembinaan penyidikan & epidemiclogl penyakit
hewan, parasit, bakteri & penyakit hewan lainnya.

1. Penerapan dan pengawasan pselaksanaan
- kebijakah dan pedoman penyebaran dan
" pengembangan peternakan wilayah provinsi,
2. Pemantauan lalu lintas temak wilayah provinst.
3. Pembinaan penstapan pedoman lalu lintas temak
bibit wilayah provinsi.

1. Pembinaan pemberian perizinan usaha di bidang
- peternakan dan kesehatan hewan di wilayah
. provinsi,
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11. Pembinaan
saha

2. Pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik
veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan
rumah sakit hewan).

. Rekomendasi pendaftaran mutu pakan.

. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin
petemakan dan keswan wilayah provinsi.

5. Pemberian izin usaha obat hewan sebagai

distributor wilayah provinsi.

B

-1 6. a Pemberian izin pengeluaran temak bibit dan

potong dari dan ke wilayah provinsi.
b. Pemantauan dan rekomendasi pemasukan dan
. pengeluaran dari dan keluar negeri.
7. Pemberian rekomendasi pemasukan/ pengeluaran
- hewan/ternak dan produk hewan dan dan antar
_ provinsifoulau.

8. Pemberian rekomendas mstalasl karantina hewan

di wilayah provinsi.
9. Pembinaan izin usaha bucidaya hewan
“- kesayangan wilayah provinsi.
10 Pembinaan usaha alat angkut/fransportasi produk
-petemakan.
‘1. Pembinaan dan pemberian NKV untuk unit usaha
- produk pangan asal hewan wiiayah provinsi.

1_.‘ Penerapan dan pengawasan pelaksanaan
- pedoman kerjasamafkemitraan usaha petemakan
- wilayah provinsi.
2. a Pembinaan dan pengawasan penerapan
~ standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan
hasil petemakan dan hasil bahan asal hewan
, wilayah provinsi, .
--b. Pembinaan dan pengawasan lembaga sistem
- mutu produk petemakandan hasil bahan asal
hewan wilayah provinsi.
¢. Pembinaan danpengawasan peningkatan muty
hasil paternakan dan hasil bahanasal hewan
wilayah provinsi.
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- 112.8arana lUlsaha -

13.Panen, Pasca
Panen dan
Pengolahian Hasil

- @ Promosi komodiltas petemakan wilayah provinsi,

| i Pembinaan dan pengawasan penerapan

k. Pembinaan danpelaksanaan studi amdal/UKL-

' . Pembinaan danpengawasan pelaksanaan
~ . pedoman kefjasama/kemifraan usaha

. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar
. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik

- pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil

. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen,

d Pembinaan danpengawasan pengslolaan unit

pengolahan alat transportasi, unit penyimpanan
hasil bahan asal hewan wilayah provinsi.

f. Pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran
hasil petemakan wilayah provinsi.

g. Psmbinaan kelembagaan usaha tani,
manajemen usaha tani dan pencapaian pola
kerjasama usaha tani wilayah provinsi.

h. Pembinaan dan pengawasan penerapan
standar teknis petemakan dan kesehatan
hewan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil
petemakan, kelembagaan usaha tani, pelayanan| .
dan izin usaha.

teknologi panen, pasca panen dan pengolahan
hasil petemakanwilayah provinsi.

j. Pembinaan dan pengawasan pemesiksaan
higiene dan sanitast lingkungan usaha
petemakan wilayah provinsi,

UPL di bidang petemakan wilayah provinsi.

- amdal wilayah provinsi.
m Pembinaan danpengawasan penerapan

petemakan wilayah provinsi.

sarana usaha wilayah provinsi,
{bangunan}, penyimpanan, pengolahan dan
peternakan wilayah provinsi,

‘pasca panen dan pengolahan hasil petemakan
wilayah provinsi.
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14'. Pemasaran

15.Pengembangan

. glstem statistik dan

. informasi
peternakan dan

*. - keswan

. Bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil

budidaya petemakan wilayah provinsi.

. Pengawasan standar unit pengolahan, alat

transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan
hasil petemakan wilayah provinsi.

. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan

teknologi panen, pasca panen dan pengolahan
hasil petemakan wilayah provinsi,

. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasit

petemakan wilayah provins,

. Promosi komoditas petemakan wilayah provinsi,
. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi,

. Bimbingarj penerapan sistem perstatistikan dan

informasi petemakan wilayzh provinsi.

. Pengolahan sistem statistik dan |nforrna5| petemakan

wilayah provinsi.

. Pembinaan dan pengawasan penerapan
-perstatistikan petemakan dan keswan wil.
. Pembinaan dan pengawasan penerapan perstatistik

an peternakan dan keswan wilayah provinsi.

. & Pembinaandan pengawasan penerapan sistem
informasi wilayah provinsi.

b. Pembinaan danpengawasan pengumpulan,
pengslolaan, analisis, penyajian dan pelayanan
data dan statistik petemakan dan kesehatan
hewan wilayah provinsi,

¢. Pembinaan dan pengawasan.mangjemen
pengumpulan, pehgolahan data komoditas/
produksi petemakan dan sumberdaya strategis
firtas kabupatenfkota,

d. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan,
pengolahan, analisis, penyajian dan pelayanan
dala dan stafistik komoditas sfrategis.

. Pembinaan dan pengawasan pelayanan

informasi pembangunan petemakan dan keswan
wilayah provinsi.

180




SUB:BIDANG .

-SUB-SUB-BIDANG'

G PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI:

4, 'kéiahana“n “
L=rPanga

LSRNV BT
B BNt WDy

1 Ketahanan -

J3.a Kodrdinasi penanganan kerawanan pangan

14, a Identifikasiinfrastrukdur dlsﬁ‘lbUSI pangan.

i Pembmaan dan pengawasan terminal cyber
‘ spaca agnblsms peternakan dan keswan

=1 wilayah provinsi.

+-g..Pembinaan dan pengawasan pengumpulan,

anaI|3|s dan informasi kebutuhan produk b.

T paternakan dan keswan w;layah provinst.

1 2. !danﬂﬁkasl ketersediaan dan keragaman produk

: pangan

:b..: Identifikasikebutuhan produksman konsumsi

- masyarakat {

¢.:: Koordinasi pencegahan dan pengendalian :

;masalah pangan sebagai aklbat menurunnya

ketersediaan pangan karena berbagai sebab. 5

2: @ Pembmaan cadangan pangan masyarakat.

b Pengembangan dan pengawran cadangan
pangan pokok tertentu provinsi. !

i:¢". Koordinasi dan pengendalian cadangan pangan

;g pemenntah dan:masyarakat. ;

- provinsi.

‘b Koardinasi pencegahan dan penanggulangan
- masalah pangan sebagai ahbat menurunnya
mutu gizi dan keamanan pangan. '
vy Pengendallan kerawanan; pangan wilayah
prown3|

b Pengembangan infrastrukiur distribusi pangan:
¢ provinsi dan koerdinasi pengembangan i
s mfrastrukmrprownsn g i
-C.; Kogrdinasi pencegahan penurunanakses !
LS pangan masyarakatdan penlngkatan akses

. pangan masyarakat. ;
:d. Informasi harga di provinsj.
-3 Pengembangan jaringan pasardimtayah :
- proyinsi.

o 5 a !denhﬁkasmangan pokokmasyarakat

- 181



SUB BIBANG -

-SUB‘SUB-BIDANG'; i
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ot Pertanian =4

1 '.Per'tg'embanga- of:
&'+ “SumberDaya:

Manusia{(SDM

.~ b. Peribinaan peningkatan mutu konsumsi
masyarakat menuju gizi se:mbang berbasls
bahan baku okal.

pabrikan di provinsi.

pangan segar dan pabnkan skata kecnllrumah

. [dentifikasi LSM dan. tokuh masyarakatpromm
¥ Pengembangan dan fasxhtas: forum masyarakat
i provmsn

¢.- Pengembangan ”trustmnd” provinsi.

wi pangan.
7 Pengumpulan dan analisis mformasu ketahanan
pangan provinsi.

- Jl1 Pembmaan penerapan standar BMR wilayah
5 provms:

i Pelauhan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan
. pangan wilayah provinsi. ;

: dan keamanan pangan provinsi.

|4 &, Moritoring otoritas kompeten kebupatenfkota,

b:: Pelaksanaan serfifikasi dan pelabelan prima

m!ayah provinsi.

1';! Penatapan kebijakan SDM peftaman tingkat
" provmsu
: -2 Penerapan persyaratan jabatan pada instifust
: pertaman di wilayah provinsi]
3.z Perencanaan, pengembangan mutasijabatan

i’ hayat)wilayah provinsi.
45 Penyelenggaraan pendldlkan keterampilan
", pertanjan.

i=eli=5; Penerapan norma, standar dan akreditasi

kelembagaan pendidikan keterampilan pertanian, :

=d. Pengembangan kelembagéan sertifikasi produk

& f-‘taﬂgga Rt finpiiniai b

i

i

. Pernbinaan mutu dan keamanan produk pangari

3

|‘

|

+:d. Pengalokasian APBD provms; unmkketahanan'

|13 Pembinaan sistem manajemen aboratorum uj mu!u

fungsmnal {rumpun ilmu hayat dannon rumpun |lmu

i
§
+

{
t

182




| SUB.BIDANG, _

SYBSUB BIDANG]..

PEME&;N?AEANBRE&AH'F"ﬁﬁiilﬂs'l L

HEE N

;_?“'Pertanlan )

Vane

~]'6.. Peiietapan sertifikasidan akreditasijabatan

|8, Penyelenggaraan pelatihan keterampilan pertanian,
(1) Pelaksanaan akreditasi jabatan, fungsmnal

. \,provmsx

:'1.., Pemantauan dan pengawasanl penerapan taknologi
1 .Pemblnaan supervisi dan fasilitasi pengembangan
lojasl.

r 1 Pembenan namadan pendaftaran varietas lokal

“fungsional pendidik igeterampilan pertanian,

1. Penerapan staridarisasi dan prosedur sistem dan
. metode pendidikan keterampilan.

;8 ; Penerapan norma dan standar kelembagaan

mdyaiswara
1. Perencanaan dan standansam dan prosedur sistem

2. embmaan penyelenggaraan penyu!uhan
. pertaman wilayah kabupatenmota
enetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di
- provinsi 'sesual norma dan standar,

i g_nerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi

_ jabatan penyuluh pertanian. T

) Penerapan standar dan prosedur sistem kerja
riytluhan pertanian, i

enyelenggaraan penyuluhan pertan lan di tmgkat

. pertanian spesifik lokas.
.. dén penierapan hasi pengkajlan teknclogispesifk

" yangsebaran geografisnya mellputi fintas

o kabupatenfkota

2 1zin penggunaan varietas Iokal untuk pembuatan
anetas turunan esensial yang sebaran
geograﬁsnya meliputi Ilntaskabupahenikota
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o ﬁ1 Pengaturan pembagian keuntungan yang d]peroleh
|~ daripemanfaatan SDG yang terdapat di beberapa

1

- 2 Rekomendas:aspektekms sosial dan ekonomi

" |4 Koordinasi pengusulan kebutuhan standar yang

g “Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam

= +|'7." Penerapan sistem sertifikas! yang mendukung
_ 8 Dukungan pengembangan Iaboratonum penguji

W |.9: Kériasama standarisasi dan penyampaian

. 10 Fasmtas; penyebaran: dokumentamdan informasi
11 Fasilitast pelaksanaen program pemasyarakatan

= | {2 Fasiitai penyelenggaraan program pendidikan dan

‘ kabupatenlkota yang ada di provinsi tersebut

2, ‘ Pengawasan penyusunan perjanjian akses
"terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan
-8DG yang ada di provinst tersebut (kalau satu jenis
‘SDG terdapat dibeberapa kabupatenmota)

ekomendam usulan kebuakan sektor pertanian di
b:dang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.

* datam penyusinan réficaria dan program
tandansasu sekior pertanian. .

cordlnaS| standarisasi sekfor pertanian di provinsi.

- akan dimmuskan sesuai kebutithan daerah.

‘rencania pembeflakuan wajity SNI sertamemberikan|
sulan pemberlakuan wajib SN

' Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan |
dalam rangka proses akredltast di provinsi. |

" standarisasi sektor pertanian di provinsi.
 dan lembaga inspeksi sektor pertaman diprovinsi. :
" rekomendasi feknis dalam rangka penerapan

" standaridan penlngkatan daya saing produk
pertaman

' standarisasi sekior perlaman di provinsi.

" " standarisasi di provinsi.

. pelatlhan standarisasi sektor pertanian sesuai
" kebutulian di provinsi.
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Mutan

il 2. Penunjukan

| 4. Penataguna

1. Tnventarisasl | =~

| anKawasan hutan, pembahan status dari Iahqn m:lﬂg menjgg:' i
il Hutan kawasan hutan dan penggUnaqn serta tﬁkarmenukar
: . k asan hu!an ; |
| I o @
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e Penye!enggaraan Trventarisas: hutan prodl]ks: hutan
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6. Rencana
Pengelolaan
Jangka
Panjang (Dua
Puluh Tahun
an) Unit Kesa
tuan Pangelo
laan Hutan
Produksi
(KPHP)

7. Rencana

~ Pengelolaan
Jangka
Menengah
{Lima
Tahunan} Unit
KPHP

8. Rencana
Pangelolaan
Jangka
Pendek
(Tahunan)
Unit KPHP

9. Rencana
Kerja Usaha
Dua Puluh
Tahunan Unit
Usaha
Pemanfaatan
Hutan
Produksi

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelofaan
jangka panjang unitkesatuan pengelolaan hutan
produksi KPHF.

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan
jangka manengah unit KPHP.

Pengesahan rencana pengelolaan jangka ﬁendek unit
KPHP.

Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha
dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan
produksi. :
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10.Rencana Peng
elolaan Lima
Tahunan Unit
Usaha Peman
faatan Hutan
Produksi

11.Rencana Peng
elolaan Tahun
an (Jangka
Pendek) Unit
Usaha Peman
faatan Hutan
Produksi

12.Penataan Ba*
tas Luar Areal
Kerja Unit Usa
ha Pemanfaat
an Hutan
Produksi

13.Rencana Peng
elolaan Dua
Puluh Tahun
an (Jangka
Panjang) Unit
Kesatuan Pe
ngelolaan Hu
tan Linduny
{KPHL})

14.Rencana Peng
elolaan Lima
Tahunan (Jang
ka Menengah)
Unit KPHE

Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja Ilma
tahunan unit pemanfaatan hutan produksi,

Penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan
tahunan {jangka pendek) unit usaha pemanfaatan
hutan produksl,

1. Pertirmbangan teknis untuk pengesahan, koordinasi
dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar
areal kerja unitpemanfaatan hutan pmdukst lintas
kahtpatenkota,

2. Penpawasan terhadap pelaksanaan penataan
batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan
produksi dalam kabupaten/kota

Pertimbangan teknis pengesahan rencana
pengelolaaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit
KPHL.

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengsalolaan
fima tahunan {jangka menengah) unit KPHL.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

15.Rencana Peng
elolaan Tahun
an (Jangka
Pendek) Unit
KPHL

16.Rencana Kerja
Usaha (Dua
Puluh Tahun
an) Unit Usaha
Pemanfaatan
Hutan
Lindung

17.Rencana Peng
- elolaan Lima
Tahunan (Jang
ka Menengah)
Unit Uisaha Pe
manfaatan Hut
an Lindung

18.Rencana Peng
élelaan Tahun
- an (Jangka
‘Pendek) Unit
_ Usaha Peman
faatan Hutan
Lindung

19.Penataan Areal
Kerja Unit Usa
ha Pemanfaat
ah Hutan
Lindung -

lindung.

Pengesahan rencana pengelolaan tahunan (iangka
pendek) unit KPHL.

Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha
(cua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan
lima tahunan (jangka menengah) unit usaha
pemanfaatan hutan findung.

Penilaian dan pengesahan rencana pengelofaan
tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan
hutan lindung.

Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kefja
unit usahapemanfaatan hutan lincung kepada
permerintah




SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

20.Rencana Peng
elolaan Dua
‘Puluh Tahun
an (Jangka
Panjang) Unit
Kesatuan Pe
ngelolaan Hu
tan Konser
vasi (KPHK)

21.Rencana Peng
elolaan Lima
Tzhunan
(Jangka
Menengah)
Unit KPHK

22.Rencana Peng
elolaan Jang
ka Pendek
(Tahunan) Unit
KPHK

23.Rencana Peng
elolaan Jang
ka Panjang
(Dua Puluh Ta
hunan) Cagar
Alam, Suaka
Margasatwa,
Taman
Nasional,
Taman Wisata
Alam dan
Taman Buru

SUB SUB BIDANG

Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh
tahunan (jangka panjang) unit KPHK.

Pemmbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan
(iangka menengah) unit KPHK. :

Pertimbangan teknis rencana pengalo!aan jangka
pendek (tahunan) unit KPHK,

Perfimbangan teknis pengesahan renaana pengelolaan
jangka panjang {dua puluh tahunan) untuk cagar alam,
suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata atam
dan taman buru skala provinsi.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS!

24 Rencana Peng
elelaan Jang
ka Menengah
Cagar Alam,
Suaka Marga
satwa, Taman
Nasional,
Taman Wisata
Alamdan
Taman Buru

25.Rencana Peng
elolaan Jang
ka Pendek
Cagar Alam,
Suaka Marga
satwa, Taman
Nasional,
Taman Wisata
Alamdan
Taman Buru

26.Penataan Blok
{(Zonasi) Cagar
~ Alam, Suaka
Marga Satwa,

" Taman Nasio
nal, Taman
Wisata Alam
dan Taman
Buru

27 Pengelolaan
Taman Hutan

Raya

28.Rencana
Kehutanan

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan
jangka menengah untuk cagar alam, suaka .
margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan
taman buru skala provinsi.

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan
jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa,
taman nagional, taman wisata alam dan taman buru
skala provinsi. .

Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana

| pengelolaan (jangka menengah dan jangka panjang)

dan pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek
serta penataan blok (zonasi) dan pemberian perizinan
usaha pemanfaatan serta rehabilitasi di taman hutan
raya skala provinsi,

Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh
tahunan (jangka panjang) unit KPHK.

Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat
provinsi,
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SUB BIDANG

* PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

SUB SUB BIDANG
20.Sistem ' ' Penyustnan sistem informasi kehutanan {numerik dan
informasi spasial) tingkat provinsi.
Kehutanan
(Numerik dan
Spasial)
30.Pemanfaatan Pertimbangan teknis kepada menteri untuk pemberian
Hasil Hutan dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan
pada Hutan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan
Produksi negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
31.Pemungutan . | | Pemberian perizinan pemungutan hasil hutah kayu dan
Hasil Hutan permungutan hasit hutan bukan kayu pada hutan
pada Hytan produksi skala provinsi kecuali pada kawasah hutan
Produksi negara pada wilayah kerja PERUM Perhutahi, = .
32.Pemanfaatan . Pemberian zin usaha pemanfaatan kawasari hutan dan
Kawasan Jesalingkurigan skala provinsi kecuali pada kawasan :
- Hutan dan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani,
Jasa. k o
Lingkungan.
pada Hutan.
Produlsi
33.Indusfri Pemberiari izin industr primer hasf hutankayu
Pengolahan dengan kapasitas produksi = 6.000 mserta
Hasil Hutan pertimbangan teknis izin industr primer dengan |
kapasitas! >6.000 . o
34.Penatausaha Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasi|
an Hasil Hutan hutan skala provinsi,
35.Pemanfaatan Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan
Kawasan ‘pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak
Hutan pada diiincungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran
Hutan (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan
Lindung skala provinsi kecuali pada kawasan hutan negara
pada wilayah kerja PERUM Perhutan,

191




'SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

36.Perencapaan
‘Rehabilitasi
Hutan dan
Lahan
Termasuk
Hutan
Mangrove

37.Pengelolaan
Daerah Aliran
Sungai

38.Pelaksanaan
Rehabilitasi
Hutan dan
Lahan
Termasuk
Hutan
Mangrove

39.Reldamasi
Hutan pada’
Arealyang
Dibebani Izin
Penggunaan
Kawasan
Hutan

40.Reklamasi
Hutan Areal
Bencana Alam

1 Penetapan lahan kritis skala provinsi,
2. Pertimbangan teknis rencana rehabnhfam hutan dan
- lahanDAS/Sub DAS.

3. Penetapan rencana pengelolaan rehablhtam hutan,
rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan
padataman hutan rayaskalaprovinsi. =~ = ..

4. Penetapanrencana pengelolaan, rencana tahunan
dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan
produksi, hutan lindung yang tidak dibebahni izin
pemanfaatanipengslolaan hutan dan lahan di luar
kawasan hutan skala provmm

.-Perhmbangan teknis penyusunan rencana
.pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS

skala provinsi,

1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan
hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala
provinst,

2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemefiharaan
hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan
lindung yang tidak dibebaniizin pemanfagtan/
pengelolaan hutan, dan lahan.di luar kawasan
hutan skala provinsi. =

Pengesahan rencana reklamasi hutan,

Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamas
hutan pada areal bencana alam skala provinsi
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SUB BIDANG

SuB suB BI_DANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROViNSl

41.Pemberdayaan
Masyarakat

" Se-tempat di
Dalam dan di
Sekitar Hutan

42.Pengembang
an Hutan Hak
dan Aneka Usa
ha Kehutanan

43. Hitan Kota

44.Perbenihan -
Tanaman
Hutan

45.Pengusahaan
Pariwisata
Alam pada
Kawasan
Pelestarian
Alam,dan
Pengusahaan
Taman Buni,
Areal Buru dan
Kebun Buru

46.Pemanfaatan
Tumbuhan dan
Satwa Liar

47.Lembaga
Konservasi

Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan
masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan
hutan.

Pemantatian, evaluasi danfasilitasi hutan hak dan
aneka usaha kehutanan,

Pembangunan; pengelolaan, psmeliharaan,
pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan
kota (khusus DK}, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi
hutan kota, '

Pertimbangan teknis calon areal sumber daya genetik,
pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benik/
bibittanaman hutan. .

Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan
taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan
kebun buru skala provinsi.

Pengawasan pemberian izin pemanfaatan tumbuhari
dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk
dalam Lampiran (Appendixj CITES.

Pertimbangan teknisizin kegiatan lembaga konservasi
{antara lain kebun binatang, taman safari) skala
provinsi.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI )

48.Perlindungan
Hutan

49.Penelitian dan
Pengembangan
Kehutanan

50.Pendidikan
dan Pelatihan
(Diklat
Kehutanan .

51.Penyuluhan
Kehutanan

52.Peimbinaan
dan
Pengendalian
Bidang
Kehutanan

53.Pengawasan
Bidang
Kehutanan

| dan hutan lindung yang tidek ditetapkan sebagai

| penyuluhan kehutanan skala provinsi.

1. Pelaksanaan perindungan hutan pada hutan
prodtksi, hutan lindung yang tidak dibsbani hak dari
hutan adat serta taman hutan raya skata provinsi.

2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan
dalam kegfatan perfindungan hutan pada hutan
yang dibebani hak dan hutan adat skala provinsi,

Koordinasi dan penyelenggaraan penefitian dan
pengembangan kehutanan di tingkat provinsi dar/atau
yangmemiliki dampak antar kabupater/kota dan
pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi

kawasan hitan dengan tujuan khusus skala provinsi.

Pelaksanaan diklat teknis dan fungsional kehutanan
skala provinsi, )

Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan-

Koordinasl, bimbingan, supenvisi, konsultasi,
pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala
provinsi. :

Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan
pembinaan penyelenggaraan oleh kabupaten/kofa dan
kinerja panyelenggara provinsi serta penyslenggaraan
oleh kabupatenfota di bidang kehutanan.
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BB. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL
SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Mineral, Batu . Pembuatan peraturan perundang-undangan
Bara, Panas - + - daerah provinsi di bidang mineral, batubara, panas
" Bumi, dan Air “bumi, dan air tanah.
Tanah .~ Penyusunan data daninformasi usaha

- perlambangan mineral dan batubara serta panas
. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah
lintas kabupaten/kota.
. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin
‘mata air pada cekungan air tanah lintas kabupaten/
. Pemberianizin usaha pertambéngan mineral,
 laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/

 atau ke arah perairan kepulauan.
: Pembeian izinusaha pertambangan mineral, dan

. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin

* bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling

8. Pemberian izinbadan usaha jasa pertambangan

. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan

__penanaman modal lintas kabupatenkota .

bumi lintas kabupaten/kota.

pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan
kota,

batubara dan panas bumi pada wilayah lintas
kabupaterskota dan paling jauh 12 (dua belas) mil

batubara untuk operasi produksi, yang berdampak
lingkunganiangsung lintas kabupaten/kota dan
paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis
pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan
kepulauan. :

usaha pertambangan mineral, batubara dan panas
jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai
ke arah laut lepas dar/atau ke arah perairan

kepulauan,

mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka
PilA dan PMDN lintas kabupaten/kota.

pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral,
batubara, dan panas bumi dalam rangka
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS|

2. Geologi

10. Pembinaan dan pengawasan kesslamatan dan
kesehatan kerja, lingkungan pertambangan
termasuk reklamasi lahan pasca tambang,
konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap
usaha pertambangan mineral, batubara dan panas
bumi, pada wilayah iintas kabupatervkota atay yang
berdampak regional. '

11. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP
lintas kabupatenkota, .

12. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan
kesehatan kera, lingkungan pertambangan
termasuk reklamasi lahan pasca tambang,

_konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap
KPlintas kabupaten/kota. '

-} 13, Penetapan wilayah konservasi air tanah lintas

kabupaten/kota.
14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin
 usaha perfambangan mineral, dan batubara untuk
operasi produksi, serta panas bumi yang
berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/
kota,
15. Penstapan nilai perolshan air tanah pada cekungan
- airtanah lintas kabupaten/kota.

| 16. Pengelolaan datadan informasi mineral, batubara,

panas bumi dan air tanah serta pengusahaan dan
8IG wilayah kefja pertambangan di wilayah
. provini, -

17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta
neraca sumber daya dan cadangan mineral dan
batubara di wilayah provinsi.

18. Pengangkatan dan pembinaan inspekiur tambang

- Sertapembinaan jabatan fungsional provinsi,

1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber
daya mineral, batubara, panas bumt, migas dan air
tanah pada wilayah provinsi,

2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan
kawasan lindung geologi pada wilayah provinsi.

196



SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG |

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS

3. Ketenaga
listrikan

-{ 4. Pengaturan hargajual tenaga listrik untuk

3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan
kawasan lindung geclogi pada wilayah lintas

 kabupatenfkota.

4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi
teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan

. lingkungan geologi di wilayah lintas kabupatenvkota.

5. Pelaksanaan inventarisasi ingkungan geclogi,
geologi teknik, kawasan rawan bencana dan
kawasan lingkungan geologi pada wilayah provinsi.

6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi
pada wilayah lintas kabupatenvkota.

7. Inveniarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan
bencana geologi pada wilayah provinsi dan/atau
memilikj dampak lintas kabupatenvkota, '

8. Pelaksanaankoordinasi mitigasi bencana geologi
pada wilayah lintas kabupaten/kota.

9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada
wilayah lintas kabupatenkota:

10. Pelaksanaan psmbinaan fungsional penyelidik bumi
nasional pada wilayah provingi.

1. Pengelolaan data dan informasi geologi pada
wilayah provinsi.

1. Benetapan peraturan daerah provinsi di bidang
- energi dan ketenagalistrikan,
2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan
Daerah (RUKD) regional,
3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi
listriknyalintas kebupaten/kota.

konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya
dikeluarkanoleh provinsi, |

5.. Pengaturan hargajual tenaga listrik kepada
pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh
provinsi.

6. Pemberian |UKS yang sarana instalasinya
mencakup lintas kabupaten/kota.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

4. Minyak dan
Gas Bumi

2. Kegiatan Usaha

1. Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan
Gas Bumi (Migas)

Hilir Minyak dan
GasBumi

7 Pembenan persemjuan penjualan kelebihan tenaga
listrik oleh pernegang UKS kepada pemegang
IUKU yang izinnyardikeiuarkan oleh provinsi.

8. Pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan usaha
ketenagalistikan yang izinnya diberikan oleh
provingi,

9. Koordriasi dan penyediaan listrik pedesaan pada
wilayah regional.

10. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenaga
listrikan serta pembinaan jabatan fungsional
propins].

1. Penghitungan produksi dan realisast jifiing minyak
bumi dein gas bumi bersama pemerintah.

2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah ketja
kontrak ketja sama untuk kegiatan lain di luar
kegiatan migas pada lintas kabupatervkota,

1. Pengawasan jumlah armada pengangkut Bahan
Bakar Minyak (BBM) di daerah provinsiyang
mefipufi jumiah amada dan kapasitas pengangkutar
BBM.

2. Inventafisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir
yang beroperasi di daerah provinsi.

3. Penetapan harga bahan bakar minyakjenis minyak
tafiahpada tingkat konstmen rumah targga dan
usaha kecil,

4. Pengawasan pencantuman Nomor Pelurnas
Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di

~ pasaran sesuai peraturan perundang-uridangan.

5. Koordinasi pengawasan pengendalian
pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak
dari agen dan pangkalan dan.sampai konsumen di
witayah provinsi.

6. a. Pemantauan daninventarisasi penyediaan,
penyaturan dan kualitas harga BBM serta
melakukan analisa dan evaluasi terhadap ke
butuhar/penyediaan BBM lintas kabupatenvkota,
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| SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

5. Pendidikan
dan Pelatihan
{Diklat)

3. Kegiatan Usaha
Jasa Pepunjang
Minyak dan Gas

~ Bumi

1. Pembetian rekornendaSI pendirian gudangbahan

s PengaWasan terhedap kegiatan usaha perusahaan

 berdomisili di provinsi yang barsangkutan.
3. . Pengaitgkatan dap pembinaan inspektur migas
Serfapembinaan jabatan fungsional provinsi,

. Pengusulan lembdga diklat provinsi agar terakredit

. Penyertaan dan atau memfasliitasi penyelenggara

. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis

. Penyslenggaraan pendidikan dan pelatifian teknis

peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di
daerah operasi daratan dan di daerah operasi
paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis
pantaj ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan
kepulavan

jasa penunjang mihyak dan gas bumi untuk bidang
usaha jasa penyediaan komediti dan jasa boga dan
bidang usaha jasa penyediaan material dan
peralatan termasuk pelayanan pumajual yang

asi sebagai penyslenggara pendidikan dan pelatih
an teknls dan fungsional tertentu sektor gnergi dan
sumber daya mineral,

an assessment bekerjasama dengan lembaga
assessment DESDM.

untuk kepala sub dinas kabupaten/kota dan kepala
seksi dinas kabupatervkota yang mengelola sektor
energi dan sumber daya mineral setelah lembaga

diklat terakreditasi,

sektorenergi dan sumber daya mineral bagi
perangkat daerah yang mengelola sektor energi
dan sumber daya mineral berdasarkan pedoman
dan standar penyslenggaraan, kunkulum!snabus
dan lembaga diklaf terakreditasi.
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- SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan -
fungsional tertentu untuk pengangkatan pertama kali
danjenjang muda inspektur tambang/ minyak dan
gas bumi/ ketenagalistrikan/ penyelicik bumi
berdasarkan pedoman dan standar
penyelenggaraan, kurikulum/silabus dan lembaga
pendidikan dan pelatihan {diklat) terakreditasi.

8. Pemberian bimbingan dan konsultas dikiat teknis
dan fungsional tertentu di sektor energi dan sumber
daya mineral lingkup provinsi dan kabupaten/kota,

7. Koordinasi penyusunan kebutuhan dan

+ penyetenggaraandiklat teknis dan fungsional

 tertentu sektor energi dan sumber daya mineral
- dalam skala provinsi.
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CC. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Kelautan

. Pelaksanaan kebijakan pengelofaan sutmberdaya

kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan

" provinsi,
. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan :

ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di
wilayah laut kewenangan provinsi,

. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dalam

rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah
laut kewenangan provinsi.

. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum

di wilayah laut kewenangan provinsi dan pemberian
informasi apabita terjadi pelanggaran diluar batas

“kewenangan provinsi. ‘
. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan

pemanfaatan sumberdaya laut antar kabupaten/kota
dalam wilayah kewenangan provinsi,

. Pelaksanaan kebijakan perizinan tempadu

pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut
kewenangan provinsi. :

. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdaya
- an masyarakatpesisir antar kabupaten/kota dalam

~ wilayah kewenangan provingi.

. Pelaksanaan dan koordinasi penysrasian risct

kelautan di wilayah kewenangan laut provinsi dalam
rangka pengembangan jasa kelautan,

. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda

berharga dari kapal tenggelam berdasarkan
wilayeh kewenangannya dengan pemerintah dan
kabupatenkota.

10.Penetapan kebijakan dan pengattran eksplorasi,

eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan
laut diwilayah laut kewenangan provinsi.

. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas

kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan
perikanan, o
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

12. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi

pantai dan mifigasi bencana alam di wilayah pesisir
- danlaut dalam kewenangan provinsi.

13. Pelaksanaan koordinasi dalam hal pengaturan
batas-batas wilayah maritim yang berbatasan
dengan wilayah antar negara di perairan laut
dalam kewenangan provinsi,

14. Pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi

~ sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut
‘ewenangan provinsi.

15. Pelaksanaan psnyerasian dan pengharmonlsasran
- pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut '
kewenangan provinsi. ‘

16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah -
laut di dalam kewenangan provinsi, :

17. Pelaksanaan dan koordinasi pencegahan
pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan sena
 lingkungannya.

18, Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan
sumberdaya ikan serta lingkungannya antar

_kabupaten/kota di wilayah laut provinsi.

19. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan
yangditarang untuk dipsrdagangkan, dimasukkan
dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik
Indonesia.

20. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan
yang dilindungi.

21. Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan
lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut
kewenangan provinsi.

22, Pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan
dan kemaritiman di wilayah laut kewsnangan
provinsi.

23, Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan
konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah
lautkewenangan provinsi.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

2 Umum

24. Pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitas,
konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan
danau, sungai, rawa dan \Mlayah perairan lainnya
di witayah provinsi, _ _

25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi
dan tata ruang perairan dalam wilayah
kewenangan provinsi.

26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan

~ konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di
wilayah kewenangan provinsi.

27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan
pengendalian tata ruang faut\mlayah kewenangan
provinsi.

28. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan
konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan
sumberdaya ikan kewenangan provinsi.

29. Rehabilitasi sumberdaya pesisir, putau-pulau kel
dan laut di wilayah kewenangan provinsi.

'| 1. Pelaksanaan dan keordinasi pengelolaan dan

pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah
kewenangan provinsi.
2. Koordinasi penyelenggaraan program,
pelaksanaan penelitian dan pengembangan
" teknologi di bidang perikanan skala provinsi.
3. Perencanaan pembangunan perikanan skala
. provinsi, :
4. Bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akredit
asilembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.
3.. Bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan tepadu
sumberdaya ikan antar kabupaten/kota.
6. Penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk
kepentingan perikanan dalam wilayah provinsi.
7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama |
intemasional bidang perikanan skata provinsi,

203



“SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

3. Perikanan
Tangkap

‘8. Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan
stafistik serta informasi bidang perikanan di wilayah

_ laut kewenangan provinsi.

9. Peningkatan kepasitas kelembagaan dan SDM
bidang kelautan dan perikanan.

10. Koordinast pelaksanaan kebijakan pengembangan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

11, Koordinasi pelaksanaan penglitian dan
pengembangan sumberdaya kelautan dan

“perikanan di wilayah perairan kewenangan

provinsi.

12 Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan

\ penerapan teknologi perikanan.

1.. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di w1layah
laut kewenangan provinsi.

2. Koordnasl dan pelaksanaanestimasi stok ikan d
wilayah perairan kewenangan provinsi.

| 3. Fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan |

perikanan antar kabupatenfkota.

4. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan,

_ pelestarian, dan pemantaatan plasma nutizh
sumberdaya [kan kewenangar provinsi.

5. Dukungan pembuatan danpenyebariuasan peta
pola migrasi danpenyebaran |kan di peralran
wilayah kewenangan provinsi.

8. Pemberian izin penangkapan danfatau
pengangkutan ikan yang menggunakan kapal

.. perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan |

* 30 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.i:

7. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan
perkanan kewenangan provinsi.

B. Pelaksanaan kebjjakan usaha perikanan tangkap
dalam wilayah kewenangan provinsi.

9. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan
kecil.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG |

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI -

4. Perikanan
Budidaya

10. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan
dan ketenagakerjaan perikanan tangkap
kewenangan provingj,

11. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan,
promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap
kewenangan provinsi,

12. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan
lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan
perikanan kewenangan provinsi.

13. Dukungan pembangunan dan pengelolaan
pefabuhan perikanan pada wilayah perbatasan
dengan negara lain.

14, Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal

.- perikanan,

15. Pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai
dengan 30 GT.

16. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap
ikan,

17. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas

- kapal penangkap ikan.

18. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan
bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan

. dkan.-

19. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaaan fisik kapal
perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan
JGT. Q

20. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kefaikan

. kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan
yang menjadi kewenangan provinsi.

21. Pelaksanaan dan koordinesi kebijakan pemantfaatan
dan penempatan rumpon di perairan laut
kewenangan provinsi,

22. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi
penangkapan ikan.

1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.
2, Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan
perikanan di air tawar, air payau dan laut.
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SUB BIDANG -

SUB SUB BIDANG

PEMERI NTAHAN DAERAH PROVINSI

| 9 Pelaksanaan kebfjakan rekornendasi ekspor, impor,

: F’elaksanaan kebijakan mutu benih/ induk ikan.
Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan
pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau
dan laut.

5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan

dan peredaran sertapengawasan obat ikan, bahan
" kimia, bahan biologis dan pakan ikan.

6. 'Pelaksanaan kebijakan akreditam lembaga serfifikasi
perbenihan kan.

7. Pelaksahaan kebijakan pembinaantata
pemanfaatan airdan tatalahan pembudidayaan
ikan,

8. Pelaksanaan kebijakan pengelotaan penggunaan

sarana dan prasaranapembudidayaan ikan.

induk dan benih ikan.

10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan
pembudidayaan ikan.

11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan
varietasinduk/benih kan. .

12/ Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan
Induk penjents, induk dasar dan benih alam.

1 3. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan

- 'IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak

- menggunakan tenaga ketja asmg di wilayah
provinsi,

14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan pengeluaran,
pengadaan pengedaran dan/atau pemeliharaan

- Tkan.

15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan
perlindungannya.

16. Pefaksanaan kebijakan pengawasan alat
pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi
budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan
dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan
kesehatan ikan dan lingkungannya. ,

17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan
wilayah wabah penyakit ikan, .
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS]

s, Pengawasan
dan
Pengendalian

6. Pengolahan
dan
Pemasaran

22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di -

| 2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan

18. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih
ikan lintas kabupaten/kota.

19. Koordinasi dan pelaksanaan teknologi
pembudidayaan ikan.

20. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan higienitas &
sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan tkan.
21, Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kerja sama

kemitraan usaha pembudidayaan ikan.

perairan umum fintas kabupatenkota dan wilayah
- laut kewenangan provinsi.

1. Pengawasan pemanfaatan dan perindungan
plasmanutfah perikanan.

. dansistem pengendalian hama dan penyakit ikan,

3. Pembinaan, pemantauan dan psngawasan
lembaga sertifikasi perbenihan ikan,

4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan,
obatikan dan bahan bakunya.

5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit

pengolahan hasil perikanan,

Pengawasan mutu ekspor hasil perikanan.

Koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan

dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kedil

di wilayah kewenangan provinsi.

8. -Pengawasan pemanfaatan sumberdayaikan di
wilayah laut kewsnangan provinsi,

~N o

1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan

dan pemasarannya.

2. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan

pengelolaan pusat pemasaran ikan.

3. a, Pelaksanaan kebijakan penerbitan sertifikat
kesehatan dan/atau sertifikatmutu tehadap
produk perikanan dalam rangka jaminan mutuy
danjaminan pangan.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

6. Penyuluhan
dan '
Pendidikan

4. Pelaksanaan kebijakan pengendalian mutu di unit

. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan
- pengelolaan laboratorium pengujian dan
‘pengolahan mutu hasil perikanan,
6. Bimbingan pengawasan moniforing residu antibiotik
- lainnya serta perairanflingktngan tempatikan
: -Pelaksanaan kebijakan danbimbingan investasi

. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinan

; Pefaké_énaan kebijakan pembinaan serta .
© penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian,
.. Pelaksanaan kebijakan danbimbingan penyuluhan

. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sartifikasi
diklatbidang kelautan dan perikanan di provinsi.

b. Pelaksanaan pengujian muty secara laboratoris
terhadap produk hasil perikanan,

pengolahan, alattransportasi dan unit penyimpanan
hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP,

dan cemaran mikroba danbahan berbahaya
hidup,
dan pengembangan usaha hasil perikanar,

usaha pengolahan dan pemasaran hasil perkanan
di provinsi. :

manajemen dankepemimpinan bidang kelautan dan
pefikanan di provinsi.

kelautan dan perikanan <ff provinsi,
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DD. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SuB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perdagangan .
Dalam Negeri

"~ pedalaman, terpencil dan pulau teruardi provinsi,
.- Koordinasi, pembinaan dan pengawasan, monitor
- ing dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko
+ modem dan gudang) dan persetujuan penyelenggd
‘raan sarana penunjang perdagangan (jasa pamer

11. Pelayanan dan penanganan penyslesaian

. Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan

. Pembinaan dan pengawasan perdagangan jasa

. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan eva

-~ -untuk Distributor dan Subdistributor, Rekomendasi -
* SIUP Bahan Berbahaya untuk Distributor),
. Koordinasi, pengendalian, pengawasan, pelaporan
~dan penyajian informasi hasil penyelenggaraan
‘wajib daftar perusahaan skala provinsi.
. Koordinasi, dukungan pelaksanaan, pembinaan

. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan,

. Pembinaan dan pengawasan, menitoring dan
-+ evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan

. prodiksi dalam negeri skala provinst.

| . konsumendi provinsi.

10 Sosiglisasi, informasi dan publikas tentang

pemberian izin usaha perdagangan.

bisnis, jasa distribusi dan jasa lainnya di bidang
perdagangan di wilayah provinsi.

luasi seria pemberian izin perdagangan barang
kategori dalam pengawasan skala provinsi (SIUP .
Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Toko

Bebas Bea, SIUP Bahan Berbahaya untuk Peng :
ecer dan Rekomendasi SIUP Minuman Beralkohol

dan pengawasan, fasflitasi, monitoring dan evaluasi
kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan,

an, konvensi, dan seminar dagang) skala nasional.

monitoring dan evaluasi kegiataninformasi pasar
dan stabiiisasi harga di provinsi.

Pembinaan penyelenggaraan perlindungan

perindungan konsumen.

sengketa konsumen skala provinsi,
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* SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG]|

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

|5. Pengawasan
| dan _
Pengendalian

8. Pengolakan
dan ‘
Pemasaran

T2, Pembifiaan dan Pemberdayaan Motwator dan

Mediator Perlindungan Konsumen skala provinsi.
13. Koorcinasi psmbentukan danfasuluta& operasional
PBPKN provinsi.
14. Koordinasi pembenitukan BPSK dengan kabupaten/
~ kota df wilayah provinsi.

| 15. Koordinasi kegiatan LPKSM dengan kabupaten/

kota di wilayah provinsi,

| 16. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi temalt

skala provinsi dalam penyelenggaraan
perindungan konsumen,
17. Koordinasi evaluasi implementasi penyelenggaraan
- ‘perfindungan konsumen. -

| 18. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk

pelaksanaanpetunjuk teknis pengawasan barang
. beredar dan jasa.

19. Pembinaan dan pengawasan barang beredar dan

- jasa serta penegakan hukum skala proving.

20. Koordiriasi pelaksénaan pengawasan barang
beredar dan jasa skala provinsi.

21: Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar
dan jasa skala provins!,

22. Pembinaan dan pemberdayaan PPB. skela
proving|,

23. Pembigaandan pemberdayaan PPNS-PK skala
proving,

| 24. Koordinasi, penyslenggaraan dan pelagoran

- pembeyian rekomendasi atas pendaftarah petunjuk
+ penggunaan {manual) dan karte jaminap/garansi
- dalam bahasa Indénesia bagj produk teknologi
-.informasi dan elekfronika skaia provinsi.
25. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala
provinsi.
- 26. Fasilitasi dan pelaporan pelaksanaan sistem
~ informasi perdagahgan dan penyusunan potensi
usaha di sektor perdagangan skefa provinsi.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

z Metrolo‘_Qi
Legal

3. Perdagangan
Luar Negeri

. Pembinaan danpengendalian pembangiinan

metrologi legal skala provinsi,

. Fasilitasi, koordinasi, penyelenggaraan,

pengawasan dan pengendalian SDM metrologi
skata provinsi.

. 8. Koordinasi, rekomendasi penilaian standar

ukuran dan laberatorium mtrologi legal
kabupatervkota:

b. Pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran
milik provinsi dan kabupatenkota,

¢. Penyelenggaraan interkomparasi skala provinsi,

. Koordinasi dan petaksanaan kegiatan tera dan tera,

ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan
Perlengkapannya (UTTP) di wilayah kabupaten/
kota.

3 FaS|I|ta51 dan penyelenggaraan kerjasana metrologi

legal skala provins,

." Fasilitasi dan penyslenggaraan penyuluhan dan

pengamatan UTTP, BDKT dan S1.

~ Koordinasi dan pembinaan pembuat UTTP, importir
UTTP dan merekomendasikan pelaksanaan

" permohonan izinfipe danizintanda pabrik serta

o oo

menerbitkan perpanjangan lzm tanda pabrik dan
izin reparatir UTTP.

Pengawasan danpenyidikan tindak pidana UUML.
Daerah Khusus lbukota Jakarta yang ditunjuk
secara khusus oleh undang-undang maka
koordinagi, fasilitasi dan penyelenggaraan metrolog]

~ legal menjadi urusan provinsi,

Penyediaan bahan masukan sebagai bahan
pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor,
Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidsng ekspor
skala provinsi.

Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
bidang ekspor.

. Penyediaan bahary masukan untuk perumusan
“kebijakan bidang impor.

1
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SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS]

SUB SUB BIDANG

5. Penyediaanbahan masukan sebagai bahan
pertimbangan perurnusan kebijakan bidang impor.
6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang
- imporskala provinsi.
7. Pengambilan ¢

4. Kerjasama
Perdagangan
internasional

sertifikasi mutu barang meliput]:
a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petu
, gas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi:
b. Pengujian, inspeksi teknis dan seriifikesi
dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis,
_ sattifikasi yang terakreditasi dan feregistrasi.
8. Penilaiandan pelaporan angka kredit PMB tingkat
provinsi,
9. Penyadiaan bahan masukan untuk perumusan
. kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal
barang. )
10. Sosialigasi, penerhitan dan pelaporan penerbitan
-SKA penelusuran asal barang di tingkat provinsi
yang ditunjuk.
1. Penerbitan AP).

| 12 Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.

13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi,
- koordingsi pelaksanaan, monitoring dan pelaporan,
. penyedjaan informasi potensi ekspor daerah
- sebagaf bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka
penetapan kesepakatan dalam sidang komodit
~ intemasional,
15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, peleporan
pelaksanaan kesepakatan skala provinsi, -
16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
dibidang perdagangan luar negeri.

1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan
kefjasama perdagangan intemasional.

2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan
kerjasama perdagangan intemasional dan
koordingsi kerjasama ekoriomi sub regional.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

. PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

\ Peneﬁbang
an Ekspor
Nasional

. Perdagangan -
Betjangka
Komoditi,
Aiternatif
Pembiayaan
Sistem Resi
Gudang, Pasar
Lelang

. Monitoring dan sosiafisas] hasil-hasil kesepakatan

kerjasama perdagangan bilateral dan sosialisasi
kerjasama perdagangan lintas batas.

. Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan
' safeguajrd.

. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan

ekspor skala provinsi.

. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala

provinsi.

. Kodrdinasi dengan aparat penegak hukurn dalam
' penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan

perdagangan berjangka komoditi.

. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh

akses pembiayaan resi gudang.

. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang

bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan
pelaku pasar lelang skala provins,
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EE. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Usaha
Industri

5. Perencanaan
dan Program.

6. Pemasaran

7. Teknologi

4, Perlindungan

SUBBIDANG |SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Perizinan 1. Penerbitan U] skala investasi di atas Rp 10 milyar
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2, Penerbitan rekomendasi IU| yang diterbitkan oleh
pemerintah.
3. Penerbitan izin kawasan industri yang !okasrnya
lintas kabupaten/kota. ,
2. Usaha Penetapan bidang usaha industri prioritas bmvinsi.
Industri
3. Fasilitas Pemberian fasilitas usaha dalam rangka -
Usaha pengembangan IKM di provinsi.
Industri &

Pembenan perlindungan kepastian berusaha terhadap
usaha industri lintas kabupatenkota,

. 1. Penyusunan remanajangkapanjang

pembangunan industri provinsi.

2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) provinsi di bidang industri.

3. Penyusunan rencana kerja provinsi di bidang
industi,

Promesi produk industr provinsi.

1. Pelaksanaan peneliian, pengembangan dan
penerapan teknologi di bidang industri di provinsi.

2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian,
pengembangan dan penerapan teknologi di bidang
industr termasuklintas kabupatervkota.

3. Sosialisasihasil penelitian, pengembangan dan
penerapan teknologi di bidang industr.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI )

8. Standarisasi

9. Sumber Daya
Manusia
(SDM)

10, Permodalan

1. Lingkungan
Hidup =

12.Kerjasama
Industri

13 Kelembagaan

1. Fesilitasi dan pengawasan terhadap penerapan
standar yang akan dikembangkan di provinsi.
2. Kerjasarna bidang standarisasi tingkat provinsi,

1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan
aparatur pembina industri di provins.

2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur
pembina industri lintas kabupatenkota.

Fasilitasi akses permodatan bagi industr melalui bank
dan lembaga keuangan bukan bank di provinsi. -

1. Pemberian bantuan teknis kepada kabupatenfkota
dalamrangka pencegahan pencemaran
lingkungan yang diakibatkan oleh industri.

2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbinaan
industri bersih yang dilakukan oleh kabupaten/kota
dalam rangka pencegahan pencemaran
lingkungan.

1. Koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara industri
kecil, menengah dan industri besar serta sektor
ekonomi lainnya fintas kabupaten/kota,

2. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan
industri melalui pola kemitraan usaha lintas
kabupatenfkota.

3. Koordinasi dan fasilitasikerjasamaiuar neger,
ketjasama lintas sektoral dian regional untuk
pemberdayaan industr fintas kabupaten/kota,

—

Pembinaan asosiasi industridewan tingkat provins;,
2. Pembentukan dan pembinaan unitpelaksana teknis
tingkatprovinsi dan membaniu unitpelaksana teknis
tingket kabupatenfkota.

pemerintah.
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH PROVI NSI

14.Sarana dan
Prasarana -

15.Informasi
Industri

16.Pengawasan

Industri

17.Monitoring,

Evaluasi dan
Pelaporan

Penyusunan tata fuang provinsi 1ndus?n datam rangka
pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi
serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana
(jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahanlimbah IKM)
untuk industri yang mengact pada tata ruang nasional.

Pengumpulan, analisis dan Hiseminasi gata bidang
industri tingkat provinsi dan pelaporan kepada
pemetintah.

Pengawasan terhadap pelaksanaan fugas
desentralisasi bidang industri tingkat provinsi.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pe!aksanéaﬁ
urusan pemerintahan di bidang penndustnan di
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provinsi.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU




